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Atas berkah rahmat Allah, buku “Memahami Dekonstruksi Hukum
- dalam Pranata Sesial Islam telah selesai disusun. Penyusunan buku ini
= berawal dari keinginan besar Pusat Penelitian dan Penerbitan pada
= lLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Ar-Raniry untuk mengapresiasi hasil karya para dosen dengan cara
mempublikasikannya. Sekecil apapun karya para dosen sudah sepatutnya
dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akademis yang
berkesinambungan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan bagi pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan
vang diakomaodasi di dalamnya. Banyak keterbatasan dan kekurangan
yang terdapat di dalam buku ini. Kritikan kostruktif memang diharapkan,
tetapi akan lebih bermakna seandainya ada pihak lain yang bersedia
untuk mengkaji kembali persoalan-persoalan ini dengan perspektif dan
pendekatan yang beragam. Dari sana diharapkan akumulasi dan evolusi
pengetahuan akan sungguh-sungguh terjadi. Semoga!

= : Banda Aceh, 20 November 2014
Hormat khidmat,
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untux mengesampingkan hadis  tertentu. Sumber fundamental
bagi prinsip-prinsip hukum tersebut adalah al-Qur'an. Oleh karena
it, al-Qurian harus dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu
sebagal wasit utama(penentu) dalam menilai keautentikan hadis,
bukan sebaliknya.

Pandangan kaum pembaharu ini berbeda dengan kecenderungan
keilmuan klasik yang menilai hadis (khususnya hadis shahih) sebagai
penjelas utama al-Qur’an yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin
dibatalkan oleh al-Qurian. Kecenderungan kaum pembaharu untuk
membalikkan pandangan klasik yang mengutamakan hadis daripada al-
Qurian, di antaranya dapat dililiat dalam karya Muhammad al-Ghazali. I
menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan hadis pada
posisinya di bawah pengayoman prinsip-prinsip al-Qur'an. Oleh karena
ity, Muhaminad al-Ghazali mengeluhkan figh vang mengutamakan hadis,
namun mengabaikan al-Qur'an. Menurutnya, tidak ada figh yang terpisah
dari pemahaman al-Qur’an dan terhadap situasi modern.

Bahkan ada ulama modern lainnya yang mempunyai pendapat yvang
lebih keras lagl', yang menilai hadis bukanlal sebagai penjelas al-Qur'an.
Tokoh tersebut adalah Muhammad Syahrur la menilai bahwa Rasul
adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam mutlak menjadi Islam
nisbi. Muhammad Syahrur berpandangan bahwa ijtihad Rasul hanya
benar untuk masanya (abad VIl M) dan iokalnya (Semenanjung Arabia),
litihad Rasul belum tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum
tentu cocok untuk masyarakat lain.

Dalam pandangan Mubhammad Syahrur, sehagaimana dikutip Muhyar
Fanani, hadis itu terbagi dua, yaitu sunnah risdtah (berisi hukum-hukum
dan ajaran-ajaran} dan sunnahnubuvnwoh {(berisi ilmu pengetahuan
atau informasi). Kita hanya wajib menaati sunneh risalah, bukan sunnah
nubuvewah, kavena sunnah risaloh merupakan ijtihad aplikatif kondisional
Nabi, sementara sunnah nubuwwah adalah ijtihad informatif kondisional.
ljtihad informatif kondisional berbentuk produk pengetahuan yang nishi,
sehingga tidak perlu ditaati, karena pengetahuan akan selalu berkembang
seiring perkembangan zaman.

Dari paparan pandangan Muhammad Syahrur di atas, dapat
disimpulkan bahwa ia betul-betul membuat paradigma baru tentang
hadis. Kalau selama ini ulama sepakat mengatakan bahwa hadis
merupakan hayan terhadap al-Quran, namun Syahrur dengan tepas
mengatakan bahwa hadis itu merupakan sebuah hasil ijtihad Nabi yang
hanya cocek untuk masanya, dan belum tentu sesuai lagi untuk masa
sesudahnya. Perubahan radikal dari pemahaman Syahrur ini kiranya
menarik untuk diteliti lebih dalam lagi tentang bagaimana perubahan
itu dilakukannya. Artikel ini akan menguraikan tentang kedudukan hadis
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sebagai dalil syara’ dalam pandangan ahli hadis, fuqaha dan pemikiran
Mubiammad Syahrur

B. Pandangan Ulama Hadis tentang Kedudukan Hadis sebagai
Dalil Syara’

Secara winum ahli hadis berpendapat balwa fungsi hadis adalah
sebagai penjelas vang mubham, merinci vang mujmal, membatasi vang
muthlag, mengkhususkan yang umum (‘am) dan menetapkan hukum-
hukum yang helum jelas secara eksplisit dalam al-Qur'an. Muhammad
'Ajiaj al-Khathib secara tegas menyatakan bahwa dari segi keberadaannya
sebagai wahyu dan sebagai sumber syari'at yang wajib diamalkan isinya,
hadis sejajar dengan al-Qur'an. Dari segi tingkatannya, hadis berada
herdampingan dengan al-Qur'an, karena ia herfungsi menjelaskan. la
juga menyimpulkan bahwa ada tiga posisi sunnah terhadap al-Qurian,
yaitu: (1) menegaskan dan mengukuhkan apa yang disampaikan al-
(ur‘an, scperti hadis-hadis yang berisi perintah shalat, zakat, keharaman
riba dan sejenisnya; (2) menjelaskan apa yang mujmal dalam al-Qurian,
di sini hadis sebagai penjelas apa yang menjadi maksud al-Qur'an,
seperti penielasan tentang tata cara shalat, jumlah raka’atnya dan
rukun-rukunnya, penjelasan anak yang dapat mewarisi dan lain-lain; (3)
ketentuan mandiri, tidak memiliki penjelasan eksplisit dalam al-Qur’an,
seperti keharaman memakan himar piaraan. Muhammad "Ajjaj al-Khathib
menyatakan bahwa dari tiga wajah tersebut, dua yang pertama disepakati,
sedangkan wajah ketiga ulama berbeda pendapat mengenai taujih, takhrij
dan taTilnya, masing-masing memiliki pendapat dan {jtihadnya.

Menurut Mushthafa al-Sibai, secara umum hadis mempunyai dua
fungsi, yaitu sebagai bayvan dan ziyadah. Sebagai bayan, hadis berfungsi
menjelaskan atau menafsirkan ayat al-Qur'an dan posisinya diurutan
kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan schagai ziyadeh, hadis berfungsi
menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Quran, dalam hal ini
hadis menjadi dalil yang mandiri terhadap kasus tersebut.

Kalangan ahii hadis lain, vaitu Abu Zahu menetapkan ada empat
fungsi hadis sebagai dalil figh. Tiga wajah sama seperti yang dikemukakan
oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, yaitu scbhagai ta'kid, bayan, dan dalil
hukum yang berdiri sendiri, dan satu wajah yang berbeda adalah hadis
berfungsi sebagai nasikh terhadap hukum yang terdapat dalam al-Qurian.

Adapun terhadap fungsi hadis yang memberi faedah bahwa kadang-
kadang dapat menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-
Quran, baik secara umum maupun terperinc, dianggap bertentangan
secara dhahir dengan firman Allah: oo 2l oW 2 SO0 200U, (dan Kami
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telah menurunkan kepadamu al-zikra untuk memberi penjelasan kepada
manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka), scolah-
olah dipabami balvwa hadis hanya sebagai penjelas al-Quran dan tidak
termasuk yvang lain. Di sini Abu Zahu mengemukakan ada dua jawaban
terhadap persoalan tersebut,

Pertama, sesungguhnya al-Qur'an tidak terlepas dari hukum-hukum
yang ada dalam bentuk atauwajah baydn tasyri” dari segi penjelasan, akan
tetapi kandungan penjelasan tersebut mengeunakan metode §mal, maka
sahlah hadis itu menjadi penjelas al-Qur’an berdasarkan ungkapan ini.
Penjelasan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan hadis tidak ada secara
dhahir di dalam al-Quran, karena mungkin hadis menjadi penjelas bagi
al-Qur'an, baik melalui metode ifhag, givas dan metode istinbath dengan
menggunakan kaidah umum dari nash-nash yang bersifat khusus.

Melalui metode fthag (keterkaitan dengan masalah asal yang ada
dalam al-Qurian). Kadang-kadang nosit al-Qur'an menghalalkan sesuaty
dan mengharamkan yang lainnya. Antara salah satu dari doa perkara
tersebut ada sesuatu yang ketiga vang tidak ada nash atas penetapan
hultumnya. Di sini ada tempat untuk berijtihad untuk menghubungkan
salah satunya dan menetapkan hahwasanya perkara tersehut merupakan
bapian kandungannya. Conteh, Allah menpghalalkan yang baik dan
mengharamkan yang jelek, masih ada sisa di antara keduanya sesuatu
yang mungkin ada hubungannya dengan sesuatu dari perkara tersebut.
Maka Nabisaw melarang memakan setiap hinatang buas yang mempunyai
taring dan setiap burung vang memiliki cakar dan melarang memakan
daging himar yang jinak dan mengatakan bahwasanya itu adalah rijsun
{kotor/keji). Rasul melarang memakan binatang yang menjijikkan dan
melarang meminum susunya, karena di dalam daging dan susunya
ada bekas vang menjijikkan, ini semua kembali kepada makna ifhag
[penghubungan) dengan asal yang jelek

Melalui metode givas, kadang al-Qur’an menetapkan hukum sesuatu,
lalu Rasulullah saw menggivaskannya dengan peristiwa lain dengan cara
menyamakan Tilat. Contoh, Allah mengharamkan riba yang diprakrekkan

oleh orang Arab Jahiliyyah, bahwa jual beli itu sama dengan riba
(44 e ) Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-Bagarah ayat
279 ol ¥, ol ¥ Qi g, S s )y (dan jika kamu bertaubat dari
pengambilan riba, maka baﬂnmf[}ﬂkﬂ.{haitaml- kamu tidak menganiaya
dan tidak pula dianiaya). Adanya pemberian lebih dari hutang yang
dipinjamkan merupakan ‘illat terhadap pengharaman riba. Lalu
Rasulullah saw mengmvmkan Icepada penqtma imu, }raim

i e LEL
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Artinya: Rosulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan
perakgandum dengan gandum, syi'ir dengan syi'ir, tamar dengan
tamur, garam dengan garam, sama dan tunai, barangsiapa yang
menambah atau minta tambah, ia telah berbuat riba, pengambil dan
pemberi adalah sama (HR. Muslin).

Melalui metode istinbath dengan menggunakan kaidah-kaidah
wmum dari nash-nash al-Qur'an yang bersifat juz'iveh. Kadang nash al-
Qur'an itu datang dengan makna yvang berbeda-beda, tetapi mempunyai
maksud vang sama, maka hadis berfungsi untul menyatukan makna-
makna terscbut dalam satu kaidah wumum. Misalnya sabda Rasulullah:
x5 S0, ol Ue L Dalam hadis ini terdapat dua kaidah, yaitu
(1) ikhlas; {2) seseorang memperoleh apa yang diusahakannya. Kedua
kaidah ini diambil dari ayat-ayat yang mendorong untuk melakukan
perbuatan ikhias, mencela riya dan menjelaskan balwa seseorang tidak
mempereleh kecuali dari apa yang diusahakan, seperti firman Allah:

{561 ..._-;..",-'- il el il I'_:-‘.":i 1 Vol Lay
1_‘1- '._.-II_KIJI} . .H.t’fi-' _-_-.-Igll ‘i' b i
(v\- :n_i‘-i:'-_} Liemh gy B2l 8 ":II; ERL N __I-.l.l:IJ Ly i) e _'JIE'.;..'.'

(VRO L) e JeW a5 il )
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Kedua, Allah telah menjadikan Rasul sebagal wakilnya untuk
menyampaikan al-Qur'an kepada manusia, sebagaimana firman-Nya
dalam surah an-Nahlu: 44, .» J¢ L 2 Rasul menjelaskan al-Quran
kepada manusia tidak bersandar dari diri-sendirinya, tetapi mengikuti
apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Sebagaimana bunyi surah
an-Najmu: 2-3, o~y =3 ¥ 2 o0 sl » sks b, (apa saja yang disampaikan
Rasul ridaklah didasari pada hawa nafsunya, melainkan berdasarkan
wahyuAllah). Oleh karenaitu, mentaati Rasul merupakan bentuk ketaatan
kepada Allah (Elslel 5 Jea il da ).

Dari sini dapat dipahami bahwa hadis sehenarnya tidak menambah
atau membuat hukum baru, melzinkan hanya menjelaskan atau
merincikan hukum-hukum yang tidak termuat secara khusus dalam
al-Qur'an. Dengan kata lain, hadis hanya berfungsi untuk menjelaskan
rincian dari hukum-hukum yang bersifat umum dalam al-Qurian. Apa
yang ditetapkan oleh hadis pada prinsipnya merupakan penjelasan dari
hukum asal vang sudah ditetapkan al-Qur'an, bukan hukum baru yang
tidak ada kaitannya samasekali denganapayangterdapatdalamal-Qur’an.
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C. Pandangan Fugaha Tentang Kedudukan Hadis Sebagai Dalil
Syara’

Fungsi hadis dalam pandangan lugaha persis sama dengan apa
vang dikemukakan oleh kalangan ahli hadis, Mereka nampaknya saling
mengutip pendapat di antara mereka untuk menjelaskan posisi hadis
tersebut. Di sisi lain, para fugaha itu sendiri (khususnya imam mazhah)
sebenarnya juga para ahli hadis. Kita dapat melihat figur Imam Malik
dengan kitabnya «l-Muwaththa® yang dikatakan sebagai kitab figh,
namun isinya merupakan kumpulan dari hadis-hadis dalam masalah
figh. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kedua mereka itu juga
merupakan ahli hadis, Imam Syali't memiliki kitab hadis yang diberi
nama Musnad Imam Syafi'i dan lmam Hambali memiliki kitab hadis yaitu
Sunan Ahmad bin Hanbal. Selain itu, khusus Imam Maliki dan Hambali,
aleh kalangan ahli hadis mengelompokkan mercka itu kepada imam
hadis. Karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam hal ini, para fugaha
dan para ahli hadis memiliki pendapat yane sama tentane fungsi hadis
terhadap al-Quran.

Dalam hal kedudukan hadis terhadap al-Quetan, Imam Syali'i
menyatakan bahwa hadis tidak mungkin bertentangan dengan al-
Qur'an. Menurut beliau, apa vang ditetapkan Rasulullah mengenai suatu
persoalan, past terdapat nashnya dalam al-Qur'an. Secara keseluruhan,
hadis merupakan penjelasan yvang juga datang dari Allah. Sebagai
penjelas, tentu lebih rinci dan mengandung lebih banyak dimensi
dibandingkan dengan vang dijelaskan, Apa vang ditetapkan Rasulullah
vang tidak terdapat noshnva dalam al-Qur'an [(menetapkan sendiri
sesuatu ketentuan hukum), maka kita wajib mengikutinya berdasarkan
perintah Allah untuk mentaati Rasul-Nya dalam segala perintah-Nya.
Dalam kitab al-Risainh, Imam Syafi'i menyatakan bahwa fungsi hadis
terhadap al-Qurian ada dua katazori, yaitu: (1) Hadis yane hadir untuk
mengkonfirmasikan semua yang diwahyukan Allah. (2) Hadis yang
berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yanz dikehendaki oleh
al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah
hiersifat mmum ataukah khusus, dan bagaimana cara menunaikannya.

Dari dua fungsi ini, Imam Syafi'i mengatakan ada tiga bentuk
peran hadis terhadap al-Qurian, yaitu: (1) Menegaskan seperti apa vang
dinashkan oleh al-Qur’an (bayan ta'kid). (2] Menjelaskan makna yang
dikehendaki oleh al-Quy’an (bavan fefsir), (3] Berdiri sendiri yang tidak
punya kaitan dengan nash al-Qur'an (bayan tasyri’).

Pada bentuk pertama dan kedua tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama, tapi terhadap bentuk ketiga, ulama berbeda pendapat
Sebapian ulama mengatakan bahwa dengan adanya perintah untuk
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wajib patuh kepada Rasul dan penegasan bahwa Rasul telah diridhai
sepenuhnya oleh Allah, maka semua ini jelas menunjukkan adanya
kewenanpan bagi Rasul untuk menspariskan hadisnya sendiri, kendati
tanpa sandaran al-Quiran. Sebagian ulama lain mengatakan, pada
dasarnya Rasulullah tidak pernah meletakkan hadis tanpa sandaran al-
Qur'an, seperti hadis yang menjelaskan tentang jumlah raka'at shalat
dan cara melaksanakannya. Sandarannya adalah ayat al-Quran tentang
kewajiban umum untuk shalat. Sementara ulama yang lain mengatakan
bahwa kewenangan Rasul untuk menetapkan sendiri hadisnya adalah
fungsi yang inheren dalam tugas risalahnya Sebagian lagi mengatakan
Rasulullah diberi inspirasi bagi semua yang dia tetapkan. lladis adalah
hikmah ilahivah yang diinspirasikan oleh Allah, dengan demikian, apapun
vang diinspirasikan kepadanya merupakan sunnahnya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Svathibi tidak mengakui fungsi hadis
sebagai bayvan tasyri’. Menurut Syathibi, hadis kembali pada al-Qurian
dalam pengertiannya, di mana hadis merinci kemujmalan al-Quran,
menjelaskan kemusyhilannya dan menguraikan yang ringkasnya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa hadis menjeiaskan al-Qur'an sebagaimana
dijelaskan dalam surah al-Nahl: 44 ;S Gy e Jhe W e 280
Oleh karena itu, tidak ditemui sesuatu ketentuan dalam hadis kecuali
al-Qur'an lebih dahulo menunjukkan pengertiannya, haik secara global
maupun rinci. Lagi pula sl-Qurian merupakan kwlli gl-syari'ah yvang
menambahkan hadis.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Imam Syafi'i menetapkan fungsi hadis
terhadap al-Qur an ada lima macam, yaitu: (1) Bayan tafshif, menjelaskan
ayat-ayal vang mujmal. (2] Bayan tokhshish, menentukan (membatasi)
makna umum dari suatu ayat. (3) Bayan ta’vin, menentukan mana yang
dimaksud dari dua atau lebih perkara yang semuanya mungkin tercakup.
(4) Bayan tasyri’, menetapkan suatu hukum yang tidak didapati dasarnya
dalam al-Qurian. (5) Buyun nasekh, dijadikan sebapai dalil untuk
menentukan mana yang dinasikikan dan aman vang dimansukhkan dari
dyat-ayat al-Qur'an yang kelihatan berlawanan. Lalu Hasbi ash-Shiddisgy
menyatakan lagi bahwa dalam kitab al-Risalah lmam Syafi'i menerangkan
tungsi hadis terhadap al-Qur'an ada lima macam bayan, yaitu pertama
bhayan ta'kid, kedua bayan tafshil, ketiga bayan takhshish, keempat bayan
ta'vin, dan kelima bayan isyarah (gives).

Keterangan Hasbi ash-Shiddiegy di atas kontradikeif, ia tidak
menjelaskan kenapabisaterjadi perbedaan tersebut. Keterangan pertama
tickak dijelaskan dari mana ia alah. Ini juga berbeda dengan apa vang
penulis jelaskan di atas, di mana penulis mengutip dari kitab al-Risdlah
juga, yang menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur’an menurut
Tmam Svafi'i ada dua, vang kemudian dijabarkan lagi dalam tiga hentuk.
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Menurut hemat penulis, perbedaan ini terjadi karena penjelasan dalam
kitab al-Risalah tentang fungsi hadis terhadap al-Qurian tidak konkrit.
Sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara
para pembaca dalam menyimpulkannya.

T.M. Hasbi ash-Shiqqieqy juga menjelaskan tentang pan-
dangan fugaha lainnya tentang fungsi hadis terhadap al-Quran,
yaitu:

a. Imam Malik menyatakan bahwa bayvan hadis itu terbapi kepada
tiga macam, vakni: (1) Bayan tafshil, menjelaskan kemujmalan
ayat al-Qur'an. {2) Bayan taudhin {(tafsir), menerangkan maksud
ayat al-Qurian, (3) Buyan bosthi (tathwil), menjelaskan masalah
vang disebutkan secara ringkas dalam al-Quran.

b. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa fungsi hadis terhadap
al-Qui‘an ada tiga macam, yakni: (1) Hayan ta'kid (tagrir),
menguatkan kembali apa yang terkandung dalam al-Qurian. (2)
Bayan tafsir, menjelaskan apa vang dimaksud oleh al-Qurian. (3)
Bayan tasyri, mendatangian suatu hukum yang tidak terdapat
dalam al-Qur’an.

c. Wama ahl al-ra’yi menerangkan fungsi hadis terhadap al-Qurian
ada tiga macam, yakni: (1) Bayan tagrir, menjelaskan kembali
apa yang diterangkan cleh al-Qur’an, sebagai penguat. (2} Bayan
tafsir, menerangkan apa yang sukar dipahami dari al-Qur'an. (3)
Bayan tabdil {nasakh), mengganti sesuatu hukum yang terdapat
dalam al-OQur an alau menesakhnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum para

fugaha menetapkan ada empat fungsi hadis terhadap al-Qur’an, yaitu:

a. Memperkuat atau menegaskan hukum yang telah ditetapkan di
dalam zl-Qur’an (bayan ta'kid). Hadis yang mengandung hukum
vang sama dengan hukum yang disampaikan al-Qur’an, berarti
hadis herfungsi sehagai pencgas dan penguat terhadap apa yang
ditetapkan oleh al-Qui'an. la tidak membawa hukum bary, tidak
menjelaskan hal-hal yang mutlag dan tidak mentakhsish hal-hal
yvang umunt. Seperti hadis yang menjelaskan kewajiban untuk
berpuasa. Hadis tersebut sebagai penegas terhadap surah al-
Bagarah 185.

b. Memperijelas setiap ayat al-Qur’an yang belum jelas maksud dan
tujuannya {bayan tafsir). Penjelasan ini dapat ditempuh dengan
menggunakan metode bayan takhsish, tagyid, taudhih dan
sehagainya, Hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan maksud
suatu nmash al-Qur'an, membatasi (mentaqgyid) lafadh muthlag,
mentakhsish lafadh ‘am, dan merine lafadh mujmal. Berarti
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hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum yang terdapat
dalam al-Qur'an. Seperti al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah
menghalalkan jual beli, kemudian hadis menjelaskan macam-
macam jual beli vang dihalalkan itu. Hadis yang mentakhsish
lafadh 'am, seperti al-Qur’an menghalalkan setiap wanita kecuali
vang disebutkan pada ayat 23 surah al-Nisa'. Kemudian hadis
membatasi pada wanita yang dihalakan itu dengan melarang
memadu wanita dengan keponakannya. Contoh hadis vang
merinci lafadh mujmal adalah hadis yang menjelaskan tatacara
shalat, zakat dan haji.

c. Menghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam al-
(Qurian (bayan nasakh/tabdil). Di sini hadis berfungsi sebagai
dalil untuk menentukan mana hukum yang dinasikhkan dan
mana yang dimansukhkan dari al-Qucan, ketika terjadi ta'arudh
(perlawanan). Seperti al-Qur'an menerangkan tentang wasiat
bagi orang tua dan kaum kerabat dalam surah al-Bagarah ayar
180, yang kemudian dinasakh oleh hadis yang menyatakan bahwa
tidak ada wasiat bagi ahli waris.

d. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuan
hukumnya dalam al-Qur’an (bayan tasyri’). Hadis yang membawa
hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an banyak sekali, seperti
kewarisan nenek, keharaman persusuan sama dengan keharaman
hubungan kekerabatan (nasab).

Dari keempat fungsi hadis terhadap al-Qurian yaitu bayan ta’kid,
bayan tafsir, bayan nasakh/tobdil dan baven tasyri’, dua di antaranya
(bayvan ta'kidan buayan tafsir) disepakati oleh para ulama tentang
keabsahannya, namun fungsi hadis sebagal bavan nasakh/tabdil dan
zivadah (bayan tasyri’) masih terdapat perhedaan pendapat di kalangan
para ulama. Pertama, dalam masalah menasakh al-Qur'an dengan hadis,
terdapat dua macam pendapat, yaitu:

a. Ulama ushul Hanafiah berpendapat bahwa menasakh al-Qur’an
dengan hadis mutawatir atau masyhur diperke-nankan, sebagai
contoh hadis &) S5, ¥ menasakh hukum yang terkandung dalam
surah al-Bagarah ayat 180. Hadis tersebut sangat masyhur di
kalangan para ahli hadis, bahkan Imam Syafi'i menganggapnya
sebagai hadis mutawatir,

b. Ulama ushul yang lain herpendapat hahwa menasakh al-Qur'an
dengan hadis, baik dengan hadis mutawatir maupun masyhur,
tidak boleh.

Kedua, dalam masalah hadis berdiri sendiri (bayan tasyri’), ulama
vang mengatakan hadis dapat berfungsi sebagai zivadah bagi yang
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tidak terdapar dalam al-Qur'an, dengan alasan bahwa Allah telah
memerintahkan untuk taat dan patuh kepada Rasul-Nya, dengan apa
yang bersumber dari Rasul, pada hakikalnya adalah dari Allah, sebab
Rasul tidak akan berbicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyu.

D. Paradigma Ushul Figh Menurut Muhammad Syahrur

Syahrur adalah tokoh pembaharu yang benar-benar punya konsep
ushul figh baru dengan paradigma baru. Teori hudud vang dikemukakan
Syahrur berdasarkan paradigma barunya yaitu paradigma historis-ilmiah,
sedangkan ushul figh klasik berparadigma literalistik {tekstual).

Banyak kalangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan
Syahrul itu merupakan terobosan yang sangat amat berani, karens
mampu membuat sebuah hal baru dengan meninggalkan sesuatu
yvang sudah diangsap final selama ini. Paradigma historis-ilmich
yang diusulkan Syahrur menurut sebugian kalangan dari pemerhati
hukum Islam memiliki posisi dan peran yang amat vital di masa
modern ini. Paradigma ini sangat membantu menjadikan hukum
Istam lebih dinamis dan relevan dengan kondisi kekinian. Di samping
ity, paradigma historis-ilmiah ini mampu melahirkan perubahan-
perubahan revolusioner atas konsepsi-konsepsi ushul figh klasik.
Hal ini sebagaimana tergambar dalam uraian berikutini.

Dari aspek ontologi, wilayah kajian ilmu ushul figh tradisional
adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum atau dalil-dalil
sama’i (wahyu) vang meliputi nash al-Quran, hadis mutowatir dan ijma’.
Berdasarkan pemahaman tersebut, para pakar ushul figh sering menyebut
kaidah-kaidah dengan dalil spara” kulli, seperti giyas dan kehujjahannya,
batasan-batasan “am, amr (perintah) dan indikatornya, kaidah tentang
larangan (nahi), mutleg, {ma’ sarih dan jma’sukuti. Dengan berpijak
pada paradigma baru tersebut, Syahrur melakukan pemaknaan ulang
atas beberapa dalil syara’ kull, seperti ayat muhhamat, hadis, ijma’, giyus,
ijtihad dan juga mujtahid.

Dari aspek epistemologi, Syahrur menawarkan epistemologi baru
dalam bidang ushul figh, yaitu sumber pengetahuan dalam ilmu ushul
figh adalah akal, realitas (kemanusiaan dan kealaman), dan teks. Ini
dapat dimaklumi, karena Syahrur selain seorang muslim yang mengakui
kewahyuan al-Qur’an, ia juga seorang insinyur vang setiap hari bergelut
dengan dunia empiris kealaman. Syahrur ingin menegaskan bahwa
dalam ilmu ushul figh segalanya rasional. Pandangannya tentang akal
sebagai sumber pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran
epistemolozinya bahwa akal manusia mampu memberikan pengetahuan.

Selainakal penggunaanrealitas(kemanusiaandankealaman)sebagai
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sumber pengetahuan dalam ilmu ushul figh oleh Syahrur juga terlihat
dalam pemikirannya tentang keniscayaan penzounaan ilmu pengetahuan
modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan dilibatkannya semua
ilmwan dalam proses ijtihad. Maksudoya ilmu ushul figh bagi Syahrur
tidak boleh mengesampingkan prestasi-prestasi keilmuan modern, baik
dalam gugusan ilmu-ilmu kealaman, maupun ilmu-ilmu kemanusiaan.

Sedangkan pandangan Syahrur tentang teks schagai sumber
pengetahuan, lergambar pada konsepsinya tentang ayal-ayat muhkamat
sebagai sumber hukum. Svahrur mendefinisikan avat-avat muhkamat
sebagal bagian dari al-Kitab vang berupa sekumpulan hukum yang
datang kepada Nabi Muhammad yang berisikan kaidah perilaku
manusia (berkaitan dengan persoalan halal-haram], baik berupa ibadah,
mu'amalah, maupun akhlak.

Teks yang dipahami Svahrur berbeda dengan ulama terdahuly,
seperti al-Syafi'i, al-Ghazali dan al-Syatibi. Menurut ulama terdahulu,
teks itu meliputi al-Qurian, hadis dan fjma’, yang bisa dijadikan sebagai
sumber pengetahuan, Adapun menurut Syahrur, hanya al-Qur an sajalah
yang dapat disebut teks. Apa vang di luar al-Qur’an hanya merupakan
hasil interpretasi atas al-Qur'an, schingga tidak layak untuk dijadikan
sebagai sumber pengetahuan.

Kemudian dari segi aksiologi, Syahrur tidak menafikan aksiolegi
ushul figh lama, vaitu pencrapan kaidah-kaidah dan teori-teori atas
dalil-dalil terperinci untuk mendapatkan hukum-hukum syari'at yang
ditunjukkannya, dalam rangka litahgigl masalih al-nas (mewujudkan
kemashlahatan manusia), baik di dunia maupun di akhirat. Namun
Syahrur memberikan penekanan yang lebih besar pada pentingnya upaya
mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia. Hal ini dilakukannya,
karena ia melihat bahwa aspek keduniawian inilah yang selama ini
terabaikan. Syahrur mengubah orientasi ilmu ushul figh dari yang semula
terlalu berat pada aspek teosentris (nilai-nilai ke-Tuhanan) menjadi
lebih memperhatikan aspek antroposentris [nilai-nilai kemanusiaan
dan kealaman). Oleh karena itu, Syahrur melakukan redefinisi hukum
dari yang semula hukum Tuhan menjadi hukum buatan manusia yang
mengindahkan batas-batas yang telah diberikan Tuhan untuk manusia
Jadi substansi hukum Islam yang semula adalah nash (teks) diubah
menjadi ijtihad.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa Syahrur melihat al-
Qurian adalah satu-satunya sumber pengetahuan (termasuk sumber
hukum), sedangkan di luarnva [termasuk hadis] hanyva merupakan
interpretasi dari teks (al-Quran). Ini artinya Syvahrur ingin menegaskan
bahwa al-Qur’an adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan, sedangkan
hadis bukan wahyu, melainkan ijtihad Nabi Muhammad terhadap al-
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Qur'an. Karena itu, dalam konteks kekinian, ada kemungkinan besar
hahwa apa yang diinterpretasikan oleh Nabi Muhammad ketika itu
sangat terpengaruh dengan sosio-politik dan sosio-lultur masyarakat
Arab waktu itu, sehingga kita tidak boleh terpaku dengan penilaian
hahwa sunnzah adalah harga mati dalam penafsiran suatu ayat al-Qurian.
Malah penulis memahami bahwa Syahrur ingin keluar dari hadis dalam
memahami al-Qur'an dan lebih menitikberatkan pada pendekatan tiga
sumber pengetahuan seperti disebut di atas, yaitu akal, realitas manusia
dan alam, serta teks (nash al-Qur'an). Jadi hukum Islam dalam pandangan
Syahrur adalah hasil dialektika antara akal, realitas manusia dan alam,
serta hudiid Allah dalam al-Qur’an.

E. Kedudukan Hadis sebagai Dalil Syara’ menurut Muhammad
Syahrur

Perubahan paradigma ilmu ushul figh yang ditawarkan oleh Syahrug,
mengharuskan untuk dilakukannya perumuvsan ulang (redefinisi)
terhadap beberapa teori lama, salah satunya adalah hadis. Karena
itu, memahami pemikiran hadis yang ditawarkan Syahrur tidak bisa
berangkat dari paradigma lama, tetapi harus berpijak pada paradigma
baru yang ditawarkannya. Sebab memahami pemikiran Syahrur dengan
paradigma lama hanya akan menghasilkan kesimpulan yang salah.

Dalam bukunya yang berjudul "Al-Kitab wa ol-Qurian: Qira'ah
Mu'ashirah dan Nuhw Ushul Jadidah Ii al-Figh al-Islami (Metodolagi Figih
Islam Kontemporer), Syahrur menggunakan istilah sunnah (bukan hadis).
la menjelaskan bahwa sunnah secara etimologis berasal dari kata sanna,
yang berarti kemudahan, aliran yang mudah, seperti dikatakan ma’un
masnun {air yang dialirkan); air itu mengalir dengan mudah. Ini persis
seperti yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat-ayat hukum secara
mudah dengan bergerak dalam batas-batas Allah (fivdud), dan kadang
berhenti di atas batasan-batasan itu dalam menghadapi dunia nyata
yang nisbi {relatif). Adapun secara terminologis, Syahrur mendefinisikan
sunnah adalah metodologi penerapan hukum-hukum atau al-Kitab
dengan mudah dan ringan tanpa keluar dari batasan-batasan Allah dalam
persoalan hudud atau pembuatan batasan-batasan adat lokal dalam
persoalan-persoalan non-hudud dengan mempertimbangkan realitas
nyata (wakty, tempat, dan syarat-syarat objektif yang mana hukum-
hukum akan diterapkan di dalamnya).

Pengertian hadis di atas, dipahami Syahrur secara umum, bukan saja
dalam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga ijtihad umat pada suaru masa
tertentu dan di tempat tertentu. Adapun hadis dalam pengertian sempit,
menurutSyahruradalahijtihad Nabidalammenerapkan hukum-hukumal-
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Kitabyang berupa hudud, ibadah, dan akhlak, dengan mempertimbangkan
realitas objektif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan
kadang berhenti di batas-batas ity, dan menciptakan batas-batas lokal-
temporal bagi persoalan-persoalan vang belum hadir dalam al-Kitah.

Berdasarkan pemahaman tentang hadis Nabi ini, Syahrur kemudian
menilai bahwa Rasul adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam
mutlak menjadi Islam nishi. Oleh karena itu, Rasul tidaklah ma’shum
(terbebas dari kesalahan). Syahrur membatasi ke-ma’shum-an Nahi hanya
pada dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan afl-zikr pada umatnya,
yaitu bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi al-Kitab. Kedua, dalam hal
jatuh pada barang haram. Hanya pada dua hal inilah Nabi benar-benar
terjaga darl kesalahan. Oleh karena itu, ijtihad Rasul terhadap avai-avat
hukum tidaklah ma'shum. Tjtihad Rasul hanya benar untuk masanya
(abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). Ijtihad Rasul belum
tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum tentu cocok untuk
masyarakat lain.

Menurut Syahrur, konsepsi baru tentang ke-mu'simm-an Nabi ini
mengakibatkan perubahan pada konsepsi tentang ketaatan kepada Nabi.
Dalam persealan ritual dan akhlak, kita menaati Nabi secara muttasil
(bersambung), sedangkan dalam persoalan tasyri’, kita menaatinya
secara munfasil (terpisah). Ketaatan jenis pertama persis seperti
ketaatan terhadap Allah, tidak pernah putus, berlaku sepanjang masa,
baik ketika Nabi hidup maupun sesudah wafatnya. Ketaatan jenis ini
hanya berlaku dalam persoalan akhlak dan ritual-ritual seperti shalat,
puasa, zakat dan haji. Adapun ketaatan jenis kKedua (munfasil) adalah
ketaatan terhadap Rasul yang terpisah dari ketaatan techadap Allsh.
Ketaatan jenis ini berbeda antara ketika Nabi masih hidup dengan setelah
wafatnya. Ketika Nabi masih hidup, manusia menaatinya secara muttosil,
sedangkan setelah meninggalnya, manusia menaatinya secara manhaji
{metodologis). Maksudnya kita hanya menaali metode ijtibadnya saja,
hukan hasil ijtihadnya.

Konsepsi hadis vang ditawarkan Syahrur ini tidak akan mengubah
cara shalat, puasa, zakat dan haji. Karena kensepsi baru ini mengganggap
semua ibadah mahdheh itu sebagai persoalan towatur fifi vang
merupakan konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan
risalah yang dibawanya. Dengan demikian, konsepsi baru hadis ini hanya
akan berpengaruh pada persoalan-persoalan non-ibadah mandhah,
seperti mu'amalah, politik, dan pidana [slam yang memang merupakan
titik lemah hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena
nash (teks) sudah tidak lagi turun, sementara perscalan baru yang
harus dijawab oleh nash (teks) setiap saat muncul dan terus hertambah,
sehingga tidak ada cara yang bisa dilakukan kecuali kita mau melakukan
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terobosan kreatif berkaitan dengan hubungan antara nash (teks) dan
realitas.

Dalam pandangan Syahrur, hadis Nabi itu terbagi dua, yaitu sunnah
risalah (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran) dan sunnah nubuwwal
{herisiilmu pengetahuanatau informasi). Kita hanya wajib menaati sunnah
risalah, bukan sunnah nubuwwah, karena sunnah risglah merupakan
ijtiliad aplikatif kondisional Nabi, sementara sunnuh nubuwwah adalah
ijtihad informatif kondisional. ljitihad informatif kondisional berbentuk
produk pengetahuan yang nisbi, sehingga tidak perlu ditaati, karena
pengetahuan akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman.

Paparan terhadap pandangan Syahrur di atas memberikan gambaran
bahwa ia belul-betul membuat definisi baru tentang hadis yang jauh
berbeda dengan apa vang dipahami selama ini. Hadis dalam pandangan
salaf adalah semua vang disandarkan kepada Nabi; baik perkataan,
perbuatan maupun penetapannya, yang sebahagiannya it (mutawatir)
mempunyai kedudukan sama dengan al-Qur’an sebagai sumber hukum,
vang berlaku untuk setiap zaman dan tempat di mana saja di muka bumi
ini. Sedangkan Syahrur memiliki definisi sendiri tentang hadis, yaitu
fitihad Nabi vang kedudukannya tidak setingkat dengan al-Quran, dan
bukanlah sama sekali sebagai wahyu, yang hanya berlaku untuk zamannya
dan di lingkungannya Semenanjung Arabia saja.

Hal ini sebagaimana pernyataan Syahrur bahwa perkataan Nabi,
pemikiran, dan tindakannya dalam perscalan non-hudud, non-ibadah,
dan non-ghaib, semua masalah tersebut adalah ijtihad Nabi sendiri,
bukan wahyi. Dalam hal ini, Syahrur mengajukan beberapa argumen;
pertama, al-Qur an surah an-Najm ayat 4-3 yaitu wa ma yantigu ‘amil hawa
in huwa illa wahyvu yuha, vang biasanva digunakan sebagai dalil bahwa
semua yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu, bukanlah merujuk pada
perkataan Nabi, melainkan pada al-Qur'an. Menurut Syahrur, kata ganti
‘va' pada kala yanthigu dalam ayat tersebut tidak merujuk kepada Nabi,
tetapi pada al-Qur'an. Kedug, ayat tersebut turun di Makkah, di mana
orang Arab banyak meragukan kebenaran al-Quran sebagal barang
baru, bukan meragukan kebenaran perkaraan Nabi. Dengan demikian,
al-Qur’an surah an-Najm ayat 4-3 itu tidak berkaitan dengan perkataan
Nabi, tetapi berkaitan dengan kebenaran al-Qur’an sebagai wahyu. Sebab
sajak sebelum menerima wahyu, Muhammad sudah dikenal sebagai orang
vang jujur, sehingga ayal lersebul merupakan jawaban atas keraguan
orang Makkah akan kewahyuan al-Quran, bukan kejujuran perkataan
Muhammad, Ketiga, pada kenyataannya, Nabi melarang perkataan-
perkataannya dibukukan.
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Skema; Pola fikir Syahrul terhadap hadis sebagai dalil hukum
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Dari pambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Syahrur menjadikan al-
Qur an {al-Kirab) sebagai sumber hukum mutlak, hadis diposisikan sebagai
hasil interpretasi Nabi sesual realitas situasi dan kondisi masyarakat Arab
{realitas manusia dan alam) waktu itu. Hal ini sesuai dengan paradioma ushul
figh yang dibangunnya, yaitu historis-ilmiah, dimana menurut Syahrur hanya
ada tiga sumber pengetahuan; akal, realitas manusia dan alam, serta teks (nash
al-Qur’an). Dalam hal ini, hadis merupakan sebuah realitas manusia dan alam
di masa MNabi, sedangkan untuk konteks kekininan kita memiliki realitas
sendiri sesuai Jengan kondisi kemanusian dan kealaman kita sekarang ini.

Apa vang dikemukakan oleh Svahrul di atas jauh berbeda dengan
pandangan fugaha mazhab vang sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya
dengan hadis. Hadis hukan saja berfunasi menjelaskan hukum-hukom dalam
al-Qurian, tetapi jupa dapat berfungsi sebagai bavam tasyri{dalil vang
mandirt) yang berdiri sendiri dalam penetzpan hukum syara’, bahkan dapat
juga berfungsi sabagai bayan nasakh (penghapus) terhadap al-Qur'an. I
artinya bahwa dalam pandangan fugaha mazhab kedudukan hadis seolah-olah
lebih kuat dibandingkan dengan al-Qur an, karena ia dapat menszhapus hukum
dalam al-Qur’an dan tidak sebaliknya. Kenapa dikatakan demikian, karena
tidak ada contoh kasus al-Cur’an menghapus hukum dalam hadis, sehingga
Nabi harus mengeluarkan hadis lain untuk membatatkan hadis pertama. Yang
ada adalah hadis menghapus hukwmn dalam al-Qur’an, seperti dalam kasus
wasiat kepada ahli waris vang terkandung dalam surah al-Bagarah ayat 180
menurut sebahagian ulama telah dinasakh hukumnya dengan datangnya hadis
St iy W (tidak ada wasiat bagi ahli waris).
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F. Penutup

Para ahli hadis berpendapat hahwa fungsi hadis adalah sebagai
penjelas yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang muthiag,
mengkhususkan yang umum (‘om) dan menetapkan hukum-hukum
yang belum jelas secara cksplisit dalam al-Qurian. Fungsi hadis dalam
pandangan fuqaha sama dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan
ahli hadis. Para fugaha sendiri (khususnya imam mazhah) schenarnya
juza para ahli hadis. Secara umum mereka menetapkan ada empat fungsi
hadis terhadap al-Qur'an, yaitu (1) memperkuat atau menegaskan hukum
yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an (bayan ta'kid), (2) memperjelas
setiap ayat al-Qur’an yang belum jelas maksud dan tujuannya (bayan
tafsir), (3) menghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam
al-Qur'an (buyan nasakh ftabdil), dan (4) menetapkan hukum baru yang
tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an {(bayan tasyri’).

Dari keempat fungsi hadis terhadap al-Qur'an yaitu havan ra'kid,
bayan tafsin, bayan nasekh/tabdil dan bayen tasyri, dua di antaranya
(bayan ta’kidan bayan tafsir) disepakati oleh para ulama tentang
keabsahannya, namun fungsi hadis schagai bayan nasaka/tabdil dan
ziyadah (bayan tasyri’) masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan
para ulama. Adapun dalam masalah hadis berdiri sendivi (bayan tagyri’),
ulama yang mengatakan hadis dapat berfungsi sebagai zivadali hagi
yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, dengan alasan bahwa Allah telah
memerintahkan untuk taat dan patuh kepada Rasul-Nya, dengan apa
yang hersumber dari Rasul, pada hakikatnya adalah dari Allah, sebab
Rasul tidak akan berhicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyn.

Muhammad Syahrur mengajukan konsep ushul figh baru dengan
paradigma baru. Teori hudud yang dikemukakannya berdasarkan
paradigma barunya yaitu paradigma historis-ilmiah, sedangkan ushul
figh klasik herparadigma literalistik (tekstual). Perubahan paradigma
ilmu ushul figh yang ditawarkan oleh Syahrur, mengharuskan untuk
dilakukannya perumusan ulang (redefinisi) terhadap beberapa teori
lama, salah satunya adalah hadis. Karena ity, untuk memahami pemikiran
hadis yang ditawarkan Syahrur tidak bisa berangkat dari paradigma
lama, tetapi harus berpijak pada paradigma baru yang ditawarkannya.
Sebab memahami pemikiran Syahrur dengan paradigma lama hanya
akan menghasilkan kesimpulan vang salah.

Syahrur menjelaskan bahwa sunnah secara ctimologis berasal
dari kata sanna, yang berarti kemudahan, aliran yang mudah, seperti
dikatakan ma'un masnun (air yang dialirkan); air itu mengalir dengan
mudah. Ini persis seperli yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat-ayat
hulum secara mudah dengan bergerak dalam hatas-hatas Allah (hudud),
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dan kadang berhienti di atas batasan-batasan itu dalam menghadapi
dunia nyata yang nisbi (relatif}. Adapun secara terminologis, Syahrur
mendefinisikan sunnah adalah metodologi penerapan hukum-hukum
atau al-Kitab dengan mudah dan ringan tanpa keluar dari hatasan-batasan
Allzh dalam persealan hudud atau pembuatan batasan-batasan adat lokal
dalam persoalan-persoalan non-hudud dengan mempertimbangkan
realitas nyata (waktu, tempat, dan syarat-syarat objektif yang mana
hukum-hukum akan diterapkan di dalamnya).

Pengertian hadis di atas, dipahami Syahrur secara winum, bukan saja
dalam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga ijtihad umat pada suatu masa
tertentu dan di tempat tertentu. Adapun hadis dalam pengertian sempit,
menurut Syahruradalahijtihad Nabidalam menerapkan hukum-hukumal-
Kitab yang berupa hudud, ibadah, dan akhlak, dengan mempertimbangkan
realitas objektif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan
kadang berhenti di batas-batas itu, dan menciptakan batas-batas lokal-
temporal bagi persoalan-persealan yvans belum hadir dalam al-Kitab.

Derdasarkan pemahaman tentang hadis Nabi ini, Syahrur kemudian
menilat bahwa Rasul adalah seorang mujtahid yang mengubah [slam
mutlak menjadi Islam nisbi. Oleh karena itu, Rasul tidaklah ma'shum
(terbebas dari kesalahan). Syahrur membatasi ke-ma'shum-an Nabi hanya
pada dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan al-zikr pada umatnya,
yaitu bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi gl-Kitab. Kedua, dalam hal
jatuh pada barang haram. Hanya pada dua hal inilah Nabi benar-benar
terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, ijtihad Rasul terhadap ayvat-ayat
hukum tidaklah mea'shum. ljtihad Rasul hanya benar untuk masanya
{abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). ljtihad Rasul belum
tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum tentu cocok untuk
masyarakat lain.

Konsepsi hadis vang ditawarkan Syahrur ini tidak akan mengubah
cara shalat, puasa, zakat dan haji. Karena konsepsi baru ini mengganggap
semuaibadah mahdah itu scbagai persoalan tawatur fi'li vang merupakan
konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan risalah
yang dihawanya. Dengan demikian, konsepsi baru hadis ini hanya akan
berpengaruh pada perscalan-persoalan non-ibadah mafhdeh, seperti
mu'amalah, pelitik, dan pidanaIslam yang memang merupakan titiklemah
hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. 0leh karena nash (teks)
sudah tidak lagi turun, sementara persoalan baru yang harus dijawab oleh
nash [teks) setiap saat muncul dan terus bertambah, sehingga tidak ada
cara yang bisa dilakukan kecuali kita mau melakukan terobosan kreatif
herkaitan dengan hubungan antara nash (teks) dan realitas.

Dalam pandangan Syahrur, hadis Nabi itu terbagi dua, yaitu sunnah
risalaf (berisi hukum-hukum dan ajaran-gjaran) dan sunnair nubuwwok
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(berisiilmupengetahuanatauinformasi). Kita hanyawajib menaatisunnah
risalah, hukan sunnah nubuwwah, karena sunnah risalah merupakan
ijtihad aplikatif kondisional Nabi, sementara sunnah nubuvnvah adalah
ijtihad informatif kondisional. Ijtihad informatif kondisional berbentuk
produk pengetahuan yang nisbi, sehingga tidak perlu ditaati, karena
pengetahuan akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman.

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Syahrur menjadikan
al-Qurian {al-Kitub) sebazai sumber hukum mutlak, hadis diposisikan
schagal hasil interpretasi Nabi sesuai realitas situasi dan kondisi
masyarakat Arab (realitas manusia dan alam) waktu itu. Berbeda dengan
fugaha mazhab vang sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya
dengan hadis. Hadis bukan saja berfungsi menjelaskan hukum-hukum
dalam al-Qur'an, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bayan tasyri{dalil
vang mandiri} yang berdiri sendiri dalam penefapan hukum syara,
bahkan dapat juga berfungsi sabagai bayan nasakh {(penghapus) terhadap
al-Qurian.
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IMPLEMENTASI SYARI'AH DI ACEH
DALAM PERGUMULAN SIVAST

O Hasanuddin Yousuf Adan, MCL., MA

A. Pendahuluan

Implementasi syari'ah secara kaffah di Aceh sudah sah dan resmi
mengikut ketentuan ncgara Republik Indonesia yang dilambangkan
dengan kekuatan hukum mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama,
pendidikan, adat budaya dan peran ulama dalam penctapan kebijakan
daerah di Aceh.! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otomomi Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai
Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh yang dikenal dengan UUPAL

Dengan demikian tiada siapapun dari gelongan manapun yang bisa
melarang, menghambat dan menghalangi pelaksanaan syari'at Islam
di Aceh dalam bentuk dan kegiatan apapun. Malah dari sudut pandang
agama ia merupakan sebuah kewajiban yang waijib dilaksanakan oleh
seluruh umat Islam. Firman Allah Swt. dalam al-Jatsiyah ayat 18:

1 Lihai Updang-Undsng Fepeblik Indonesia Nomor 44 Tehua 1599 tenteng Penyelenggarasn
Keistimewasn Propinsi Daecsh Tstimewa Aceh Pasal 2 dan 3.
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Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau {wahai Muhammad don
utuskan engkau) menjalankan satu Svari'at (yvang cukup lengkap)
dart hukum-hukum agama; maka ikutileh Syari‘atitu, dan janganiah

engkau mengikuti rawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui
{perkara yang benur).

Di zaman lampauy, implementasi syari'at Islam di Aceh telah berjalan
dengan baik, hukuman tetap dijalankan terhadap pelaku kejahatan
walaupun yvang herbuat salah itu keluarga raja. Sehagai contoh konkrit
tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang herkenaan dengan hukum hudad
dalam kerajaan Aceh Darussalam zdalah apa yang terjadi pada masa
Sultan Alaiddin Riayat Syah I Al-Qahhar vang telah melakukan hukum
gishash terhadap puteranya sendiri Abangnya ditangkap karena zalim,
membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku
dalam kerajaan.’ Contoh konkrit lainnya adalah; ketika Sultan Iskandar
Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman
terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota
keluarganya. Hukuman rajam terhadap Meurah Pupék sebagail putra
mahkota dan anak kandung Tskandar Muda menjadi bukti dalam sejarah
betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulwe?

Bukti konkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh
mengamalkan Syari‘at Islam adalah; ketika Teungku Syhik di Tiro
Muhammad Saman disurati dan diminta turin gunung untuk tidak
berperang lagi oleh penjajah Belanda, tabun 1885 beliau membalas surat
denzan perkiraan bunyinya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belanda
masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari
gunung dan menghentikan perang suci di jalan Allah, kita akan hidup
berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sama.
Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Belanda dan menjadi
bukti bagaimana tingeinya komitmen Islam bagi bangsa Aceh.

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud
Reureu-éh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda
bersama bangsa Aceh dalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah

2 Untk ketermpiirnasn kieah teschun stlatan Baca Acbizsimy. [eonder Muds Mevkura Afzm,
(Jekana: Bulan Binteng, 1%73), b 100-501,
3 jpid b IDI-102

4 Untuk mjukan konkeit silakan haca; [LC fentzeaaff, deeh, (Jakarta Beuna 19830 h 29-30_ Lihat
juga Ibeshim Alfian Perang o Jalan Allak, (Jakens Pustaka Siner Herzpan, FOET) B, 1335,
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menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama
Rl tersebut berjanji dengan sumpahnya; wallah, balleh, talleh ingin
mewnjudkan Syari'at Islam di Indonesia ketika merdeka nanti, kKhususnya
Syari‘at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama
beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewar
Gerakan DIJTH yang disifatkannya scbagai rezim Republik Indonesia
Komunis (RIK}. Semua itu dilakukan demi tegaknya Syari'at Islam di Aceh
yang penghuninya memang komit terhadap Islam.

Syari‘atIslam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama
dan dengan kepemimpinan lumayan banyake Mulai dari pengisytiharan
Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughavyatsyal, kepemimpinan
Sultan al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, Perjuangan Teungku Syhik Ditiro
Muhammad Saman, Teunghku Muhammad Dawud Beurcu-eh sampai
kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdui Jalil
di Bayu, Perjuanpan demi perjuanpgan vang mereka lakukan semuanya
tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh dan meng-
Acehkan Syari'at Islam.

Implementasi syari'at Islam di Acch terus berjalan dan bertarung
dari zaman ke zaman dalam bingkai dan pergumulan siyasi. Ketika Aceh
dijajah Portugis, syari’at Islam menjadi pemicu keyakinan perlawanan
bangsa Aceh terhadap penjajah kafir sehingga muncul nama Laksamana
Malahayati, Pocut Baren, Cut Meurah Inseuen dan lainnya. Ketika Aceh
dijajah oleh Belanda, perlawanan bangsa Aceh terhadap kafir Belanda
juga didominasi oleh semangat Islam yang membara, sehingpga muncul
nama-nama pejuang Aceh seperti Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman,
Tgk Muhammad Amin, Teuku Umar, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut
Meutia dan lainnya. Ketika Aceh dijajah bangsa Jepang peran ulama dayah
seperti Tuk Abdul Jalil Bayu muncul dalam mempertahankan [slam dan
syari‘at Islam di bumi Aceh tercinta.

Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa
Aceh menaruh banyak harapan pada para pemimpin Indonesia yang
dikomandoi oleh Sockarno. Namun apa yang terjadi adalah syari'at Islam
kembali dipreteli dan tidak mau dijalankan semestinya sebagaimana
Soekarno berjanji di hadapan Tek Muhammad Dawud Beureu-én dahulu,
Maka muncullah perlawanan luarbiasa dari Aceh dan beberapa daerah
lain seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan wilayah-
wilayah lainnya dalam gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/
Tii). =

Pada masa itu Sockarno berpidato di Amuntai Kalimantan dan
menyatakan bahwa tidak mungkin Indonesia menjalankan syari'at
Islam karena sayane grang-orangs Kristen Jdi Menado, di Irian Jaya dan
kasihan orang-orang Hindu di Bali. Pernyataan serupa diucapkannya
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juga di kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta sehingga
nzmpak jelaslah bahwa syari'at Islam di negeri ini dijadikan komoditas
politik baik bagi bangsa sendiri maupun untuk kepentingan bangsa lain
di luar negeri.’ Padahal waktu itu persentase non Muslim hanya 10 % dan
umat Islam Y0 Y%. Dalam ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk
dijadikan atau minimal diberlakukan hukum Islam dalam komunitas
seumpama itu.

Persumulan politik dalam menegakkan syari‘at Islam di Aceh
semakin nampak ketika perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
densan pemerintah Republik Indonesia (RI) berkecamuk dengan
dahsyatnya dalam era tahun 1998 sampai tahun 2004.° Pada masa itu
terjadi tarik menarik kekuasaan di Aceh antara pihak GAM dengan Rl
GAM berkehendak untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia sementara
Indonesia ingin tetap menjadikan Aceh sebagai bahagian yang tak
terpisahkan dari wilayah Indonesia.

Dalam kondisi tarik menarik seperti itulah muncul pihak ketiga
menawarkan konsep syari'at Islam untuk Aceh. Kensep tersebut segera
disambut RI yang sedang kepayahan menghadapi GAM, akhirnya Rl
mempermainkan syari‘at Islam Aceh sebagai perisai untuk menundukkan
GAM, paling kurang untuk menjinakkan GAM dengan label agama.
Walaupun GAM sendiri tidak menarik dengan tawaran tersebut karena ia
tetap menuntut merdeka dari Indonesia.

Pergumulan panjang antara GAM denpgan Ri kemudian berakhir
dengan hasil otonomi khusus untuk Aceh yang di dalamnya diberlakukan
syari‘at Islam untuk Aceh sebagai salah satu keistimewaan dalam bidang
agama.” Apa yang dirasakan ummat Islam Aceh hari ini setelah kKonflik
dahsyat anara GAM dengan Rl itu berakhir dan Aceh diperintahkan
olell mantan kombatan GAM adalah; svari'at Islam di Aceh masih
dijadikan kemoditas politik para pelaku politik yang mempermainkan
slogan Islam ketika menjelang pemilu untuk merath suara rakyat guna
memenangkan partainya masing-masing. Secara sengaja dan transparan
mengenyampinzkan syari'ah karena mengikuti tuntutan non muslim dari
helahan barat dunia raya ini dengan slogan: tidak mungkin kita jalankan
syari'ah di Aceh, nanti tidak masuk investor asing ke Aceh, atau nanti
tidak dibantu oleh Uni Erapa dan PBB.

Belumadakeseriusan para penguasa Acehhariiniuntuk menjalankan

3 Meliar Meer, Partod frfam o Penpas Nasfonal, {Takarie Grafit, 1987, ho 264

& GAM didinkan Hesen Tiro pada tanggal 4 Seplember 1976 fang diumuimkan di Gle Halfmaa Tire,
hetika golombang reformesi muncul i Indonesia samenjalk tahon 1998 GAM mals ekeie dan berkiprah
datam Lemequart yang sangat luar hizsa echinega ada Labupaten 4i Acch yang kanor pemenmighannys
Tempuh totad karena difuses oleh GAM .

7 Dengan Undang-Undsng Republih Indenesia Nomwr ¢4 Tahun 1999 Aceh mendapatban
hetlumewaan daii Tndonesia dalam bidang aszma, hidane pendidiian, bidans adat budava dan bidang
peraa ulama d2lym pemerintahan di Aceh
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syari'at {slam sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan
ganun yang sudah ada. Mereka secara bersahaja baik langsung atau tidak
langsung mennlak disahkannya ganun jinayah dan acara jinayah sebagai
komponen-komponen pelengkap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh.
Maka jadilah syari'at Islam Aceh terjepit oleh pergumulan politik di Aceh
yang dilakukan oleh orang-orang Aceh sendiri.

Berbicara tentang pemerintahan Islam berarti kita berbicara
persoalan akidah dan ideologi. Konsep Isiam sangat jelas tentang
kedudukan negara dan pemerintahannya dan sangat berlawanan dengan
konsep negara schuler yang dipraktikkan orang-orang yang mencampur
haduk antara hag dengan bathil. Dalam [slam kedaulatan dan hukum
hanya milik Allah semata-mata serta hakim teitinggi hanyalah Allah Swt.®
Dalam hal ini manusia hanya diamanahkan untuk menjalankan saja semua
ketentuan dan ajaran yang telah sedia ada dari al-Qur'an yang mulia.

Sebagal penerus dan pengontrol ketentuan tersebut Allah Swt
mengutuskan Muhammad bin Abdullah untuk menjelaskan serta
mempraktikkan semua ketentuan-ketentuan tersebut kepada umatnya
Itulah yang dikatakan kehadiran hadis Nabi berfungsi sebagai pemberi
penjelasan terhadap isi al-Qur'an itu sendiri di mana terdapat keterangan
yangtidak menyeluruhatau kurangdifahami. Lalu kedudukan Muhammad
dalam konteks ini merupakan jenjang operasional pertama terhadap
struktur dan sistem pemerintahan secara keseluruhan dalam Islam.

Karena Allah telah memerintahkan kita untuk berhakim kepadaNya
dalam segala urusan maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim
untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan Islam yang hukum dan
ketentuan Islam sepenuhnya berlaku di sana. Setiap individu dengan
hebas dapat melakukan kegiatan Islam tanpa ada hambatan dan cabaran
dari mana-mana pihak Selain itu setiap individu dengan aman dapat
melaksanakan ibadah-ibadah formil seperti salat, puasa, naik haji dan
sebagainya.’

Islam memiliki sistem  pemerintahan  sendiri, maka sistem
pemerintahan nasionalisme schagaimana yang dipraktikkan kebanyakan
negara-negara mayoritas Muslim hari ini sangat bertentangan dengan
prinsip Islam. Sistem nasionalisme yang mengapungkan kebangsaan di
atas segala-gala yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam
yaitu prinsip yang menciptakan persamaan kedudukan manusia.'® Untuk

B Lihas Q5. al-An'sm ayet 37, Q.5 Yusuf eyl 30 den 67, Libal juze Ralun Siddiugur, Srapes of
Ixlamiz Bevoluiion, (Londsn. The Cpea Press, 1995), b 75, Mohanimad Hashim Kamall, The Pronciple
of Tefamie Jurisprudence, {Kuata Lempur Pelanduk Publication, 1994, b 8-9; Warir Akhwar; Economic
it Telmaio L, (New Dethi: Kiah Bhavan, 1592}, h 23, Haandddin Yool Adas, ~Stazsh dan Xonsepsi
Syura”, dalam felam, Perietnng, minzeu permama, Sepiember 1990, h. &,

9 Abdul Qedir Avdsh, Haria gon Femeritrohan dofam fsfps, (Al behasa, Hayi Salahuddin

Aldullah), TRuala Lumpur, Pustaka Antara, tth ) b 151
10N chammad Aead Sefuah KNaojion Tentane Sistem Pemerinatian Jrlam, (Kusls Lumpur Thinkers
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itu sangatlah disayangkan kalau banyak negara yang diduduki umat Islam
tidak berlaku sistem Islam secara penuh dan sempurna.

Denpan demikian pelaksanaan syari'at islam di Aceh bukanlah
sekedar implementasi sebuah hukumatau undang-undang yang mengatur
dan berkepentingan untuk keperluan rakyat dalam sebuah negara saja di
dunia ini. ia memegang peran penting dalam mewujudkan sebuah negara
adil, berwibawa, dan dapat mensejahterakan umat baik di dunia maupun
di akhirat kelak Dengan demikian penerapan syari‘at Islam di Acch tidak
dapat dipisahkan dengan pengurusan negara sebagaimana yang sudah
pernah dijalankan Rasuluilah Saw. zaman dahulu.

Namun apa yang kita sayangkan untuk Aceh hari ini dengan
kelengkapan undang-undang RI untuk pelaksanaan syari'at Islam di
Aceh, namun syari'ah belum juga tepgak di Aceh sebagaimana mestinya.
Hal ini sangat berpengaruh oleh prilaku para politikus yang menguasai
pemerintahan Acel ditambah dengan sikap apatis yang dimiliki rakyat
Acch sekarang sehingga syari'at Islam belummaksimal dijalankan sampai
sw'at ini. jadi, implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan
sivasi belum nampak kejelasan bagaimana ia akan berakhir, akankah ia
tepak denpan megah sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman nabi
dan khulafaurrasyidin atau terus terjepit aleh kejahilan dan kekejaman
para pelaku politik di Aceh sekarang ini.

B. Syari'at Islam di Aceh dalam Pergumulan Sivasi

Semenjak zaman penjajahan Belanda, Aceh sudah menjalankan
syari'at Islam dalam wilayah hukumnya, namun kebijakan politik dan
sistem hukum Belanda yang membuat pelaksanaan syari'at Islam di
Areh terganjal dan terkendala oleh rumusan politik dan hukum penjajah
Belanda tersebut. Di awal masa penjajahan, Belanda sudah memiliki dua
kepentingan; kepentingan ideologi dan kepentingan materi. Kepentingan
ideologi adalah mereka ingin menguasai Aceh yang penghuninya hampir
seratus persen muslim dengan memberlakukan hukum mereka sebagal
pengganti syari‘at Islam. Mereka berhasil karena sampai hari ini haik di
indonesia maupun di Aceh yang berlaku adalah hukum Belanda dan tidak
berlaku hukum Islam.Sementara kepentingan materi adalah; mereka
menginginkan hasil alam Aceh yang melimpah ruah dapat dikuasai dan
dapar membantu kehidupan mereka dalam waktu lama.

Beranjak dari dua kepentingan inilah maka implementasi
syari'at Islam di Aceh selalu berhadapan dan terkendala dengan politik
Hindia Belanda di zaman penjajahan yang berefek sampai kehari inl.ii
zaman penjajahan yang menghalang implementasi syari'at Islam secara
Library Sda. Bhd, th), h. 61,

L... PO LR R A s s AR D B e R 0 E bR o4 -||-|.|..|r||,.,,.,...|.,....-|.1..-||-n-|||-|-||Il|I|L||-||H|1-l!HIII“"IH"lII"H"||IH"“|".”'|‘“”""1*"‘Ii*""



TITTIF T T T TR Ry T TNy "

TEEFEEEEE IR TT I,

T T T T T I T T,

e

IMPLEMENTAS] SYARI'AH DI ACEH DALAM PERCGUMULAN STYASE 27

menyeluruh di Aceh adalah kaum Belanda sendiri karena wilayah ini
dikuasai mereka secara politis dan ideolopis. Namun efek dari penguasaan
zaman ituterus berlanjut ke zaman kini yang membuat generasi kini
belum mampu keluar dari lingkaran hukum dan ideclogi warisan Belanda.
Warisan tersebut sebetulnya langsung atau tidak langsung pernah juga
berinterval kepada penjajah Jepang selama lebih kurang tiga setengah
tahun yang kemudian tertular kepada bangsa Aceh sendiri baik secara
sadar ataupun tidak sadar.

Secara histeris, semenjak zaman kerajaan Aceh Darussalam
dahulu kala Aceh sudah mengimplementasikan syari’at Islam dalam
bermasyarakat dan bernegara.Kerajaan Aceh Darussalam merupakan
salah satu kerajaan vang berhasil mengayomi negeri berdasarkan syari'at
Istam semenjak diazaskan oleh Sultan Ali Mughayyatsyah sampai ke
puncak kemegshannya di zaman sultan Iskandar Muda Meukuta Alam.
Kenyataan yang tak dapat dibantah telah terbukti dalam perjalanan
kerajaan Acch Darussalam schingga ia mengalami kemunduran yang
sangat fatal i masa sultan Mubammad Daudsyah yang ditangkap
oleh Belanda tahun 1903, Sultan M, Dawud akhirnya meyerahkan
diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak
serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Relanda, namun
kedaulatan Aceh tidak pernah diserahkan kepada Helanda. Saat
itu, lbukota Aceh telah sepenubnya direbut Belanda. Namun
perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di
pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang
masuk dan menggantikan peran Belanda.**

Di era reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur
yvaitw; Abdullah Putel, Azwar Abu Bakar, Bamli Ridwan, Mustafa
Abubakar, Irwandi Yusuf, Tarmizi Karim, dan Zaini Abdallate Dari tujuh
orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syar'i hanya
masa Abdullah Putch.Bersama dengan kepala Dinas Syari‘at Islam Al Yasa
Abubakar, masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, peraturan-
peraturan dan instruksi-instruksi gubernur tentang pelaksanaan syari'at
Islam di Aceh*® Sementara masa Inwandi Yusul mengalami kegagalan
yang sangat fatal implementasi syari'at Islam di Aceh karena ia menolak
dan tidak mau menandatangani ganun jinayah dan acara jinayah yang
sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh {DPRA) tanggal 14
September 2009, Qanun tersebut kembali cair dan dibahas ulang ketika
Tarmizi Karim menjabat gubernur Aceh dalam beberapa bulan saja,

vihmp/fid wikipedia.org/wikiiAceh, diakses tzl 191002013
12 Wawancara dengan lbnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Acgh. Banda Aceh.
13 Oktober 2013
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setelah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dilanjurkan oleh
aubernur Zaini Abdullah. Masa ini 33 ormas Islam bersilaturrahmi dengan
gubernur meminta agar menyegerakan pengesahan Qanun Jinayah
dan Acara Jinayah, tetapi gubernur membelit-belitkan bicara dengan
utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak untuk tidak
mengesahkannya hersama DPRAS

Padahal di awal terbentuknya Dinas Syari‘at Islam, para pegawai di
kantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu
dekat dapat mendistribusikan program kerja dan berbagal bantuan
kepada masyarakat di seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da'i perbatasan,
PMMS'Y, bantuan modal usaha kepada majlis ta'lim seluruh Aceh,
membangun islamic Center di jalan Svekarnc-Hatta, karena terkendala
kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardi
Nurdin. Tahun itu juga Dinas Syari'at Islam Aceh mendistribusikan
sarana-sarana ibadah seperti ambal, sajadah, mikrofon, jam dinding
kepada masjid-masjid, meunasah-meunasah scluruh Aceh, juga melatih
camat-camat, imuem masjid, Kepala KUA kecamatan sampati tahun 2004.
UPTD Dakwah tahun 2006-2005 menangani seluruh barak pengungsi
akibat tsunami.*

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak
penguasa dari dulu hingga kini, maka sampal hari ini hukum jinayah dan
acara jinayah belum wujud, akibatnya pelaku kejahatan vang melanggar
syari'ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. lajugatidak bisadiproses
karena tidak dianggarkan biaya. Jadi setelah lemah dalam bidang repulasi,
pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran
biaya operasional untuk keperluan itn.*®

Saat ini pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh berada pada titik yang
sanpat memprihatinkan. Sudah lebih sebelas tahun ia diumumkan
tetapi pelaku maksiat, pelaku kezaliman dan pelanggaran lainnya masih
terus merajalela mulai dari ibu kota Banda Aceh sampai ke perkotaan
dan perkampungan rawan ‘agidah di kabupaten Aceh Tamiang Aceh
Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Muslim Aceh yang tidak
shalat cukup sangat banyak, mereka yang berzina, minum khamar,
membunuh dan seumpamanya tidak kurang jumlahnya, sampai kepada
para muallaf yang setelah memeluk agama Islam tidak ada yang mengajar
mereka tentang penguatan agidah, penguatan ihadah, penguatan akhlak

13 Serambi Indonesia, Rabu 20 Februari 2013,

14 PRANAS (Pershinasn Mesyaraket Mulya Sojahiers) sdalah salah satu program kerja pemerintah Aceh
wakto ine ok memberdeyaben chonmni masyakat Acel di perkampuncan

15 Wawancars denzan M. Ali Alamsyeh, mantan k2pala bidang SDM merangkap
kabag TU, dan UPTD Dakwah Dinas Syari*at Islam Acch, BandaAceh, 8 Oktober 2013,

16 Wawancara dengan Said Azher, Sekretaris Umum Pengurus Witayah Dewan
Diakwah Aceh, Banda Acch, 12 Oktober 2013,
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dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar dari
sentuban ilmu pengetahuan Islam,

Walaubagaimanapun, implementasi svari’at Islam di Aceh hari
ini terpesona oleh sepak terjang dan iklim politik yang dimainkan para
pemain politik haik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan
birokrat.Sudah lebih tiga belas tahun Aceh berlaku syari'at Islam tetapi
belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa 11 tahun itu
sudah cukup lumayan berhasil bagi scscorang yang menanam sesuatu
pohion dalam kehidupannya, ia sudah dapat memetik hasilnya yang
memuaskan. Tetapl untuk syari'at Islam di Aceh sudah 11 tahun berjalan
belum juga dapat diandalkan.

Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan;
renapa terjadi begitu?, Maka minimal jawabannya ada dua sisi, sisi
perangkat keras (hardware) dan sisi perangkat lunak (software). Sisi
perangkat lunak yang kita maksudkan di sini adalah perumusan dan
pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh pihak DPRA sehingga
Aceh memiliki pegangan dan pedoman datam menjalankan syari’at Islam
di wilayahnya Sementara menyvanskut dengan perangkat keras adalah
ada dan siap bagi seluruh pemimpin Aceh beserta staf-stafnya baik di
peringkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman sampai
ke gampong-gampong untuk menjalankan kandungan ganun tersebut
dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur.*”

Dua sisi inflah yang belum wujud dalam masa 11 tahun sudah
berjalan syari’at Islam di Aceh schingga para penegak hukum sering
tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh software
dan hardware tersebut. Lebih ironis lagi, ketika unsur politik masuk
dalam sistem pemerintah Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak
menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim
ketimbang mensejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di
wilayah yang sudah sah berlaku hukum tersebut.

Di sisi lain juga muncul dua hal yang mencerminkan wajah syari'at
Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal
tersebut adalah rumusan syari'at Islam yang diangkat dalam ganun-
ganun Aceh hanya berkenaan dengan jinayah, mu'amalah dan munakahat
saja. Sementara sisilain yang sangat penting perannya untuk manjalankan
hukum Islam yakni siyasah sama sekali tidak disentuh-sentuh.

Dengan kondisi semisal itu membuat para pelaku politik cenderung
melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan politik mereka karena
tidak ada aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah
saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan, saling teror, saling bunuh

17 Wawancara dengan AbJullah Alhmad, mantan Rasi fTubum Dinas Svan a dam Acch Bands Acch,
9 Chiober 2013,
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dan sebagainya. Akibat tidak komprehensifiya payung hukum dalam
pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum
Islam khususnya menyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh.

Sisi kedua adalah perlakuan para pelaku politik di Aceh yang
cenderung menyisihkan syari‘at Islam karena kejahilannya. Mereka malah
ada yang menganggap kalau syari'at Islam kita jalankan di Aceh, Aceh
akan ketinggalan dan tidak maju.’® Pemikiran semacam itu merupakan
pemikiran bunuh divi atau memasukkan bola ke pawang sendiri dalam
pertandinganbolakaki, Duasisiters ehutsangatmenghambat pelaksanaan
syari‘at Islam di Aceh dari dulu hingga kini. Lebih disayangkan lagi adalah
pemimpin Aceh semenjak hukum Islam diberlakukan di Aceh belum ada
yang memihak seratus persen kepada pelaksanaan syari‘at Islam. Malah
ada di antara mereka yang dengan lantang menyatakan syari‘at Islam
bertentangan dengan hukum nasional.

Pergumulan kepentingan politik antar partai terutama partai lokal
di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari'at Islam di Acch.
Para pelaku politik tidak cukup waktu untuk mengatur kesejahteraan
bagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk membangun bangsa dan
negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik
dari berbagai partai politik. Begitulah nuansaimplementasi syart'at Islam
di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini.

Di sisi lain, para intelektual kampus, para ulama masing-
masing sibuk dengan menjaga jabatannya schingga samasekali tidak
berkesempatan untuk menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu
yangz membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hart ini
betul-betul mengedepankan kepentingan partainya masing-masing plus
kepentingan kaum, golongan dan keluarga. Tidak heran jika perjalanan
syari'at Islam di Aceh belum naik-naik kelas semenjak ia duduk di kelas
satu tahun 2003/1422 sampai kehari ini. Kalau mau dikonkritkan dengan
analisa vang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol
perjalanan syari'at Islam di Aceh apabila diukur dengan figh jinayah
vang membawahi gishosh, hudud dan ta’zir, Qishash samasekali helum
dijalankan di Aceh, hudud barn peminum khamar saja yang dihukum
sementara kriminal lain yang berkenaan dengan zina, qazaf, murtad,
pemberontakan, perampokan, dan pencurian sama sekali belum disentuh
oleh implementasi syari'ah di Aceh.

Berpijak kepada kebijakan dua orang gubernur Aceh periode
tarakhir; Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduanya dari
kalangan orang GAM. Terkesan mereka tidak bersedia menjalankan
syari'at Istam kaffah i Aceh yang dibuktikan oleh perilaku keduanya

18 Wawencers dengan M. Visuf Al-Qasdhswl mantan Kees Umum Forem Pembela Istam (FP
provinst Aczh, heiddz Aceh Rabu 09 Qlackor 1013,
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baik yang menyangkut dengan omoengannya, perlakuannya, lenggak
lenggoknya dan sikapnya yang belum nampak membela, membantu
dan memperjuangkan syari’at Islam. irwandi Yusuf sudah membuktikan
tidak mau menandatangani Qanun Jinayaeh dan Acara [inayah vang telah
disahkan DPRA 14 September 2009, Zaini Abdullah telah membuktikan
keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan ormas Islam di
kantor gubernur Aceh ketika mereka memintakan agar gubernur Zaini
Abdullah segera memproses kembali ganun jinayah dan acara jinayah
untuk disahkan secepat mungkin*

Berpijak pada dua pengalaman tersebut dan kaitannya dengan
eksistensi iklim perpolitikan Aceh ke depan yang di lapangan terkesan
didominasi olch Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), maka
sulit dapat dikatakan svari'at Islam «i Acely masa depan akan berjaya
seaniainya salah satu partai tersebut yang memenangi pemilu 2014 nanti.
Ia juga akan sulit bagi syari‘at Istam sekiranya kursi DPRA didominasi
oleh dua partai lekal, karena keduanya telah terbukti tidak suka syari‘at
Isiam di rnasa lalu. Hayalan itu dapat diperkuat lagi oleh eksistensi partag
nasional yang berbasis sekuler denpan menampilkan tokoh-tokoh sekuler
dalam pemilu mendatang. Maka lagi-lagi wajah syari'at Islam Aceh ke
depan nampak suram dan hampa, kemanakah bangsa Aceh yang cinta
syari'at Islam itu harus mengadu lagi sementara para pemimpin meveka
berkisar dari orang-orang anti syari'ah ke orang anti syari‘ah lainnya.

Pergpumulan politik lokal di Aceh hari ini baik antar sesama partai
politik lokal maupun antara partai politik lokal dengan partai nasional
atau antar partai politik nasional dengan partai politik nasional lainnya,
tidak ada wajah Islam yang dapat diletakkan harapan pelaksanaan
syari‘at Islam di Aceh di masa depan. Kondisi perpolitikan masyarakat
Aceh periode ini tidak banyak lagi orang yang berpartai dan berpolitik
atas dasar ibadah dengan memilih dan beramal melalui partai politik
Islam. Melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa vang ada
kemungkinan mendapat dukungan rakyal denpan cura bapaimanapun
juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong
menyisihkan syari'at Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian
daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.®®

Kevakinan umat Islam Aceh untuk menjalankan syari‘at Islam
lewat arena politik negara sudah sangat menipis di periode ini sehingga
cenderung kalau salah satu dari duz partai lokal yang bersaing kuat
memenangi pemilu 2014 mendatang, maka kondisi syari’at Islam kembali
mandeg dan tidak berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau sempat

19Lihat Serambi Indonesia, Rabu 20 Februari 2013,
20 Likat bely pertara dalem buku Heszruddin Yol Adan, Elemem-elemen Politik fslam. (Yogyakenia:
AK Groap, 2004)
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terpilih gubernur dari kalangan mereka lebih pedih lagi nasib syari'at
Islam di Acch ke depan. Pasainya pihak-pihak lain baik dari kalangan
ulama, dari kampus maupun tekeh masyarakat lainnya terkesan pasif
dengan implementasi syari'at Islam di Aceh sekarang ini.

Ketika para penguasa tidak menjalankan syari’at [slam di Aceh
sekarang ini tidak ada satu pihakpun vang berupaya dengan sungguh-
sunguult dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh untuk
menjalankan syari'at Islam di Aceh. Schingga sepintas diprediksikan
syari‘at Islam Aceh akan mengalami degradasi hebat yang berefek pada
wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa depan. Kalau
itu vang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir, di Turki,
di Irag kembali terwujud di bumi Aceh. Aceh akan menjadi wilayah
Islamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim.
Menyimak perjuangan dua partai lokal Aceh yang sangat luat bersaing
tersebut arahnya menuju kepada Aceh yang Islamis sekularis atau Aceh
vang Islamis nasionalis. Itu bermakna tolak tarik di awal kemerdekaan Rl
antara kubu nasionalis Islamis dengan kubu nasionalis sekularis kembali
wuijnd untuk Aceh.

Sungguh sangat disayangkan dan rugi besar kepada Aceh dan
bangsanya apabila kemungkinan tersebut dapat wujud di Aceh pasca
pemilu 2014 mendarang. Aceh akan kehilangan identitas peninggalan
para endatu, Aceh juga akan kehilangan dignity diri dan Aceh akan
kehilangan marwah dan harga diri yang telah lama bertahan karena
Istam dan syari‘at Islam. Sungguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin
orang-orang jahil Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka telah
merubah wajah Aceh dari Islami menjadi sckulari. Kalau demikian adanya
maka wajah Aceh ke depan akan tidak berbeda dengan Sumatera Utars,
dengan ibukota Jakarta, dengan Bandung, Jugja dan Surabaya. Aceh akan
kehilangan warna asli yang Islami dan akan diserbu oleh non muslim atau
para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain
yang sudah berhasil dihilangkan nuansa dan gezah Islamnya.

C. Kesimpulan

Perjalanan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mengalami dan
memerlukan perjuangan panjang yang melelahkan dari zaman ke
zaman, sehingga Aceh menjadi wilayah khas dibandingkan denpan
wilayah-wilayah lain di Indenesia. Maju dan populernya Aceh zaman
lampau karena Aceh mengamalkan syari'at Islam dalam pemerintahan
negaranya.Berhasilnya perjuangan perlawanan Aceh terhadap penjajah
Jepang, Belanda, dan Portugis juga karena Aceh berjuang dan berperang
dengan syari'at Islam dan atas dasar Islam. Ada kemungkinan pergeseran

* -1..-:|1qn”-.-||n|4u-uu-u|u|1nr|-||||-ll-l-|l|||nlH'Hlll'l'"'l'“l'HII'HH-""-""""H””l‘""""""'l‘l""”"'"“'"'”'l'”"r"l‘"Ht“‘"‘""‘l""*”w
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perjuangan oleh generasi pelanjut hari ini akan memutar jarum jam
sejarah Aceh dari arah Islam ke arah nasionalis atau sekularis, untuk itu
kesimpulan herikut ini barangkali dapar menjawab persoalan tersebut.

Dalam sejarah bangsa Aceh dan pemerintahan Aceh pernaivmaju jaya
bersama dengan mengamalkan sistem Islam dalam pemerintahannya.
Pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh tempe dulu sudah menghantarkan
Aceh berada pada posisi mulia dalam percaturan politik dalam dan luar
neaeri. Pelaksanaan syari'at Islam i Aceh dalam pergumulan sivasi hari
ini cenderung akan merugikan Islam dan merugikan Aceh serta bangsanya
karena efek dari pergumulan tersebut mengarah pada munculnya gerakan
masionalisme dari para pemimpin-pemimpin sekuler.

Implementasi syari'at Islam di Aceh dalam perpumulan siyasi hari
ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak wujud kekerasan,
teror meneror dan keengganan dari pihak penguasa Aceh untuk
menjalankannya Akibat dari pertarungan dan pergumulan siyasi antara
sesama partai politik baik lokal maupun nasional telah memunculkan
sikap apatis terhadap partai Islam dan simpatik partai sekuler sehinppa
melahirkan pemikiran, perilaku dan amalan sehuler dalam berpolitik
musiim Aceh yang herefek gagalnya implementasi syari'ah di Aceh.
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HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

D Analiansyal, M.Ag

A. Pendahuluan

Pembuktian terbalik adalah nama suvatu teori dalam beban
pembuktian yang mana pembuktian diembankan ke pundak terdakwa.
Di Indonesia teori beban pembuktian terbalik berlaku setelah undang-
undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) ditevapkan, yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan pembuktian terbalik ini hanya
khusus ditetapkan pada pemberantasan Tipikor, sedangkan pada
tindak pidana lainnya berlaku beban pembuktian hukum acara, yaitu
beban pembuktian yang diembankan kepada pihak pendakwa dan juga
terdakwa.!

Dalam wujud pemberantasan lindak pidana korupsi, pembuktian
diembankan ke pundak terdakwa. Terdakwa, dalam hal ini, diminta untuk
memberikan keterangan tentang seluruh hartabendanya dan hartabenda
isteri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

1 Syaiful Bakhn, Befem Fembeition dalom Beberopa Pratik Perodilon, (Jakartac CGramata
Publising, 2012), h. 41
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diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.?

Menurut Andi llamzah, undang-undang Tipikor menganut asas
lex specialis derogate lex generalis (aturan khusus mengenvampingkan
aturan umum).? Atas dasar ini pula terdapat kekhususan di bidang hukum
formilnya, seperti beban pembuktian dan alat-alat bukd. Untuk beban
pembuktian seperti dijelaskan di atas, diterapkan beban pembuktian
terbalik. Sedangkan alat-alat bukti adalah yang disebutkan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)
ditambah dengan alat-alat bukti lain, yaitu informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik
atau yang serupa dengan itu; dokumen, yakni setiap rekaman data atau
infurmasi yang dapat dililal, dibaca, dan atau didengar yvang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suaty sarana, baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam
secara clektronik, vang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP menganut teori beban
pembuktian hukum acara, yaitu beban pembuktian yang berimbang
antara para pihag Penuntut umum harus mempersiapkan alar-alat
hukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan
hakim dalam memutuskan kesalahan terdazkwa dan terdakwa berhak
memberikan bukti-bukti untuk menvanggah dakwaan atas dirinya®
Sementara alat bukti yang diatur dalam KUHAP terdiri dari: keterangan
saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan
terdalowa®

Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat
tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup
yang syumul [mencakup semua hal). Dengan demiltian meskipun jumlah
nas al-Qur'an dan hadis Nabi saw terbatas, namun tidak berarti secara
konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan
pemikiran dan metode yvang dapat digunakan untuk pengembangan
hukum Islam.

Perlu digambarkan di sini bahwa menurut ulama, hukum Islam
pada dasarnya menganut konsep heban pembuktian berada di pundak
pendakwa (mudda 7). Ketentuan ini didasarkan pada hadis vang berbunyi:

2 [hid

3 Andi Hamzah, Pemberontaran Korups! Mefelul Hulum Pidana Nosiona! dan [risrnosional,
{Jakarta: Rafa Gratindo Perseda 2007, o 2

¢ Pmaf 36 Allndeng-Undang Momor 20 Tahen 20501 1entang Perubehen stas Undeng-Undsag Momor
31 Tahun (959 rectana Pembersntasan Tindk Pidana Bomipa

5 Syvaiful Bakhrd, Musvm Pembuitian  h.29-30.

& andiHamzah, Yufum Acarg Fidana Indonesio, h 256-273.

7 Anshortdding Hekeem Prmbakiion mortrut Hotem Aoger frfom don Mukm Porfnf (Yogyekarta:
Puctaloa Pelajar, 2004 h 42
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Artinya: Dari lbnu Abbds ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
bayyinah atus pendokwa dan sumpoah atos orang  yang
mengingkarinya. (HR. Malik, Ahmad dan al-Turmuzi).

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun satu kaedah kulliyah
lain untuk memperkuat ketentuan beban pembuktian berada pada
pendakwa, vaitu:

I U BT R B W

Artinva: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

Menurut ulama mazhab terma bayyinah dalam hadis di atas
dimaknai sebagai saksi. Saksi, menurut ulama, disebut sebagai alat bukti
yang paling kuat. Jadi apabila ada orang yang mendakwa sesuatu maka ia
harus mendatangkan saksi sebagai alat bukti yang paling kuat. Apabila
pendalowa memiliki alat bukti saksi, maka ia dimenangkan tanpa perlu
meminta alat bukt dari pihak terdakwa. Terdakwa untuk menyangkal
dakwaan dapat mengajukan sumpah. Dalam hal ini kesaksian saksi
lebih diutamakan daripada sumpah. Sumpah dalam pembuktian hanya
digunakan manakala tidak terdapat saksi atau terdapat saksi namun
tidak mencukupi.

Ketentuan ini dikvatkan dengan hadis lain, yang artinga: Dari
‘Algamah bin Wa'il bin Hajar al-lladhrami dari Bapaknya i berkata:
Datang menjumpai Rasululioh (dua orang laki} seorang laki-laki dari
Hadhreamout dan seorang laki-laki lagi dari Kindah, kemudian orang
Hadhramaut berkate kepada Rasulullah saw: sesungguhnya dia telah
merampas tanah milikke. Kemudian orpng Kindoh ite berkata: e tanahku
(karena berada) di tanganku, aku yang menggarapnya, dia {orang
Hadhrami) tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut. Lalu Rasulullah
saw bertanya kepada orang Hadhrami: adakah enghau memiliki bayyinah
(bukti}), Dia menjawab: Tidok ada. Rasul bersabda hagimu sumpahnya.
Kemudian ake berkata: Wehai Rasululleh, aku tidek memiliki bayyinah

A AbTurmuodsd, Ssven alTormecd, fuz. U, (Beinet: Dar Thya' al-Turae al-"Arabl, tih], h 626; Abu
Bakar Ahmad bin al-Husayn bin All al-Bayhagl, al-Fesas ai-Faghir [Belror Dar al-Kutub al-Tlmlyah,
1592), b 516: Malik bin Anas Abu Abd Allah al-Asbahi, Munrarkirg "al-fazes Malit, Juz UL (Damsyig:
Daral-Qalam, 1993, b 33

§ Asymuni Abdurmhman, O ideh-Ga idsh Frgh, ([akarta: Bulan Bintang, 1967), h. 57; Lihat
juga A. Diszull, Naoidaa-Kaidah Fikth: Kaldah-Kaideh Hobum delam Megyeleraitan Mazalah=-maraian
yiag Frabils, (Jakaria: Kencana, 20077 ho 157, Menerul Anshoroddie, kaidah kullivali ini dibuwat
plama berdasarkan hadis di atasnyva. Lihat Anshomddia, Hubum Pembattinn | b A2
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(hukti). Kemudian Nabi saw bersabda: maka sumpahnya. Kemudian ia
herkata lagi: sesungguhnya dia tidek ada buginya swumpah. Nabi saw
menjawab: tidek ada begi darinya kecuali itu (sumpahnya). Kemudian
memutuskan untuk menvumpahnva. Kemudian Rasulullah saw bersabda:
Bahwa sesungguhnva apabila bersumpah atas pemilik secara zhalim
kemudian memakannya, Allah ‘Azza wa jella menemuinya dan dia dalam
hal menanggungnya. (HR Abu ‘Awanah dari ‘Abd al-Muluk bin Umair bin
‘Algamah bin Wa'il).t*

Menurut Anshoruddin, ungkapan: "Tidak ada yang lain hagimu
darinya kecuali itu” dapat diterjemahkan secara bebas dengan: "ya
basaimana lagi tidak ada lain darinya kecuali sumpah’. Artinya jika dari
tergugat misalnya memiliki bukti selain sumpah maka Rasulullah saw
tentu akan mempertimbangkannya

Hadis di atas oleh para sarjana muslim dizunakan juga sebagai
dasar argumentasi bahwa Islam menerapkan asas praduga tak bersalah.
Sebagaimana dianut juga dalam asas pidana Indonesia."” Karena pada
dasarnya setiap orang bebas dari kesalahan sampai dapat dibuktikan
sebaliknya. Dengan demikian seseorang tidak dapat dihukum sampai
jaksa dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah. Apabila
jaksatidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan.

Dewasa ini Indonesia telah menerapkan sistem beban pembuktian
terbalik, yaitu beban pembuktian juga ada pada terdalowa. Hal ini disebut
schagai teori pembalikan beban pembuktian. Dalam teori dan praktik
behan pembuktian ini dapat diklasifikasi menjadi beban pembuktian yang
bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya beban
pembuktian ini merupakan penyimpangan hukum pembuktian, dan
merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan wuraian di atas dapat diketahui bahwa untuk
menegakkan keadilan dibutuhkan aturan khusus untuk kasus-kasus
tertentu seperti karupsi, dalam hal ini adalah beban pembuktiannya. Di
Indonesia aturan khusus dibidang penanganan korupsiadalab penerapan
beban pembuktian terbalik. Sedangkan ketentuan umumnya adalah
beban pembuktian pidana berada pada penuntut umum. Dalam Islam
sendiri terdapat pengecualiannya namun dalam kasus perdata, yaitu
dimungkinkannya beban pembuktian berimbang atau prosessuil. Dengan
demikian diperlukan kajian spesifik untuk menjelaskan pandangan

10 Muhammad hin Ithag bin Yehya bin Mandsh, ef-iman, Juz 11, (Berut Mu'sssasah ol Rizalah,
1406 H), b 631-622, Anshoruddm mengubip tohs hadis yang berheda, Xerena berbeds mofukan, ramun
mzmilikn makna yEng ssme

11 Arshorodding, Hrtem Prackastion . 4546

12 Syaiful Bakhed, Fludem Pembiknian, . h 29-30

13 [0t
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hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik ini.

Melihat diskursus perkembangan teori beban pembuktian
dalam hukum pidana umum, tentu, perlu juga dibahas ketentuan beban
pembuktian terbalik dalam pandangan hukum Islam. Apalagi nota bene
mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam, sehingga ketentuan
ini dapat sejalan dengan jiwa ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Pada sisi
lain adalah menyanghkut juga bagaimana diskursus perkembangan teori
beban pembukiian dalam hukum Islam dan berbagai ketentuan lain yang
menyvertainya. Ketentuan lain tersebut adalah bahwa pembahasan teori
heban pembuktian tidaklah berdiri sendiri, namun terkait juga dengan
berhagai aturan lainnya, seperti ketentuan pencatatan jumlah kekayaan
aparatur penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa Indonesia dalam
menangani kasus korupsi telah membuat aturan khusus yang keluar
dari ketentuan KUHAP yaitu penerapan beban pembuktian terbalik
Dalam hukum Islam beban pembuktian terbalik ini perlu juga mendapat
pembahasan yang mendalam. Sebagai persvalan kontemporer hukum
Islam harus memberi jawaban yang tegas terhadap eksistensi beban
pembuktian terbalik tersebut. Atas dasar alasan ini, yang menjadi fokus
permasalahan dalam tulisan ini adalah pandangan hukum Islam terhadap
beban pembuktian terbalik Untuk membahas masalah ini, penulis
menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-
undangan) dan Ushul Figh. Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur beban

pembuktian pada umumnya dan bagaimana pula beban pembuktian
terbalik. Sedanekan Ushul Figh dizunakan untuk menguraikan beban
pembuktian terbalik dari perspektif hukum Islam.

Rahan hukum vang digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder Bahan hukum primer yang digunakan adalah
peraturan  perundang-undangan mengenal  pemberantasan  tindak
pidana korupsi, yaitu Undang-Undanz Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah denpgan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku relevan
vang menjelaskan beban pembuktian terbalik.

R. Tindak Pidana Kerupsi dan Pemhuktian Terbalik

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang
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bermakna penyuapan, atau corruptore bevarti merusak.'* Dalam bahasa
Ingeris disehut corruption atau corrupt, dalam bahasa Belanda disebut
coruptie. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan,
kebusukan, atau ketidakjujuran.’* alam kamus Bahasa Indonesia, korupsi
diartikan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara
(perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan
pribadi atau orang lain.'®
Pengertian korupsi dalam Undang-lUndang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dijelaskan dalam pasal 2
dan 3. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu kerporasi vang
dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh]) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 berbunyi: ;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarzna yang ada padanya Karena jabatan
ataw kedudukan atau sarana yang ada padanya karvena jabatan
atau kedudukan vang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidanadengan pidanapenjaraseumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(=atu miliar rupiah}

Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 di atas dipahami sebagai
tindakan seseorang secara melawan hukum melakukan sesuatu yang
dilarang oleh undang-undang dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain secara tidak benar yang berakibat pada kerugian keuangan
atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan
wewenang, kesempatan, atau saranayangadapadasescoranguntuktujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pasal
3 ini mengatur tindakan korupsi dilakukan melalui menyalahgunakan

14hud BB

15 Amireddin, Korups? dalan Fengadamn Baromg o Jase. b 24,

16 Departemen Pepdidikan Nasinnal, Lamue Besor Bahara fndonesia Pusai Aatwrean, Edisi ke 1V,
[fakarta: Gramedia Pustaka Urama, 2011) h. 736
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kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atait kedudukan atau sarana yang ada padanya yang mengakibatkan
kerugian negara.

b. Beban Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Korupsi

Pakar hukum pidana Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan UU
pemberantasan Undak pidana korupsi menganut asas lex specialis derogar
lex generalis (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum).'’
Kita dapat melihat contoh kekhususan ini pada prosedur pembuktian dan
alat bukti. Pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan sistem
beban pembuktian terbalik denpun asas tanggung jawab langsung atay
tanggoung jawab tanpa kesalahan (strice liabiliey).*®

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik
dischutkan pada dua pasal, yaitu Pasal 37 dan 38. Berikut ini dikutip
bunyi pasal-pasal tersebut untuk memudahkan mengetahui bagaimana

bentuk pembuktian tersebut.

Pasal 37:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana karupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh
pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dalkwaan tidak
terbukti.

Pasal 37 A:
1. (1) Terdalkwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanva dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda
setiap orang atau korporasi yang didupa mempunyai hubungan
denzan perkara yvang didakwakan.

2. (2] Dalam  hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan schbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah
ada bahwa terdakwa telah melzkukan tindak pidana korupsi.

3. (3] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] dan ayat {2)
merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal
16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

17 Andi Hameah, Pemberaniosan Korunsl Melalol Autwm Pidass Nosiooal din faternasoa
{lakarsa: Raja Grafindn Persada, 2007), 7 2.

1B Munir Fuady, Teor! Nukom Pembukiion: Pidars dan Perdara, (Bandung: Cira Adigya Bakd,
2006). h. 48,
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Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-
undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk
membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A:
Pembuktian schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)
dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B:

i. (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana
Lorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 lIndang-Undang Nemor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5
sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan
sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan,
tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

2. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartabenda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap dipercleh juga dari
tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh
atan sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. [3) Tuntutan perampasan harta henda schagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan
tuntutannya pada perkara pokok

4. (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh
terdakwa pada saal membacakan pembelaannya dalam perkara
pokok dan dapat diulanzi pada memori banding dan memori kasasi.

5. {5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk
memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4).

6. (6) Apabila terdalowa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan

harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
ditolak oleh hakim.

Masal 38 C:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang
diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang
belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata
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terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasan-penjelasan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa penerapan
pembuktian terbalik bersifat terbatas, dengan unsur-unsur sebagai
herikut:

1. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan
bahwa iz tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana
dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undanz-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sehagaimana telah diubah dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001,

2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta
benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau
korporasi vang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersanskutan.

3. Penuntutumum Komisi Pemberantasan Tindak Midana Korupsi tetap
mempunyaui kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

C. Alat-alat Bultti Penanganan Tindak Pidana Korupsi

jumlah alat bukti berbeda antara alat bukti dalam KUHAP dan
undnag-undang tindak pidana korupsi. Alat bukti dalam KUHAP terdiri
dari:

1. Kesaksian;

Surat-surat:
Pengakuan;
Petunjuk-petunjulk; dan
Keterangan terdakwa.'®

o1 w0

Alat bukti untuk tindak pidana korupsi, selain alat bukti yang
terdapat dalam KUHAP, diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001. Pasal 26 A berbunyi;

Alat bukti vang sah dalam bentuk petunjulk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat {2) Undang-undang Nemeor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi
juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi
yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik

198 Subeled, Mubum Pembulbrizn, (Jakerm Predmys Paramila, 1987) b 22: Munir Fuady. Teort
Fulen Pembuitian... b 18Y: B Soeparmono, Seterorgmy Ahl don Fisien Bt Repertont dalom 45pek
Fitkeem denrn Pediven (RBanddeng: Mandar Maja, 2001), 5 L
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dengan alat aptik atau yang serupa dengan itu; dan dekumen, yakni
setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan
atau didengar vang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik-apapuin
selain kertas, maupun yang terckam secara elektronik, yang berupa
tulisan, suara, sambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, :mgka
atau perforasi vang memiliki makna.

1. Pembuktian Terbalik dalam Hukum Islam

a. Beban Pembuktian pada Pendalava

Ketentuan beban pembuktian dalam Islam selama ini mengalami
perkembangan. Perkembangan pertama menyebutkan hahwa beban
pembuktian merupakan kewajiban pendakwa. Perkembangan selanjutnya
mengajarkan bahwa behan pembuktian berada pada kedua belah pihak
secara berimbang.

Menurut ulama mazhab, beban pembuktian pada dasarnya berada
pada pendakwa, dalam kasus pidana dibebankan kepada penuntut
umum selaku pendakwa dan dalam perkara perdata dibebankan kepada
pengeugat.® Asumsi yang dibangun adalah anak adam pada dasarnya
bebas dari kesalahan atau sesuatu yang dikuasai olch seseorang adalah
miliknya. Apabila seseorang mendakwa orang l2in berbuat kesalahan
atau menuntut sesuatu yang dimiliki orang lain sebagai miliknya, maka
penuntut atau pendakwa harus mampu membuktikan dakwaannya.
Dengan  demikian apabila pendakwa tidak dapat membuktikan
dakwaannys, maka ia harus dikalahkan.®

Ketentuan di atas secara teori, menganut teori pembuktian yang
menguatkan belaka (bloot affirmatif). Menurut teori ini siapa yang
mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang
menginskari atau yang menyangkalnya.® Teori ini mengajarkan bahwa
beban pembuktian merupakan kewajiban satu pihak saja, yaitu pendakwa.
Resikonya adalah manakala pendalowa tidak dapat membuktikan
dakwaannya, ia akan dikalahkan, meskipun terdalowa juga tidak dapat
membuktikan bantahannya. Dewasa ini tecri ini telah ditinggaikan
karena dianggap tidak dapat memberikan keadilan secara berimbang
kepada para pihak.

Ulama mendalilkan ketentuan ini pada hadis Nabi saw. vang
herbunyi:

0L ihat Watkiah a-ZFukaitl, alFinh al-fifemi v Adiflani Jur V1, (Damsvag: Dar ak-Fia, 1983,
h 367 Anshorudding, fdan Pembckiian Merurns Hukum Aeore [efam dan Hukeen Pa.f"r-" {Yogyakarta:
Pustakn Pelajar, 2004]), b 4546

21 Ab-Mawerdy af-Foweal-Kabn Tuz XV, {Rtin;‘l Drar al-'Tlmiyah, 1954 h, 204
22 Suditne Merckusumo, [fukum Acara Perdarz Didonesla. | Yopyekarta: Liberty. 1998) b 133

bmﬂtﬂhmﬂtlmmlmﬂmHrﬂlﬂﬂHfﬂ#“ﬂMﬂi'fﬁ"im*lnummmmIHHimﬂﬂhm!#lii!!lHIIHHiHllnmmmlMHHHHMMHHMHWW



T

TETFITE

i'TT"'?ﬁﬂrT[i’ I

¥

HUKLM PEMBUXTIAN TERBALIK DAl AM PERSPEKTIF HURKLM 1SLAM 435

Ay) e £l o canty ol e B ndB by oo & e B oy ol Al G 8
gt

Artinya: Dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
Rukti itu atas pendakwa dan sumpah itu atas si terdakwa. (HR.

Bukhari).

[ﬂl"l"l"l'l"lr'l'l"ll"l!"lll-uf'l'r-l'!'l'l'll"l"l'l"lf'r'l'!"l"l LA AR LA Al ARt bh bt kit d i AR AR dd0 e s ]

Dan hadis Nabi saw berikut ini:
ik Q#J'l! Sirn L u;a_q P iL.: ol &) ke aj;l'l ot bee ) 2 _:-L.F- el P
o Jo oy (pA o Tt (M= Ay Gy — e gl Jo sash Ny My Sy oo
Mo 5 ot 1) g

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. hafiwasannyae Nabi saw. bersabda:
Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdusarkan
pada dalowaan (tuntutan) merekae, niscaya manusia akan mendakwa
(menuntut) durah orang lain dan horte mereka, dan tetopi sumpah
ftu atas si terdakwatergugat— dan pada suatu rivayat - dan tetapi
hayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si

mungkir. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini dijadikan dasar hukum pembebanan pembuktian pada
pendakwa. Artinya pendakwa harus dapat membuktikan hahwa isi
dakwaannya benar, dan sebaliknya, terdakwa dikenakan beban sumpah
sekiranya ia menolak dakwaan terhadap dirinya. Namun apabila
pendakwa dapat memberikan bukti-bukti yang meyvakinkan maka
sumpah terdakwa tidak dipevlukan lagi.

Anshoruddin dalam bukunva Hukum Acara slam dan  Hukum
Positif mendukung pendapat ulama mazhab yang menerapkan beban
pembukrian pada dasarnya berada pada pendakwa. Selain dua hadis
di atas, Anshoruddin juga mendasarkan argumentasinya pada sebuah
kaidah kulliyah yang berbunyi:**

1 LW Y Gy A e A3y

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbedu dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.
Berdasarkan kaidah di atas diketahui bahwa alat bukd itu

23 Bukhan, Sohif al-Bukhord, Moo 2504, Jur VI, {Beirer Dar sl-Fike, tihl), R 5330 Abg al-Hasan
*Ali bin khelef bin “Abd al-Mufux bin Bmhal oi-Bakn ol-Qunhubi, Syork Sehil of-fuicrars fee VI,
(Su'udiveh Maktabeh al-Rusyd, 20030, h 32

24Muhammad bin lzmaril al-Kahlani, Selol ol S2ln, Jur IV (Randure, [ndonssiac Maktahah
Rihlan cih i h 132,

2% Anshoreddin, Huetum doarg dam dan Hubum Forind { Yogyekan Postake Pelear, 20044, b 22,

26 Asyinuni Abdurrehrnes, O b0 ek Figh, (Jakarte: Bulan Bintang, 1967, b. 57.
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dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan yang berbeda dengan
keadaan zahirnya. Keadaan zahir yang dimaksud di sini adalah anggapan
seseorang pada dasarnya tidak bersalah atau sesualu yang dimiliki
seseorang adalah miliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

I, Beban Pembuktian pada Kedwa Belah Pihak

Ketentuanbebanpembuktiandalamislammengalami perkembangan,
yaitu dari beban pembuktian yang berada pada pundak pendakwa
menjadi beban pembuktian berimbang antara kedua belah pihak. Dengan
kata lain beban pembuktian dalam Islam, dalam perkembangannys, juga
menganut teori hukumacara, sebagaimana yang diterapkan dalam hukum
acara di Indonesia, baik pidana maupun perdata. Teori hukum acara
menganut asas audi et alteram partem atau disebut juga asas kedudukan
prosessuil yang sama bagi para pihak di muka hakim atau dikenal juga
dengan asas pembagian beban pembuktan.

Menurutteori hukumacara, hakim harus membagi beban pembuktian
berdasarkan kesamaan kedudukan para piliak. Asas kedudukan prosessuil
yang sama dari para pihak membawa akibat hahwa kemungkinan untuk
menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus
membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.
Kalau penggugat menggugat tergugat mengenal perjanjian jual beli, maka
sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu
dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya
perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.®’

Menurut mazhab Syafii ketentuan ini merupakan aturan
pengecualian dari ketentuan sebelumnya, yaitu beban pembuktian berada
pada pendakwa atau penggugat. Mazhab Syafi'i berpendapat apabila
tergugat mengajukan klaim bahwa barang yang dikuasainya merupakan
miliknya, maka tergugat berhak mengajukan bukti-bukti terhadap apa
yang diklaimnya tersebut. Sebagai contoh disebutkan:

Apabila mudda'l (pendalowa) menegakkan bayyinahnya (alat bukti

saksi), dan sahibul yad (yang menguasai barang) juga menegakkan

bayyinah, didengarlah hayyinah sahibul yad dan hakim menctapkan
hukum herdasarkan buyyinah sahibul yad di atas bayyinah muddal,
untuk mengutamakan orang yang menguasal barang".”®

Dalil untuk menguatkan pendapat ini adalah hadis riwayat jabir
vang menerangkan bahwa dua laki-laki bersengketa dihadapan Nabi
saw. tentang binatang ternak yailu unta. Masing-masing dari keduanya
menyampaikan bayvinah (alat bukti saksi) bahwa binatang tersebut

27 S idikne Merohusema, Hutum dearg Perdain fediessia (Yogyekar-ta: Libery 1598], h. 142-148
28 Al-nawadi, of Hawi ellabin,. Juz X¥15, 5303,
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miliknya dengan memeliharanya, kemudian Rasul memutuskan untuk
orang yang hewan tersebut ada di tangannya.®

Alat bukti vang dijadikan sebagai contoh di atas adalah penguasaan
unta scbagai bukti kepemilikan. Dalam kasus di atas penggugat tidak
dapat memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan, schingga Nabi saw
mengalahkan pengpupat. Kasus ini dijadikan oleh mazhab Syafi'i bentuk
pengecualian dari hadis: "bukti atas mudda’i dan sumpah atas mudda’s
‘alaih”. Pemberlakuan ketentuan ini juga terbatas pada kasus sengketa
kepemilikan dan tidak berlaku pada kasus hutang piutang dan lainnya.”’

Mazhab Syaft'i berpendapat bahwa bebanan pembuktian diberikan
kepada pihak yang lebih lemah. Pihak yang lemah, dalam hal ini, adalah
pendakwa. Pihak yang lemah ini harus memberikan bukti yang kuat.
Alat bukti kuat yang dimaksud di sini adalah saksi atau pengakuan
piliak lawan. Sedangkan alat bukti yang lemah adalah sumpah, Jadi
orang yang mengajukan dakwaan/gugatan dianggap orang yang lemah
karena menghendaki sesuatu yang secara zahir milik orang lain. Dalam
pengecualian bukti dibebankan kepada orang yang mengajukan klaim.
Setiap orang yang mengajukan klaim kepemilikan sesuatu dianggap
sebagai pihak yang lemah dan dengan demikian harus memberikan bukti
yvang kuat.

Terdapat pendapat yang merubah pemikiran mazhab di atas yang
menganggap heban pembuktian berimhbang hanyalah scbhagai bentuk
pengecualian, yaitu di antaranya Anwarullah dan Jalaluddin al-Tarusani.
Anwarullah berpendapat bahwa beban pembuktian berada pada siapa
saja yang mengajukan klaim, baik penggugat, tergugat maupun pihak
lain. Anwarullah dan Jalaluddin at-Tarusani berpendapat bahwa beban
pembuktian berada pada pendakwa/penggugat untuk membuktikan
dakwaannya/gugatannya. Namun demikian terdakwa/tergugat dapat
membantah gugatan dengan mengajukan bukti tertentu. Di sini berlaku
asas siapa saja yang mengajukan tuduhan terkait dengan masalah vang
dipersengketakan harus membukiikannya, baik penggugat, tergugat
maupun pihak lain*

c. Beban Pembuktian Terbalik

Penerapan beban pembuktian terbalik merupakan hal baru dalam
perkembangan teori beban pembuktian. Penerapannya pun selama ini
hanya terbalas pada pemberantasan Lindak pidana kovupsi. Artinya beban
pembuktian terbalik merupakan aturan khusus dan dengan demikian
tidak diterapkan pada tindak pidana umum. Di Indonesia penerapan

bebap pembuktian terbalik juga relatif baru yaitu sejak tahun 1999
29 thid
20 fhd
31 Amwarullah, ltlemic Law of Evidence. |, h. 411,
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dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kitab-kitab fikih empat mazhab tidak dikenal Istilah beban
pembuktian terbalik. Pembahasan beban pembuktian dalam hukum
Istam selama berkisar pada beban pembuktian berada pada pendakwa
dan beban pembuktian berimbang. Dalam nas al-Qur'an maupun
hadis Nabi saw. tidak ditemukan konsep beban pembuktian terbalik
secara langsung. Dengan demikian apakah hal ini berarti Islam tidak
membenarkan penerapan teori beban pembuktian terbalik?

Untuk menggali hukum Islam para ulama telah menyusun suatu
ilmu yang dikenal dengan Ushul Fikih** Di antara metode yang dapat
digunakan untuk mengetahui hukum beban pembuktian terbalik dalam
Islam adalah fstihsen. Istihsan adalah berpindah dari qiyas jali kepada
giyas khafi atau berpindah dari hukum kulli ke hukum juz'f karena ada
dalil yang secara logika membenarkannya. Istihsan dari segi penalaran
masuk ke dalam kategori penalaran istislehi, yaitu penalaran yang
bertumpu dalil-dalil yang memiliki nilai atau prinsip umum hukum Islam,
seperti keadilan, kemashiahatan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dengan
demikian dalam hal ini istihsan digunakan untuk melihat dalil-dalil yang
vang mengecualikan atau berpindah dari konsep umum kepada dalil
khusus yang dapat dibenarkan untuk melihar hukum beban pembuktian
terbalik.

Untuk itu mari kita perhatikan dalil berikut ini.
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Artinya: Dari Ibnu Abbas ru. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan
pada dakwaan (tuntutan} mereka, niscaya manusia akan mendakwa
{menuntut] darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah
itu atas si terdakwa/tergugat- dan padu suatu riwayat - dan tetapi
bayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si
mungkir. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini dijadikan ulama untuk menjelaskan ketentuan umum
beban pembuktian yang berada pada pendakwa. Menurut hadis ini,
sekiranya setiap dakwaan tidak perlu pembuktian, maka banyak sekali
manusia mendakwa darah dan harta orang lain secara semena-mena.

5% Ushul Fikih adalsh ilmu yans mempelaiani ieniang kaidsh-kadeh (imetode-metode) yanz digunskan
ihama urtil sansiatinbokan (menctepkan) hubkum Jeci dalil-dalilnya vang terined

3Mulsmmsd Bin lsmetil ol Eaktani Subo! alSafam, Juz 1Y, (Bandung, Indenesra Makisheh
Rihtan, Cth) b 132
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Dengan demikian setiap dakwaan diwajibkan pembuktian dan yany
membuktikan tersebut adalah pendakwa.

Hetentuan di atas dikecualikan dengan ketentuan kedua, yaitu
pembuktian dapat dibebankan kepada kedua belah pihak secara
berimbang. Pemikiran ini muncul karcna dalam praktek masyarakat
banyak orang yang menguasai sesuatu dapat membuktikan asal
kepemilikannya tersebut.

Mengenai  tahapan pembuktian  ini  Jalaluddin  al-Tarusani
menyebutkan:

Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa
karena yang demikian itu membawa kepada tuhmaeh™ daripada yvang
lain. Tetapi lazim atasnya menghabis-habiskan periksa jua daripada
keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawahnya karena terkadang
tertolak dakwanya itu dengan periksa jua. Maka tiadalah lagi hukum
dalamnya atau ada dakwanya itu nagis yakni kurang daripada fiad
yang memadai pada syara’. Maka tiadalah harus dipinta jawab
daripada yang didakwanya itu. Atau ada dakwanya itu majhul atau
mujmal atau kazibah atau fasidah atau zafdah. Maka tertolaklah
sekalian dakwanya it, maka tadalah lagi hajat kepada menuntut
jawab daripada yang didakwanya itu.”

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Jalaluddin al-Tarusani
menghendaki agar hakim memeriksa para pihak secara bergantian. Pada
tahap awal pemeriksaan, hakim harus memeriksa secara mendalam
tentang kejeiasan isi gugatan. Selanjutnya hakim memeriksa jawaban atau
tanggapan tergugat terhadap gugatan tersebut. Disini terlihat jelas betapa
Jalaluddin al-Tarusani menghendaki agar beban pembuktian berada pada
kedua belah pihak. Secara teoritis, konsep yang dijelaskan Jalaluddin al-
Tarusani mengacu kepada teori hukum subjeleif, yaitu hukumitu bertujuan
mempertahankan hukum subjektif. Jadi siapa yang mengemukakan atau
mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Berikut ini
dijelaskan pandangan Jalaluddin al-Tarusani mengenai pembagian behan
pembuktian tersebut.

Jalaluddin al-Tarusani memberi contoh pemeriksaan gugatan seperti
kutipan berikutini:

jika ada dakwanya tanah berapa bujurnya dan berapalintangnya dan

kemana bujurnya dan jika ada daripada jenis empus (kebun-pen)

maka diperiksai pula daripadanya berapa pohon kayu dalamnya,
_ataurumah atau telaga dan darimana ia beroleh dia dan berapa lama

34 Twhmah 2dalah seesarang menyampaikan secuani karena terdapat suan: kepentingan untux
dirinys, baik untuk mencegan keburukan atau untuk memperoleh manfzal
35 Jalatuddin al-Tenseni, Safieal al-futtaa hlm. 57,
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sudahiabermilikkan diadan jika tiadaadatanah itudalam tangannya
maka diperiksai pula daripadanya apa sebabnya tanggal daripada
tanganmu dan apa sebabnya ke dalam tangan si pulan itu. Jikalau
dikatanya - aku sanderakan kepadanya dengan dirham sekian, atau
emas sekian, atau katanya aku pinjamkan kepadanya dengan umur
sekian, atau katanya direbutnya daripada aku dengan kerasnya pada
hari pulan dan pada bulan pulan dan pada masa sekian, maka sahlah
dakwanya.*®

Setelah pemeriksaan penggugat selesai dilakukan, dilanjutkan
dengan pemeriksaan tergugat. jalaluddin al-Tarusani menjelaskan bahwa
pemeriksaan terhadap tergugat dilakukan setelah ia menolak atau
menyanggah gugatan. Apabila sangpahan berupa nafi (pengingkaran
terhadap gugatan), maka jawaban itu dianggap jelas dan selanjutnya
pembuktiannya dimintakan kepada penggugat, seperti dijelaskan di atas.
Apabilapenolakan tergugat berupaishat (penetapan), seperti mengatakan
"sesuatu itu milikku” maka hakim harus memeriksa tergugat seperti
memeriksa penggugat Dalam posisi penolakan secara ishat, tergugat
sama kedudukannya seperti penggugat, yaitu telash mengklaim sesuatu
vang disengketakan sebagai miliknya, schingga pembuktian dibebankan
pula kepada tergugat, yaitu dengan menghadirkan saksi, sama seperti
proses saksi oleh penggugat™’

Alasan pengaturan ini adalah karena setiap pihak memiliki bhukti-
bukti, baik pendakwa/penggugatmaupun terdakwa/tergugat. Pendakwa/
pengsugat memiliki bukti yang menguatkan gugatan/dakwaannya dan
sebaliknya terdakwa/tergugat juga memiliki bukti terhadap apa yang
dikuasainya. Dengan demikian apabila hakim hanya membebankan bukti
kepada pendalava saja dan pendakwa memiliki bukti, maka hakim harus
memenangkannya. Padahal terdakwa juga memiliki alat bukti yang lebih
kuat atau lebil mutakhiv informasi yang dikandungnya. Akibat kesalahan
dari pembebanan pembuktian, kebenaran dan keadilan tidak akan
tercapai. Padahal kebenaran dan keadilan itu merupakan cita-cita hukum.
Pengadilan dan proses pembuktian di dalamnya hanya merupakan sarana
untuk mencapai kebenaran dan keadilan tersebut.

Menyadari keadaan tersebut, yaitu proses peradilan harus dapat
menciptakan keadilan dan menegakkan kebenaran, maka untuk kasus-
kasus tertentu perlu pula mendapat pengecualian, sebagaimana halnya
pengecualiandari ketentuan umum beban pembuktian dari pendakwasaja
kepada beban pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak.

Untuk kasus korupsi, beban pembuktiannya memang dapat
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diberlakukan beban pembuktian terbalik. Terdapat setidaknya dua
argumentasi yang dapat dikemukakan, yaitu pertama, kaidah kulliyah
yang menyatakan:

h
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Artinya: Bukti adalch untuk menetapkan yang herbeda dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnva.

Argumen keduaadalah dengan istihsan. Istihsan adalahmeninggalkan
givas yang nyata (fal) untuk mengamalkna givas yang tidak nyata/
samar-samar (Xhafi) atau meninggalkan hulum kulli dan mengamalkan
hukum juzi karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.
Contoh yang sering diangkat untuk kasus meninggalkan qivas yang nyata
untuk mengamalkan givay vang samar-samar adalah kedudukan air sisa
minuman burung buas pemakan daging, seperti elang, apakah tergolong
air najis atau air suci. Para ulama, terutama mazhab Hanafi berpendapat
balrwa sisa minuman burung tersebut adalah air suci dan menyucikan.

Ulama mazhab Hanafi berpandansan dalam kasus ini digunakan
istihsan. Burung memang tergolong binatang buas yang dagingnya haram
dimakan. Namun tidak bisa disamakan sisa minumannya dengan binatang
huas lainnya seperti harimau. Karena harimau minum menggunakan
lidahnya yang merupakan bapian dari dagingnya. Sedangkan burung
i minum menggunakan paruhnya. Paruh terbuat dari tulang. Jadi burung
F minum tidak mengzunakan bagian dari dazingnya, tetapi bagian dari
' tulangnya. Hukum tulang adalah suci sedangkan daging adalah najis. Jadi
dalam kasus burung merupakan pengecualian dari binatang buas dalam
hal sisa minumannya.

Contoh istthsan mininggaikan hukum kulli untuk mengamalkan
hukum juz'i adalah kebolehan hukum jual beli secara salam, jual beli
pesananatau jual heli tidak secara tunai karena telah menjadi tradisi/ uruf
dalam masyarakat. Jual beli secara hukum kulli tidak dapat dibenarkan
karena tidak lengkap syarat dan rukunnya, yaitu adanya penjual dan
pembeli, ada barang, ada harga dan jjub-gabul. Dalam jual beli salam tidak
terdapat barang ketika akad berlangsung, namun barang harus ditunggu
oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak Jual beli salam
dewasa ini dibolehkan karena telah menjadi bagian tradisi masyarakat
dalam bermuamalah di kalanpan masyarakat muslim. Sehingga jual heli
salam dibolehkan. Kebolehan jual beli tersebut didasarkan pada istihsan.

Perpindahan dari pengkategorian air sisa minuman burung buas
kepada air suci karena secara logika dibenarkan berdasarkan penelitian
lebih jauh bahwa burung menyentuh air bukan dengan sesuatu vang

38 Asvmuni Ahdurrahman, G edof Ca odan Figh, (Jakarva: Bulan Dintang, 1967), b 57,
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naiis. Begitu pula pada kasus jual beli salam dibenarkan karena telah
menjadi tradisi masyarakat dan tidak mengandung hal-hal yang dapat
mengharamkan jual beli. Unsur-unsur penipuan dan penzaliman dalam
jual beli salam dapat dihilangkan. Dengan demikian jual beli salam
merupakan pengecualian dari hukum kulli, atau dengan kata lain menjadi
hikum istisna i

Dalam kasus korupsi, istthsan dapat digunakan. Korupsi berbeda
dengan pencurian. Setiap aparatur negara memiliki sumber penghasilan
yang diketahui jumlahnya. Dengan demikian setiap penyelenggara
negara yang memiliki kekayaan yang mencurigakan patut dipertanyakan
sumber penghasilan tersebut. Untuk menjelaskan sumber penghasilan
lain selain dari penghasilannya sebagai aparatur negara maka harus yang
bersangkutan membuktikan sumber kekayaan tersebut. Karena apabila
semata-mata mengandalkan beban pembuktian kepada pendakwa, maka
kejahatan korupsi akan sukar terungkap. Sementara tugas pengadilan
adalah menegakkan kebenaran dan keadilan.

Terdapat perbedaan antara perdagangan dengan penghasilan
selaku aparatur negara. Bagi pebisnis, penghasilannya sukar ditebak
dan tidak memiliki standar baku, berbeda dengan aparatur negara yang
telah memiliki standar penghasilan. Jadi tidak bisa disamakan antara
penghasilan pedagang dengan penghasilan aparatur negara. Dengan
demikian bagi aparatur negara harus mampu membuktikan sumber
kekayaannya bahwa kekayaan tersebut bukan didapat dari hasil penyalah
gunaan wewenanyg yang diberikan negara kepadanya. Apalagi dewasa ini,
aparatur penyelenggara negara harus memberikan dallar kekayaannya
sebelum menduduki jabatan tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
mengontrol perilaku mereka dari berbagai penyimpangan.

Berdasarkan kaidah kullivah:

e o PO I R L B PR R

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbedu dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya,

Dapat pula digunakan untuk menguatkan pengecualian beban
pembuktian pada kasus tindak pidana korupsi, yaitu aparatur negara
leetika menjabat diketahui jumlah kekayaannya, namun setelah bertugas
pada jabatan tertentu ditemukan jumlah kekayaan vang tidak wajar
beridasarkan penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian kepada
mereka harus dibebankan pembuktian terhadap hartanya yang secara
zahir menyalahi kewajaran berdasarkan penghasilan yang diterimanya.

Terkait dengan aparatur negara yang melakukan korupsi dalam

49 Aoyrrom Abdurrahman, G wdoh-O wlok Pk, (lakama: Bulan Bintang, 1967} h, 57,
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menjalankan tugasnya terdapat hadis Nabi saw. yang dapat dijadikan
dalil, r.litu

L] -

- 4 pi 12 .:
23005 T T o 30 a5 T s i U
,.-...im._.; ,'lui,,_._.,,‘; e i 1 '-ggu”u;ﬂ'mu_rr,amu;_nhﬁ-.’u?

i Bob gl =% - g
!

1wu";l-_{, .‘J-nf-‘Jl—ﬂlf}‘-‘&a—YPU—I‘-JM-\-?EEI¥.A-EL:_#LE.¢|J:||IJL$JT_
A

" ey
»

= : : ¥ i -
L.jJu_.uJ_ulA Ly iH L:u".*,,‘.h‘.-.b'—_..:‘".-ll_’ 1.?5.1.-5."_ r' m.._.v 1 |IJ‘;;-I{.!_' _;I':ﬁ-ﬂ

Artinya: Dari Abu Humaid al-Sa‘idi ra.; "Nabi saw mempekerjakan
seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu al-Utbiyah
sebagai pemungut zakat. Ketika dutanyg dari tugasnya, dia berkata:
“Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku” Beliqu
bersabda: "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya,
dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanyu
nadiah? Dan demi Zat yang jiwaku di tanganiNya, tidak secrangpun
yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan detang
pada hari kivamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa
unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang
mengembek’! Kemudian beliny mengangkat tangannva, sehinggao
terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,}: “Ya Allah
bukankalh aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan’
sebanvak tiga kali.

Hadis ini menunjukkan larangan menerima hadiah ketika
menjalankan tugasnya dan hadiah itu diberikan terkait dengan tugas
vang dijalankannya. [ladiah yang diterima seseorang terkait dengan
pelaksanaan tugas yang dijalankannya tentu saja disinyalir mengandung
kepentingan tertentu. Hadiah tersebut mengakibatkan pelaksana tugas
tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan henar.

Terungkapnya kasus pemberian hadiah dalam  hadis di atas
didasarkan kepada pengakuan pelaku sendiri. Dalam konteks pembuktian,
pelaku menjelaskan kepada Nabi saw. bahwa dia menerima zakat dan
juga menerima hadiah dari masyarakat. Meski disini awalnya pelaku tidak
menduga bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Nabi. Namun dalam
konteks pembukiian, pengakuan merupakan salah satu alat bukti. Di sini
MNabi saw. juga tidak melakukan audit terhadap semua petugas pemungut
zakat. Diduga karena para sahabat yang menerima kepercayaan untuk
memungut zakat tidak pernah melakukan pelanggaran, sechingga Nabi
tidak mengaudit kekayaan yang mereka miliki.

40 Abu ‘Abdullzh Muhammad zl-Bukhari, Sahih al-Buthard, Juz 1, (Daral-Tug al-Nalah, 1432 H),
h. 917; Abu al-Husain Muslin, Sakil Muslim, oz, VT, {Eeime: Dar al-Jil, 0.0, b 11, Dalam dwayat lain
dalam Sakih Bukhar dan Muelim terdapar perbedaan aama, yalm lbau Luthiyan dan [bnu Usbiyah.
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Dewasa ini, aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sehari
terbukti banyak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara
yang nota bene merugikan masyarakat dan dapat merusak generasi yang
akan datang. Sehingga korupsi disebut dengan kejahatan luar biasa
Untuk itu pembuktiannya juga perlu tindakan luar biasa pula, yaitu
dengan beban pembukiian terbalik yang merupakan pengecualian dari
hehan pembuktian dalam tindak pidana pada umumnya yang diterapkan
i Indonesia.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat pengecualian dalam pembuktian
tindak pidana, yaitu pembuktian perzinaan. Firman Allah Swt. dalam
surat al-Nur ayat 4 berbunyi:
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Artinva: Dan orang-orang yang menudul perempuan baik-bailk
(berbuat zina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat
orang saksi, maka jilidlah mereka 80 kali jilid dan janganlah terima
kesalksian mercka untuk selama-lamanya, Mereka ftuloh orang-
aring yang fasie.

Ayat di atas memerintahkan untuk menghadirkan empat orang saksi
hagi yang menuduh orang lain berbuat zina. Penekanan disini adalah
jumlah saksi pada kasus zina adalah empat orang. Jumlah szksi ini adalah
khusus untuk zina saja dan sejenisnya, seperti homoseksual, lesbian dan
menyetubuhi binatang. Pada tindak pidana yang lain, seperti pencurian
dan pembunuhan, jumlah saksi memadai dengan dua orang saja.
Ketentuan jumlah saksi pada kasus zina merupakan bentuk pengecualian
dari ketentuan umum jumlah saksi pada kasus tindak pidana.

Dalam kitab Tuf5ir Ayat Abkam dijelaskan persyaratan empat orang
saksi pada kasus zina karena perbuatan itu merupakan merupakan
perbuatan tercela dan tersembunyi dan dihukum dengan hukuman
yang sangat buruk pula, yaitu dengan dijilid seratus kali di hadapan
arang ramal.*! Selain itu perbuatan zina memberi efek yang sangat hesar
terhadap kelangsungan nasab anak dan hak-hak yang melekat padanya
seperti hak perwalian harus darijalur ibu, hak kewarisan hanya menerima
dari jalur ibu, dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk pembuktian
kasus zina diperlukan tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama
sekali tanpa keraguan (bevond reasonable doubt).™ Alat bukti yang sangat
mevyakinkan disini di haruskan dengan empat orang saksi lak-laki.

41 {afvir Ayot pl-ARbom, Juz i ko ALE
42 Munir Fuady, Tovi Pembukiian: Pideda dan Perdata, {Bendung Citra Aditva Bakti, J006). h 47,
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Pembuktian yang sangat ketat pada kasus tuduhan perzinaan juga
sangat ketat karena menyangkut harga diri dan nama baik yang dituduh
dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemeliharaan keadilan,
kebaikan berupa harga diri dan nama baik merupakan salah satu tujuan
syari‘at Islam. Untuk pemeliharaan tersebut al-Qur'an mengatur alat
bukti vang sangat ketat pula.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat peluang untuk diterapkan
aturan tertentu sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum,
termasuk di dalamnya pembuktian terbalik untuk kasus korupsi. Di sini
diketahui bahwa praktek korupsi tindakan kejahatan luar biasa karena
dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
perlu dilakukan tindak luar biasa pula.

Pemberlakuan khusus pada kasus korupsi adalah karena pelaku
mempereleh keuntungan secara tidak halal dari kekuasaan yang
dimilikinya. Dapat pula disebutkan pelaku mengambil atau memperoleh
sesuatu dari kekuasaannya. Jadi tidak sama dengan tindakan pencurian,
vaitu seseorang mengambil sesuatu yang bukan berada dalam
kekuasaannya. Atas dasar ini pula pada korupsi diterapkan pembuktian
terbalik, bahwa pelaku tidak menyalahgunakan sesuatu yang berada
dalam kekuasaannya. Jadi dengan menggunakan teori istihsan beban
pembuktian terbalik perlu juga dianut sebagai salah satu bentuk beban
pembulktian dalam Islam. Di mana dalam hal ini kejahatan terjadi dalam
bentuk penyalah gunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri,
yang orang lain di luar dirinya sangat sukar untuk mengetahuinya

E. Kesimpulan

Pembuktian terbalik menurut hukum [slam dapat diterima menjadi
salah satu bentuk beban pembuktian untuk kasus-kKasus tertentu saja.
Artinya beban pembuktian tidak bevlaku umum untuk semua kasus
tindak pidana Kasus-kasus tertentu yang dimaksud di sini adalah
korupsi. Korupsi di Indonesia dapat berupa memperkaya diri sendiri dan
atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan
negara.

Korupsi dapat pula terjadi dalam hentuk orang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.

Kasus korupsi dapat dikecualikan dari tindak pidana pencurian
hiasa. Karena korupsi memiliki teknik dan tata cara yang berbeda.
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Korupsi dilakukan cleh orang yang menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan pencurian
dilakukan oleh orang vang tidak memiliki wewenang, kesempatan dan
sarana untuk menguasai suatu kekayaan, Dengan demikian dalam kasus
karupsi, pelaku korupsi harus mempertangeung jawabkan wewenang,
kesempatan dan sarana vang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam
kasus pencurian, yang mendalowa seseorang telah mencurilah yang harus
membuktikan dakwaannya.
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KEMATIAN JANIN AKIBAT PENGANIAYAAN
TERHADAP WANITA HAMIL
TELAAH ATAS SANKSI HUKUM DAN KEENGGANAN
PENGADUAN DARI PIHAK KORBAN

Dir. Abdul Jalil Salam, MA

A, Pendahuluan

Regulasi hukum pidana dewasa ini yang telah dirmmuskan, baik
pada hukum pidana Islam maupun pidana positif menjadi menarik untuk
ditelusuri lebih lanjut ketika keduanya dihadapkan pada suatu kejahatan
yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah tindak
penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas pada matinya janin.

Ada heberapa hal yvang mendasari mengapa menarik untuk
membahas sanksi hukum kejahatan tersebut terutama sekali ketika
muncul keengganan-keengganan dari pihak korban untuk melaporkan
kejahatan ini, padahal aspek ancaman sanksinya dinilai cukup tegas
dan jelas. Menurut beberapa pengamatan terkini vang dilakukan oleh
Lembaga Survey Universitas Gajah Mada Yogyajakarta terhadap seluruh
Penpeadilan Neperi di Indonesia, Lermasuk Makamah Syari‘ah di Provinsi
Acehpadarentangintervalwaktu sejaktahun 20095 /d 2012, hahwa cukup
mencengangkan ketika tidak/belum ditemukan adanya perkara kematian
janin akibat penganiayaan terhadap wanita hamil yang terpanggil untuk
dilaporkan sccara spesifik oleh pihalk korban ke aparatur penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), kecuali berdasarkan temuan dan
proses penyelidikan serta penyidikan dari pihak penuntut atau melalui
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inisiatif laporan pihak ketiga.

Kenyataan selanjutnya bahwa masyarakat atau korban yang murni
meminta perlindungan hukum terkait kasus kematian janin akibat dari
penganiayaan terhadap wanita hamil pun hampir tidak ada, kecuali atas
dorongan dan desakan lembaga swadaya masyarakat. lal ini terlepas
apakah bersumber dari persepsi lemahnya faktor pengetahuan hukum
masyarakat atau pun asumsi kekurang-heranian masyarakat itu sendiri,
masih menjadi pertanyaan mendasar dan periu dilakukan tulisan khusus.
Padahal dari aspek krimatologi, kejahatan tersebut merupakan delik yang
tidak mungkin dianggap sederhana dan bahkan diduga kuat memiliki
ancaman sanksi hukum yang relatif cukup berat dan pasti, batk dalam
hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Dalam rentang empat sampai lima tahun belakangan Statistic Crime
Record (rekaman statisktik kejahatan) yang diupdate pada Desember
2012 oleh Lembaga Risert Hulum Universitas fogjakarta mencatat cukup
seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan hamil yang
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah tindak penganiayaan
seperti yang dikemukakan dalam preposisi tulisan ini. Pemicu terjadinya
hal tersebut memang umumnya diproyeksikan karena adanya prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat
umum, seperti pengambilan dan penjatuhan tindakanterhadap wanita
hamil yang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar pernikahan yang sah
yang berakibat gugurnya atau digugurkannya kandungan ataupun akibat
dari suatu tindak perkosaan yang brutal Meskipun demikian diskursus
ini masih berbentuk wacana yang menarik untuk diteliti dan ditelusuri
lebih lanjut.

Dari latar belakang singkat yang telah dipaparkan di atas, juga
berangkat dari asumsi lemahnya faktor pengetahuan dan kesadaran
hukum masyarakat terhadap selulcbeluk tindak pidana di atas, makadapat
dirumuskan permasalahan yang butuh dan menjadi perhatian khusus
dalam pembahasan tulisan ini, vaitu scbagai berikut: Bagaimanakah
format penetapan dan prosedur implementasi sanksi pada hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam dalam merespon matinya janin yang ada
dalam kandungan akibat penganiayaan terhadap wanita hamil?. Apa vang
menjadi faktor spesifik tidak terdapatnya pelaporan delik pidana ini oleh
pihak korban ke pihak terkait dan bagaimana membangun keyakinan
pihak korban untuk melaporkannya?

Rentang waktu penelusuran dan survey kasusdilapangan difokuskan
pada tindakan yang terjadi sejak medio Januari 2009 hingga Desember
2012, Fokus tulisan lapangan sendiri terpusat pada melacak point pemicu
dan latar belakang akar permasalahan yang menggiring absensinya
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pelaporan dari pihak korban penganiayaan ke aparatur pemerintah yang
berwenang,

Tulizan ini bertujuan untuk menguraikan tentang kriteria berikut
ketetapan-ketetapan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
menyangkut delik penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas
kepada kematian janin berikut prosedur implementasi hukumnya. Di
samping untuk menjajaki dan mengeksplorasi jenjang tipelogi sanksi
hulum dari kedua sistem hukum tersebut terhadap pelaku penganiayaan
serta untuk menelusuri informasi terpendam terkait faktor-faktor
spesifik tidak diadukannya jenis pidana ini secara langsung ke pengadilan
atau ke aparatur berwenang oleh pihak korban.

Hasil tulisan ini mempunyai manfaat penting dalam pendalaman
sekaligus berkontribusi langsung terhadap materi figh jinavat dan hukum
pidana positif di Indonesia, termasuk di Aceh secara khusus, baik pada
masa sekarang maupun pada masa yang akandatang. Hasil tulisan inijuga
dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengadaan dan pengayaan
referensi tentang persoalan figh jinayat khususnya persoalan substansi
dan esensi sanksi hukum pidana positif dan pidana Islam terutama
bagi Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh ke depan. Di samping juga dapat
menjadi bahan acuan bagi para pihak korban tindak kekerasan dalam
rurmah tangea (KDRT) di Indonesia dalam upaya mencari keadilan dan
perlindungzan hak-hak sipil dan legal mereka.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang
dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa jenis tulisan ini
adalah kombinasi selektif dari tulisan pustaka (lbrary research), yailu
tulisan yanz menggunakan fasilitas kepustakaan seperti buku, kitab atau
majalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif,’ditambahtulisan
lapangan (field research), melalui penelusuran dan penggalian informasi
di lapangan terkait objek tulisan dengan pendekatan partisipatory
résearch. Dalam tulisan ini dikaji berbagai sumber kepustakaan dan
disempurnakan denganobservasilapangan yvang berkenaan dengan pokok
permasalahan. Pengkajian difolkuskan kepada memahami ketetapan dari
dua sistem hukum yang berbeda mengenai delik penganiayaan terhadap
wanira hamil vang herimbas pada kematian janin. Dalam tulisan ini juga
dilakuikan eksplorasi ke sasaran-sasaran signifikan guna memperoleh
informasi akurat baik dari responden maupun pihak-pihak informan dan
lembaga terkait.

Jenis tulisan ini adalah perpaduan antara tulisan pustaka dan
tulisan lapangan, maka sumber data dalam tulisan ini adalah data yang
diperoleh baik di pustaka maupun di lokasi tulisan. Tulisan ini fokus
pada kajian tentang kriteria berikut ketetapan-ketetapan dari hulum
pidana positif dan hukum pidana Islam menyangkut delik penganiayaan

i Soejana Scekanta, Fengantar Panalitlan ifurum, [Takarta: Ul-Press, 15845), h. 10,




G2  MEMAHAM! DESKONSTRUESI HURUM DALAM PRANATA SOSIAL ISLAM

terhadap wanita hamil yang berimbas pada kematian janin. Sasaran
difokuskan pula pada jenis sanksi hukum dari kedua hukum tersebut
bagi pelaku penganiayaan dimaksud serta faktor-faktor signifikan yang
melatarbelakangi tidak dilaporkanannya jenis pidana ini secara langsung
ke pengadilan atau pihak yang berwenang oleh piliak korban,

Dari sini dapat dirumuskan asumsi awal tulisan ini bahwa delik
penganiayaan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah
delik adhoe (khusus) dan semi pengecualian, karena secara formil dan
materil delik pidana ini tidak terumuskan secara eksplisit dan nyata baik
pada aturan hukum pidana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-
undangan pidana pesitifdi Indonesia. Halini berpengaruh signifikan pada
bentuk penetapan sanksi oleh pengadilan termasuk membuka peluang
munculnya keengganan dari pihak korban untuk melaporkan divi.

Proses pengumpulan data dzalam tulisan ini dilakukan dengan
memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan
dalam metode tulisan pustaka dan lapangan, yaitu studi dokumentasi dan
eksplorasilapangan yang digandeng dengan analisis komparasi. Teknikini
dipakai untuk memperoleh informasi yang memperkaya data. Dokumen
vang dipelajari dan diteliti adalah literatur-literatur tentang ketetapan-
ketetapan dan doktrin-doktrin yang dihasilkan dari hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam, berikut karya-karya yvang menjelaskan
tentang jenis sanksi hukum dari kedua sistim hukum tersebut bagi pelaku
delik penganiayaan. Termasuk juga buku-bukuyang selama ini menjadi
rujukan masyarakat dalam memahami tindak pidana tersebut, Eksplorasi
Pursipatori yang dilakukan dengan mendatangi beberapa pihak terkait
seperti pihak penpgadilan dan penjemputan bola ke pihak keluarga korban
dan mengzali informasi daripihak lembaga swadaya masyarakat dimana
pihak korban mengadukan permasalahan mereka.

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam
berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya dianalisis melalui
pendekatananalisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan
komparatif ekploratorif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari
pernyataan vang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum,
metode ini digunakan untuk menganalisis kasus kematian janin akibat
penganiayaan terhadap wanita hamil.?

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjadikan penemuan lapangan
lebih dikenal oleh masyarakat luas, memhberikan gambaran dasar
mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan
teori yang bersifat tentatif membuka kemungkinan akan diadzkannya
tulisan lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan teknik
dan arah yang akan digunakan dalam tulisan berikutnya.

2 Sutrrsno Hody Metedeleg! Roet, {(Yogyakerta: Gageh Mada University Press. 1997 & S0




REMATIAN JANIN AKIBAT PENGANIAYAAN TERHADAP WANITA HAMIL - 63

B. Makuna Penganiayaan dan Pembunuhan

Abdul Qadir "Audah dalam al-Tasyri'i al-Jina’i al-Islami, mengatakan
bahwea dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dikenal dan
dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah
terhadap selain jiwa. Beliau menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh
hisa berupa al-syijfaj, dan al-jurh.el-Syijjaj adalah pelukaan terhadap
orang lain pada bagian kepala dan wajah sedangkan ol-jurf  adalah
pelukaan terhadap anggota tubuh/badan orang lain?

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz dalam Panduan Figih
Lengkap, membagi jinavah terhadap tubuh menjadi tiga macam, yakni:
1) wl-syijjaj, vaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
2} al-Jurh, yaitu pelukaan vang mengenai badan, termasuk pelukaan
vang menembus rongga. 3) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti
buta, tuli, dan sehagainya.* Wahbah al-Zuhaili dalam al-Figh al-Islami wa
adillatuhy, menyatakan bahwa pada dasarnya delik yang mengakibatkan
kematian terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu: a) Pembunuhan vang
diharamkan; yakni setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan
dan penganiayaan. b) Pembunuhan yang dibenarkan; vakni setiap
pembunuhan vang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya
pembunuhan yang dilakukan oleh alzojo dalam melaksanakan hukuman
gishash.®

Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini dalam Mugni al-
Muhtajmengklasifikasi scbab-schab penganiayaan yang mematikan
kepada tiga macam, yaitu:1) Sebab Hissiy (perasaan/psikis) seperti
paksaan untuk membunuh. 2) Sebab Syariy, seperti persaksian palsu yang
membuat terdakywa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat sesevrang
vang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan)
untuk menganiaya secara sengaja. 3) Sebab ‘Urfiy, seperti menyuguhkan
makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali
sumur lalu tidak menutupnya sehingga ada orang terperosok dan mati®
Andi Hameah dalam Kemus Hukum Pidane mengatakan bahwa delik
penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu
suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada
KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak

3 Abdel Qadir Mudeh, ol Tesrry ol-fingt ol-fdome {Bearet Daral-Korab al-Araba, ih), b 6,

4 Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz, Panduon Figih Lengkap, (terj.
Ieam Tashfivah LIPIA-Jakana), (Bogor: Pustaka [bnu Katsir, 1999), h. 766-769.

5 Wahbah al-Zubaili, Al-Figh al-Islami..., h. 5675,

6 Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, Mugni aol-Muhty), (Mesin
Mustafa al-Bab al-Halabl wa Aulad, 1958), h. 6.
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memust arti penganiayaan tersebut secara spesifik.’

Leden Marpaung dalam Tindak Pidana Terhadap Nyawa, membagi
tiga unsur atau faktor pada delik pidana yang berhubungan dengan kasus
pupurnyd Kandungan, yaitu; 1) fonin. 2) 1bu yeng mengandung. 3) Pihak
retiga, yaitu vang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan Pasal-Pasal
tersebut adalah untuk melindungi janin. Perkataan “pugur kandungan”
tidak sama dengan “matinya janin’.Kemungkinan, janin dalam kandungan
dapat dibunuh, tanpa gugur Namun pembuat undang-undang dalam
rumusan KUHP, belum membedakan kedua Eal tersebut ®

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai
jarimah dan pelakunya bisa dikenai pertanggungjawaban pidana
haruslah apabila telah terpenuhi 3 (tiga) elemen prinsip, yaitu: 1). Unsur
formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan vang menunjukkan larangan
terhadap suatu perbuatan vang diancam hukuaman. 2) Unsur materiif,
yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-
nyata berbuat atau sikap tidak berbuat. 3} Unsur moril, yaitu unsur yang
terdapat pada pelaku. Seperti bahwa pelaku farimah haruslah mukallaf,
vaiti orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah
vang dilakukannya’

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut
“penganiayaan’. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: 1)
Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
a. Penganiayaan hiasa. b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka herat. o
Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mati. 2) Penganiavaan ringan
yang diatur oleh Pasal 352 KUHP. 3) Penganiayaan berencana yang diatur
oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
berat. b. Mengakibatkan korbannya mati. 4) Penganiayaan berat yang diatur
oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
berat. b. Mengakibatkan korbannya mati. Terakhir 5) Penganiayaan berat
dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai
berikut: a. Penganiayaan berat dan berencana. b. Penganiayaan berat dan
berencana yang mengakibatkan korbannya mati.

Pengaturan KUHP mengenal “gugurnya kandungan” yang dijadikan
acuan adalah sebagai berikut: 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu.
2) Penpgupuran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang
mengandung. 3) Pengzuguran kandungan dengan izin perempuan yang
mengandungnya.’s

7 Andi Hamzah, Kamus Hukum, [Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986}, h. 144

8 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Mvewa dan Tubuh: Pemberantasan
dan Frevensinya, (Jakara: Sinar Grafika, 2002}, h. 46,

9 A Hanafi, dAsas-dsasHukum Pidanalsiam,{Jakarta: BulanBintang, 1986),h.87.

i Leden Marpaung, Tindak Piduna..., h. 46,
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C. Sanksi Penganiayaan dan Pembunuhan Serta Keengganan
Korban Penganiayaan Untuk Melalkukan Pengaduan

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang
sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati
mendapatkan satu macam lindak pidana yang berlanjut, yaitu tindak
pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan,
demikian juga dalam hukum pidana positif.

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,
dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku jelas merupakan sebuah delik Baik itu dipandang dari segi hukum
pidanaislam maupun darisegi hulkum pidana positif. Dalam kasustersebut
terdapat satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana,
yvang pertama adalah delik penzaniayaan yang ditujukan terhadap si ibu
dan yang kedua adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan
tersebut.

Di samping hal tersebut, kasus tersehut telah lengkap mengandung
unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang
vang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan
aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

Kedua sistem hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari
segi tindak pidana perbuatan yang dilakukan dalam kasus itu merupakan
delik penganiayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalam
merumuskan jenis dari tindak pidana tersebut ada beberapa perbedaan.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai
jenis. Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang
ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum
pidana Islam membaginya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut
Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas jinayah
al-utraf, asy-syijjaj, serta al-jirah, sedangkan pembunuhan terbagi atas
getl al-‘amd, gatl syibh ‘amd serta qatl khata'.

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan
atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-
unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain
sebasainyva.

Kasus yvang dikemukakan dalam pembahasan kali ini dilihat dari segi
tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikkan
ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya dapat dilihat dari akibat yang
di derita oleh si ibu, apakah itu berupa luka-luka, terpotong anggota
tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh
pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.
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Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhannya pun menurut
hukum pidana Islam dalam mengkatagorikan jenisnya juga harus melihat
sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh si
janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan
jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku,

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman
hagi pelaku penganiayaan yvang tertuang dalam al-Qur'an maupun
beberapa hadis yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya
dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik
penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan
itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa qisas, divat, ta'zir serta
xifarah. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari
kejahatan yang dilakukan. Sedanpkan untuk delik pembunuhan sanksi
hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum gisas dengan cara membalas
membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum gqisas ini dilakukan eoleh
wali si korban (waliy ad-dam). Akan tetapi selain sanksi gisas tersebut bagi
waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku,
yaitu antara hukum gises atau mengambil divet atau bahkan memaafkan
pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara
sengaja, dasar dari hal tersebut adalah

Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumiah
hartakepadawalisikorbansesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh syard’. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau
juga dari ‘agilah. Untuk pembunuhan sengaja divat diambilkan dari
harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan
sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘agifah,

Dalam hukum pidana positif, kelentuan sanksi hukuman bagi pelaku
penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai
penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 358-351 KUHP. Dalam pasal-
pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan
sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa
hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan
ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam
hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semua
pembunuhan diancam dengan hukuman mati.

Dalam KUHPancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya
pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara
selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan
sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima helas tahun, yaitu pada
jenis penganiayaan beral dan berencana yang mengakibatkan Kematian
5i korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur
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penganiayaan beral dan berencana yang mengakibatkan luka berat
dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum
tersebut rerdapat perhedaan jenis hukuman untuk delik penganiavaan
maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam holum
pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal
adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis
hukuman yang dikenskan terhadap orang yang melakoukan pembunuhan
dengan sengaja, vang disebut dengan gises (pembalasan). Di dalam
gisas terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi
seseorang dan hak tersebut lebih kentara. Sehingga penctapan terhadap
suatu hukuwman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan
pelaku kejahatan tersebut,

D. Penutup

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah
dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang
melawan hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil
schingga mengakibatkan kematian janin yang dikandung apabila ditinjau
dari kedua sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
pada dasarnya hanya adasedikil persamaanakibat hukumnya. Persamaan
tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari
diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau
sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan
memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta
individu.

Dari pemaparan di atas dapat difahamibahwa delik penganiayaan
wanita hamil vang mengakibatkan kematian janin adalah delik adhoc
(khusus) dan semi pengecualian, karena secara formil dan materll delik
pidana ini tidak terumuskan secara eksplisit dan nyata baik pada aturan
hukum pidana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-undangan
pidana positif di Indonesia. Hal ini berpengaruh signifikan pada bentuk
penetapan sanksi termasuk membuka peluang munculnya keengpanan
dari pihak korban yang memahami hukum sendiri untuk melaporkan ke
pihak berwenang.

Ditambah lagi pemicu terjadinya keengsanan pihak korban
untuk melaporkan kasus penganiayaan wanita hamil vang berakibat
pada matinya janin uwmumnya dilatarbelakangi oleh adanva prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat
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umun, seperti pengambilan dan penjatuhan tindakan terhadap wanita
hamil yang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar pernikahan yang
sah atau akibat dari suatu tindak perkosaan yang brutal. Di samping hal
ini bersumber dan tidak terlepas dari dari lemahnya faktor pengetahuan
hukum masyarakat dan kekurang tertariknya masyarakat itu sendiri
untuk melaporkan kasus tersehbut.

Dari fenomena di atas dirasa perlu untuk membangun kesadaran
hukum masyarakat demi untuk melindungi hak-hak konstitusional
mereka dan  melepaskan mereka dari belenggu keterbelangan
pengetahuan hukum, Bagi pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait,
agar menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi
dan memberi rasa aman, sehingga masyarakat tidak terkungpung oleh
pertimbanganrasa malu yanglebih dikedepankan ketimbang menemukan
penyelesaian kasus yang mereka hadapi.
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PIDANA DENDA SEBAGAT SANKSI ALTERNATIF
STUDI TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh: Edi Yuhermansyah, SHL, LL.M

A. Pendahuluan

Pemegang peran utama kewenangan dalam persidangan di
pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa
di dalam sistem peradilan. Dengan wewenang tersebut, menimbulkan
konsekwensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi
dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan
ridak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang
diucapkan sebelum memangku jabatannya.

Tugas dan fungsi hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, discbutkan bahwa tugas
pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.
Hakim harus bertangoung jawab atas penetapan dan putusan yang
dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus
berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepai dan benar

Tugas hakim didalam pertimbangan putusannya tidak hanya
menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga
norma hukum. Apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai
aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus
dicari didalam doktrin hukum, dan nilai moral denpan mematuhi kode
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etik dan pedoman perilaku hakim. Karakteristik hakim yang memenuhi
kualifikasi hakim vang ideal haruslah hakim yang adil, teguh, mampu
mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak
mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya,
komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-
tugasnya secara optimal®,

Pada dasarnva, putusan hakim diadakan untuk menyelesaikan suatu
perkara bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan
(the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim
benar-benar memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi guna mewujudkan
putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tentunya
tidaklah mudah. Terkadang dalam beberapa putusan hakim menimbulkan
pertanyaan diberbagai kalangan.

Selain itu, setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas.
Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Oleh
karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum
dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang
benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika
fakta hukum tidak ada. Ini sangat berkaitan pada berlakunya hukum
pidana, atau yang lebih dikenal dengan istilah asas legalitas.

Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka
jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dalowvaan-
dakwaan pihak penutut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti
atau tidak terbukti. Fakta hukum merupakan sisi das sein sebuah putusan
hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim
(there are not facts, no judge’s decision).

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara oleh hakim
pada umumnya mengikuti beherapa tahapan?’

1. Menpkonstatir fakta-fakta, vang diartikan sebagai menyimpulkan
fakta-fakta atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknya
terdapat peristiwa konkret.

2. Mengkualifisir  peristiwa  yang  berarti  mengelompokkan/
menggolongkan peristiwa konkret yang telah dilakukan pada tahap
pertama, termasuk atau digolongkan pada peristiva hukum apa.
Jlika digolongkan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan/
pelanggaran dan jika digolongkan pada hukum perdata apakah pada

1 Tim Psikologi Universitas Indonesia, Luporan dnalisis Pendldizan Bagi Calon
Hukim RI, Depok, Februan 2010, k.67

2 Sudikno Menokusumo, Penemuan Hukum Sebnoh Penpontun, (Yogyakana:
Liberdy, 2009), h. 89
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peristiwa hukum yang bersumberkan pada undang-undang atau
perjanjian,

3. Mengkonstitusikan peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk
menentukan haknya, memberikan keadilan atas suvatu hubungan
hukum antara peristiwa hukum dan subyek hukam.

Oleh karena norma hukum merupakan bagian dari norma sosial.
Dalam hubungan ini, [JH. Bruggink menegaskan bahwa norma hukum
(rechtsnorm) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum
{rechtsregel), sebab arti dari suatu aturan hukum itu harus ditantkan
pada isi normanya, dengan catatan: Pertama, isi norma menentukan
wilayah penerapannya. Kedue, isi kaidah berbanding terbalik wilayah
penerapannya’

Diantara beberapa bentuk pidana pokok, pidana denda merupakan
jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan oleh hakim. Karena hakim
lebih cenderung menggunakan penjara atau kurungan (perampasan
kemerdekaan) dalam putusannya.® Padahal penggunaan pidana
perampasan kemerdekaan terkesan "boros”, bahkan dunia internasional
dewasa ini telah memulai untuk untuk sejauh mungkin menghindari
penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan
limitatif®

Beberapa hasil penelitian di luar negeri maupun di dalam negeri
seperti yang dilakukan oleh Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson, dan
Sudarto secara umum diungkapkan bahwa ada tanda-tanda pidana denda
lebih berhasil atau lebih efektif dari pada pidana penjara atau kurungan ®
“Quaelibet puena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibed poena
pecuniarig” {bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih
berat daripada pidana denda),” peribahasa latin ini menggambarkan
hagaimana pandangan masyarakat mengenai kedudukan pidana denda

3 MH. Brugging, Refeksi Tentang Hukum: Penpertiun-Pengertian Dasar Dalom
Teuri Hukum, Alih Bahasa AriefSidhana, (Bandung: Citra Aditva Bakti, 1995), h. §7-88

5 Sll—""serj}nll.'l AR | Pesdharven fidora Denda di lndohesia: Fedang Em:’a&&agai Fangki .-'”ft!'-l'?’ﬂl'ﬂ
[fakarga: Papaz Sinar Sinznd 20123, h. 10,

5 Menurut Bardas Nawawi Arief, kebijakan yang selektif dan limitatif dalam
penggunaan pidana penjara,tidak hanya beranti harus ada penghematan dan pembatasan
pidana penjara yang dirnmuskan/diancambkan dalam perundang-undangan, tetapi juga
harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif
dan limitatifl Ini berani harus pula tersedia jenis/tindakan altematif lain yang bersifat
“non-custodial”. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijukon Hukum
Pidony, (Bundung. Ciua Aditya Bekii, 2002), h. 234-235.

& Drwi Endsh Murhayai, ~Sisem Pidana Denda dafan Kebiraken §egislatif di Indonesia” Tesiz
Progrem Pazcaswjana Thno Hukem, (Semarang: Universizas Dipasagaca, 200%), b 3

7 Andi Hamazah, Sistem Pidana dan Pemidonoon di Indonesia, (Jakarta: Pradnyu
Paramita, 1993), h 3.
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jika dibanding dengan pidana penjara. Sekalipun harus diakui pendapat
yang menyoroti kelemahan atau segi negatif pidana denda, yaitu lebih
menguntungkan yang kaya, semakin menempatkan pidana denda pada
posisi yang lemah dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).

Karena iy, perkembangan mutakhir dalam  hukum  pidana
khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana denda vang menjadi
trend atau kecenderungan dunia Internasional adalah berkembanpnya
konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan
(alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif
(alternative sanction).

B. Pidana Denda dalam Sejarah dan Pandangan Ahli Hukum

Pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban
membayar sejumlah vang tertentu, Di antara jenis-jenis pidana yang
terdapat di dalam KUHP jenis pidana denda merupakan pidana tertua?
lebih tua dari pidana penjara, bahkan ada yang menyebut setua pidana
mati?

Pada 7zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya
dikenskan pada kasus-kasus penghinaanatau pencuriandan pembunuhan
binatang piaraan yvang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar
atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang
diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut: 1} berdasarkan kasta
orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2)
berdasarkan akibar yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
3) berdasarkan perincian anggota vang terkena; 4) herdasarkan waktu
berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang vang berbuat salah;
6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan.
Apahbila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menfadi
hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan
tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat
berhenti menjadi hamba. Dan yang berhak menetapkan berapa lama
seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya
adalah raja yang berkuasa.’

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di
Indonesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarse [Irian Jaya) sescorang yang
melanopar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain
membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat.

3 Andi lamzah, Sistem Pidana ..., h. 53,

3 Ranksi pidanas mati relah dikenal sejak zaman Nebi Musa (Mesaisehe Heigevingh, 5. B Siznturi dan
Paaggebesn Mompens Mulum Penifenria b 3L

i Andi Hameah, Sistem Piduna..., . 14
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Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salzh, dan
keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati,
maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di Minangkabau, dikenal
hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus
dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk
Ketemanggungan, ehsekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara
ditikam.*

Di Bali, dahulu denda dibedakan z2tas “danda” dan “dosa". “Danda”
adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar
suatu ketentuan (owig-awig) di banjar/desa, sedang “dosa’ ialah sejumlah
uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar/desa apabila tidak
melaksanakan kewsjiban sebapaimana mestinya. Kedua jenis pidana
denda itu masih berlaku hingza saat ini dan merupakan bagian dari
jenis sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig desa, tetapi hanya
dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan bila
terhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.i?

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana
adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda
[(VOC) masuk wilayah Indonesia. Sefak itu dualisme dalam tata hukum
vang herlaku di wilayvah Indonesia. Orang Indonesia asli hidup di bawah
kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan
hukum Belanda.”

Untuk mengatasi adanya dualisme KUHP yang berlaku di wilayah
indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L-N. 1958 No. 127) tanggal 20 September
1958 vanu mulai berlaku tangpal 29 September 1958 dengan menegaskan
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh
Indonesia. Jadi tugas utama Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 ialah
untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil
[mengadakan uniformites) dengan memberlakukan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.*

Dengan  berlakunya osus  uniformites hokum  pidana, maka
penggzunaan pidana denda sebagai sarana penanggulangan tindak pidana
di berbagai masyarakat adat juga berlaku wniformitas, karena sanksi
pidana denda merupakan bagian dari stelsel pidana di dalam KUHP
{(W.v.5) yangz masih tetap berlaku hinppa sekarang.

Namun periu dicarat, keberadaan Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tidak berarti menghapus eksistensi hukum pidana adat (termasuk

sanksi pidana dendal, melainkan eksistensinya tetap diakui sebagai
11756l b 1518
12 Made Widnyana, KupdioSeledta HukumAdar,{Bandung, Eresco, [993), 1. 19-21,
13 Utrechl, Peagansae iimw Aludem. b 223
1445 b 7
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hiukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Drt. 1951, yang didalam Pasal 5 ayat (3) sub b berbunyi:
“....bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tizda bandingannya dalam Kitab
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak
lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp. 500,000,- (Limaratus
rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum...Bahwa, Bilamana
hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui
hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa
dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 {sepuluh) tahun penjara,
dengan pengertian bahwa hukuwman adat yang.. tidak selaras lagi dengan
zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”

Dengan demikian, cksistensi sanksi pidana denda tidak hanya
vang termuat di dalam stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan
terdapat pula di dalam hukum pidana adat, sesuai ketetapan Undang-
Undang Nomor 1 Drt. 1951,

C. Sistem Pidana Denda

Menpacu pada pengertian "sistem pemidanaan”, maka hakikat dari
sistem pidanadendaadalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-
undangan vang mengatur bapaimana pidana dendaitu ditegakkan secara
konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).

Sehagai konsckuensi logis dari karakteristik tersebut, maka sudah
barang tentu strategi kebijakan fungsionalisasi/penegakan pidana denda
berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi
Arief mengatakan:*®

“Dalam menetapkan kebijakan legisiatif yang berhubungan dengan
pelaksanaan (eperasionalisasi/fungsionalisasi) pidana denda perlu
dipertimbangkan antara lain mengenai:

1. sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;

2. batas wakiu pelaksanaan pembayaran denda;

3. tindakan-tindakan paksaan yang dihavapkan dapat menjamin
terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak
dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

4,  pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus [misalnya
terhadap seorang anak yvang belum dewasa atau belum bekerja
dan masih dalam tangsgungan orang tua):

5.  pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

15 Metedi dan Berds Nawawi Arnel, Jeore-Teori Pemidarnaan., i 131
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Dari pendapat tersebut, kebijakan nperasional pidana denda yang
harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah
pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan
pidana denda secara konkrit. Seberapa besar kebijakan legislatif memberi
kewenangan/kebebasan kepada hakim untuk mengoperasionalkan
pidana denda, jawabannya sangat tergantung pada sejauh mana
pemahaman dan penghayvatan para legislator mengenai aliran-aliran
dalam hukum pidana. Apabila konsisten dengan konsepsi [iukum Pidana
Modern yang berorientasi pada individualisasi pidana, jelas menghendaki
adanya kebebasan hakim yang lebih luas dalam pelaksanaan pidana
denda. Terlebih lagi mengingat kemampuan finansial setiap pelanggar
tidak sama, maka invidualisasi pelaksanaan denda harus pula
mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa,'*

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada
individualisasi pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah' bahwa ada
perkembangan menarik yang terjadi di negara Skandinavia (Finlandiadan
Swedia), kemudian ditkuti oleh Jerman, Austria, Perancis, dan Portugal,
yaitu diperkenalkannya sistem penetapan jumlah pidana pidana denda
baru yang disebut denda harian {day fine) dengan tujuan agar pidana
denda itu menjadi adil, karena perhitungan besar denda didasarkan
kepada pendapatan pelanggar perhari. Jadi perimbangan seberapa lama
orang seharusnya dipidana penjara dibanding dengan jika diganti denda,
maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan
orang itu per hari.

Andi Hamzah melanjutkan, untuk mewujudikan denda harian
individual yang didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari, hakim
menempuh cara-cara sebagai berikut:'®

a.  Resalahan dinyatakan dan dikonversi dalam dalam pidana
penjara menurut hari;

b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per
bulan terdakwa;

c.  Urang-utang yang ada sekarang dikurangkan;

Jumiah itu dibagi jumlah hari dalam sebulan;

e, Jumlah yang ditentukan dalam bagian a sampai dengan d
dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar;
misalnya: |

[A(3008): B (30)] xC (100) = F (100%)
16dan Pemmelink, Hufion Pldzns: Nemertar Aoy Sorel-Paral TerpenringDert Kitgb Undarg-
Lndarg Mubem Prdana Bzlands dan Padananmye dofam fitah Undang-Undiong Hubum Prdane indanesim,
{(Tekarta Gramedia Fustaka Dlrama, 70031, h 482-133
17 Andi Tamzah, Perbandingan Flukum pidong Seberapa Mepara.... b 1617,
184600 b 1T
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Keterangan :

A = Jumlah pendapatan per bulan

B = Jumlah hari per bulan

C = Jumlah hari scimbang dalam pidana penjara
F = Jumlah denda yang harus dibayar.

Aspek lain yang harus diperhatikan oleh para legislator dalam
menetapkan kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorientasi
pada individulisasi pidana adalah pengaturan hal-hal yang bersifut
khusus yang berkaitan dengan keadaan si pelanggar /terdakwa, kebijakan
demikian dipandang penting untuk mewujudkan pemidanaan yang
bersifat individual.

Mengenai kebijakan pelaksanaan pidana denda, Barda Nawawi Ariefl
mencontohkan sebagai berikut:** Ada kebijakan pelaksanaan pidana
denda yang menarik dalam hal-hal khusus yang terdapat di Inggris dan
Singapore, yaitu:

» DiInggris

Antaralainadaketentuan bahwa dalam perkara yang menyangkut
anak di bawah wmur 14 tzhun, orang tua atau walinya dapat
diperintahkan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada
anak itu, kecuali pengadilan yakin bahwa orang tua atau wali
tidak dapat dipersalahkan.

» Di Singapore

Ada ketentuan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar
denda, kerusakan-kerusakan atan ongkos-ongkos dibayar oleh
orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecual
pengadilan berpendapat bahwa orang tua/walinyaitu tidak dapat
dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran
vang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya
memelihara anak.

Apabila KUHP Inggris dan KUHP Singapore mengatur pelaksanaan
pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak dalam batas-batas tertentu
menjadi kewajiban orang twa/walinya. Sebaliknya KUHP Perancis
menetapkan kebijukan khusus, bahwa “the fine-day” atau “jour amande”
tidak dapat dikenakan kepada anak-anak®

Prinsipnya  kebijakan  pelaksanaan pidana denda  yang
mengedepankan individualisasi pidana, menghendaki elastisitas dan
fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan jumlah pidana denda, batas
waktu pembayaran denda, tindakan-tindakan paksaan yang dapat

19 M4uladt d=n Barda Mawewi Anel, Teori-Teorr__ [t 185
20 Barda Nmwwwi Ariefl, Bebergpn Masalen ho 23
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menjamin terlaksananya pembayaran denda, pelaksanaan pidana denda
dalam hal-hal khusus, tetapi bukan berarti kebebasan hakim itu bersifat
mutlak tanpa ada batasannya. Dalam hal ini, Muladi®® mengatakan,
"judicial discreation yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Yang
dikehendaki bukanlah how to make sentences equal, But in making
sentencing philosophies agree”. Selanjutnya, Sudarto, “Agar hakim
dalam kebebasannya memberikan keputusan, ada batasannya maka
harus ditetapkan pedoman pemidanaan schagai kriteria objektif untuk
pemberian pidana oleh hakim #

Secara terperinci mengenai pedoman pemidanaan menurut
Jescheck adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus
diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan
dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana
bersyarat (dan seterusnya). Tercakup di dalamnya delik yang diperbuat,
nilzidari kebendaan hukum yangterkait, carabagaimanaaturan dilanggar,
kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga personalitas pelaku, umur, jenis
kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat. Namun, juga mentalitas
yvang ditunjukkan (misalnya karakler berangasan), juga rasa penyesalan
yang mungkin muncul dan selanjutnya curriculum vitae maupun catatan
kriminalitas {criminal record), residivis.”

Terkait dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengajukan
beherapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang
pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Pidana denda baru dijatuhkan apabila:

a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan rivayat hidup serta
watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu
cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;

b. Terdakwatelah mempercleh keuntungan materiil dari kejahatan
yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana
denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan
dapat memperbaiki si pelanggar;

c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang
dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan
zanti rupi atau mengadakan perbaikan terhadap orang vang
menjadi kerban kejahatan;

Z. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya
memperbitungkan swmber-sumber Keuangan si terdakwa dan
beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan

21 Muladi, Kapita Seledia, _h 108

225udarty, Hukem cdun. h, 43,

23 ]an Pemmaelink.. . h 562-543

24 Mulady g Berda Nawawt Anef, Teord-Tecrd B 1B7-188.
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Dengan demikian pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa
kebijakan sistem pidana denda yang benar-benar konsen terhadap
beberapa faktor yang perlu diperhatikan di atas, tidak saja mampu
mewujudkan kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual, tetapi
tebih dari ite dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda yang
humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya.

D. Penetapan Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Snedarte® mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2)
arti:

1. Dalam arti umun ialah vang menyangkut pembentuk undang-
undang, ialah vanz menetapkan stelsel sanksi hukum pidana
(pemberian pidana in abstracto);

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau
jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel
sanksi hukum Pidana itu (in concreto).

Jika dikaitkan dengan “"sistem pidana dan pemidanaan” Andi
Hamzah memberikan defenisi sebagai susunan (pidana) dan cara
{pemidanaan).®®* Selain itu, pengertian “sistem” sebagai prosedur
(proses), maka pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan
sanksi dengan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto
menyatakan bahwa pemberian pidana in absracto adalah menetapkan
stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-
undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai
badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi
hukum pidana it

G.P. Hoefnagels™ berpendapat “secara fungsional perwujudan suatu
sanksi pidana dapat dilthat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui
tiga tahap perencanaan’, yaitu:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;

2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan

3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, menegaskan bahwa
masalah perwujudan sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan
suatu rangkaian kebijakan vang berada dalam sistem pemidanaan.
Dengan kata lain, sistem pemidanaan dalam tahap-tahapnya tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya.

25 5udarts, Mukem Oan Flubvem Prdang, (Bendung: Alumai, 19360 b 42

78 Andi Hamezah, Sistem Pidona dan Pemidanaan a5 Indonesia..
27 Sudarta, Hudiom don Hedoem Padoma, B 43
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E. Pidana Denda Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan

Pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami
perubahan. Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946
mendorong penciptaan lindak-tindak pidana baru di luar KUHP depgan
menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana
untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagai antisipasi
terhadap semakin herkembangnya kriminalitas (kejahatan baru).

Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat juga dilihat dengan
munculnya kecenderungan yvang mencolok untuk memperbantukan atau
mengkaryakan hukum pidana {denda) dalam bidang hukum yang lain.
Rerkaitan dengan ini Wirjono Projodikoro®® mengatakan, hukum pidana
mempunydi tempat vang istimewa dalam bidang hukum yang lain, yvakni
hukum tata negara, hukum tata usaha negara (hukum administrasi
negara) dan hukum perdata.

Sementara Philipus M. Hadjon®* menulis, hampir pada pelbagai
ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (lermasul atamanys
di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai
dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan,
denda dan semacamnya sehagai salah satu upaya pemaksaan hukum (law
enforcement) terhadap pihak pelanggar.

Penggunaan sanksi pidana denda di luar KUHP (undang-undang
pidana khusus) dapat diketemukan antara lain pada: (a) Undang-Undang
Nomor 7/Drt Tahun 1955 tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Ekonomi; (b} Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Havati Dan Ekosistemnya; (¢) Undang-Undang
Nomor 7 Tashun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan; (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (e)
Undang-lindang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (I} Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; (g) Undang-Undang
NMomor 23 Tahun 1997 tentang UUPLH: (h)} Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (i) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (j) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (k) Undang-Undang Nomar
15 Tahun 2001 tentang Merek; (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; (m) Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002
tentang Pencucian Uang; (n) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
(0) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; (p) UU

23 RohmatSuemitro, Pajak Ditinfau DariSegt Hukum (Bandung:Eresco, 1991 ),h 88
3oPnhilipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi fndonesia, (Yogyakarna:
Gajeh Meda University Press, 20010, h. 262-263.
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No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; (q} Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penphapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
(r) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Nan (s} Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.’™
Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda merupakan hal
yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, hukum pun
berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dikatakan
Roeslan Saleh, hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung
pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik itu mengenai
bentuk pemidanaannya, juga mengenai berat ringan pemidanaan.®
4. Balakrishnan dengan panjang mengatakan:
"hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya
memerlukan perubahansesuai dengan perubahan masyarakat. Tidak
hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan
sebagai suatu kejahatan tetapi juga mengenal apa yang seharusnya
dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gapasan-gagasan
mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubzhan-
perubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral
dan kemasyarakat."™**

Andi Hamzah dengan menyoroti perkembangan penggunaan pidana
dengan, “Padazaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-
delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.”* Sementara |.E.
Lokolle yvanpg mengacu beberapa kepustakaan berkesimpulan,

“perkembangan pidana denda tidak szja mengenai banyaknya

penggunaan dalam penjatuhan pidana denda, akan tetapi juga

mengenai besarnya maksimum dan minimum pidana denda.

Penyebab perkembanganpidanadendaantaralain, yaitumembaiknya

secara tajam tinpkat kesejahteraan masyarakat di bidang material,

kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai
akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa
akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari kriminalitas*®

31 Untuk kajizn lehih mendalam bisa ditihae Syaiful Rakhn, Pidong Desda..  h 8-22. Syeiful Dakhri
mengatakan “Fosmulach dalam hukum pidens positif menzalami kemajeen. Hel ing dapat dilthat dengan
ditcrimanya katporsst schegni subdk tmdak pidenn datam hukum [ndopesia Terutama sk disunskannya
ketentven pidarm yong mepcantemben sanksl dends ofeh lepiilater, yaitu sajsk borporati dipandane dapa
melzkukan tindsk pidans |7t juza Pasal 47 RUD XU Tahun 2005,

32 Rewczlzn Saleh, Sreleel Fidona. B 3 Lihal juge Muladi dan Barda Mawawi Arief, Teosi-Teori .,
ho 28, Sejarsh mepanjusden, berubsh den berkembenznya kejalistan dikuti puls dengen beruhah dan
berkembangnya pidana itu sendiri,

33 uladi dan Barda Nawaw Arief, Teort-Teorr R B

34 Andi Hemzeh, Sirem Pidana,. b, 53,

35 Tim Penekajion Hubum BREN, Leporan Pergionan Temtong Peserapan Pidona Beada {1akana:
BPHM 19970 10
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Kecenderungan penggunaan pidana denda meningkat sebagai
bagian dari strategl kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap
perkembangan kriminalitas, Barda Nawawi Ariefl mengatakan "strategi
kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus
memperhatikan hakekatpermasalahannya. Bilahakikat permasalahannya
lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perckonomian
dan perdagangan, maka lehih diutamakan penggunaan sanksi tindakan
tata tertib dan/atau denda®®

Di sisi lain, menurut Sianturi, Pidana denda menjurus kepada primum
remedium, artinya alat penjera vang diutamakan, di mana peranan hulum
pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala bidang hukum
lain sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu permasalahan hukum.¥
Muladi mengingatkan, hukum pidana yvang keras hendaknya digunakan
secara hati-hati dan selektif, baik dalam pengaturan maupun dalam
penerapannya. Hal ini mengingat pula sifat subsidiair yang menjadi ciri
hukum pidana. Namun sebagai pengecualian, khususnya dalam tindak-
tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara dalam
bidang ekonomi termasuk korupsi, hukum pidana harus tampil sebagai
primum remedium.’®

J.E. Jonkers menckankan, ada kecenderungan dalam hukum pidana
modern memandang lebih cepal mencapai tujuan pidana denpan
menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding
menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek.®
Menurut Syaiful Bakhri:

“Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi denda
yang tinggi di dalam hukum positif terutama dalam undang-undang
administrasi maupun undang-undang pidana di luar KUHP, telah
memenuhi efek jera dalam pemidanaan. Formulasi sistem penetapan
jumlah besaran pidana denda, penentuan batas pembayaran serta
tindakan paksa yang menjamin terlaksananya pembayaran denda,
dan menghilangkan mekanisme pidana denda yang tidak dibayar
dengan pidana kurungan. Oleh karenanya, fungsionalisasi pidana
denda sebagai konkretisasi pidana modern dan humanistis segera
dapat terlaksana melalui rangkaian politik kriminal yang rasional,
schingga kemanfaatan pidana denda mempunyai dampak samping
yang minimal, bila dibandingkan dengan pidana penjara, dapat
direalisasikan”.”

36 Muladi dary Rards Wawawi Arfef Tearr Teorr . h 143 i

37 5:.R Siznmen dan Mompane L Panseabean Frbhmm Peritensia . opcir b 136,

38Muladi, Proyelsi Hutum Fidara Mareritl [ndoresia of Maza Darang | h 163,

32LE. Jonkers, Homdbosk Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jiid 2,
(Yopvakarta: Yayasan Badan Penerbir Gajah Mada, t1h), h. 322

40 Svaifil Bakhn, fidena Qendadon Korvase,  h 413414
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Berdasarkan uraian di atas, eksistensi pidana denda sebagai sarana
pemidanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat
dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-
undangan pidana khusus dan pandangan pusitif para ahli mengenai
penggunanaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang cerah
terhadap prospek sanksi pidana denda.

Setiap jenis sanksi pidana apa pun bentuknya, pada prinsipnya
mengandung Kebhaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya.
Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah
pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya.
Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana”, yang oleh
sementara Kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan-perlakuan
yang kejam,

Kritik dan sorotan tajam berbagai dampak negatif yang dihasilkan
oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh pada usaha-usaha
mencari alternatif pengganti pidana penjara, walaupun di sana-sini masih
diperdebatkan juga tentang masih perlunya pidana penjara.

Dalam sejaral, sehenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana
penjara sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.
Usaha tersebut tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi juga dibicarakan
dalam pelbagai kongres dan konferensi internasional. Hal ini tampak dari
usahaFranzvon LisztdanVan Hamel yang mendirikanUnion International
de Droit Penal’ atau disebutr juga ‘Internationale Kriminalistische
Vereinigung' (Bahasa Jerman). Pada Kongeres | di Brussel tanggal 7
dan 8 Agustus 1889, dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau
para negara peserta agar mengembangkan pelbagai alternative te short
custadial sentence.® Di samping itu, terdapat pula pandangan ekstrim
seperti gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) yang
menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.*

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk mencari alternatif
dari pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya
sebagai sanksi alternative (alternative sanctions] yang melanda sistem
hukum negara-negara di dunia, baik negara vang mendasarkan diri atas
Sistem Hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun
Timur Jauh tidak semara-mara didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi

s1Muladi, Kapira Sclckra.... h. 133, Lihat pula; JM. van Bemmelen (Diclah oleh
De Krantz), Auivm Pidena 2: Huium Penitensier, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 16.

4278 h 33-34 Gerasan penghapusen pidana ponjera {peiroa aboflifen) inl terithat dengan alenya
Tneenarional Conference Un Prison Abolition {ICOFA) vang diselenzearaban pertama keli pada bulen Met
1983 di Tewonto, Kanada: yang ke-2 pada tanggzal 24-27 funi 19835 di Amsterdem: dan ke-3 peda tahun
1987 di Montreal, KanaZa Pada korferensi ke-3 ini ietilah “prison gbodinon ™ telah divhah menjadi “pena!
ahoditien”. Salsh sang tokoh dan gerekan “privan abalitign” im edaleh Prof Hermen Bienci. Sedang 4
Indusesia pendopat vtk meaghzpusen pldana penjara dikemukakan oleh Prof T Hazaiin 3.H sejak
taflus 1972 dalam rullsannya “Wezsratanpa Penjazs”™.
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juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan
ekonomi sehingga tidak mengherankan apabila di dalam pembaharuan
hukum pidana, upaya pencarian alternatif pidana pencabutan
kemerdekaan tersebut menempati posisi yang sentral di dalam stelsel
sanksi pidananya®

Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana
penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (social cost) begitu
hesar, karena dengan dipenjara seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai
dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan
mereka dalam lembagza tersebut. Danini seringkali menimbulkan masalah
keuangan bagi negara.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling
bertentangan {ambivalence) yang antara lain:

1. Bahwa tujuan dari pidana penjara, pertama adalah menjamin
pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan
kesempatan-kesempatan kepadanarapidana untuk direhahilitasi;

2. Bahwa hakekat dari [ungsi penjara  tersebul  seringkali
mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada
akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana vang terlalu
lama di dalam lembaga, herupa ketidakmampuan narapidana
tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam
masyarakat.™

Terkait dengan vang disebut terakhir, sekalipun penjara diusahakan
untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan
manusiawi, tapi sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan
tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat
ditinggalkan demikian saja. Sehubungan dengan itu wajar kalau Bernes
dan Teeters menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat
pencemaran (e place of contamination) yang justru oleh penyokong-
penyokong penjara dicoba untuk dibindari, sebab di tempal ini penjahat-
penjahat kebetulan (accidental offenders), pendatang baru di dunia
kejahatan (novices in crime) dirusak melalui pergaulannya dengan
penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah
gagal untuk menghilangkan keburnkan vang sangat besar dari penjara
ini.**

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidanag penjara
adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah menyebabkan
stigmatisasi dan stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala
hentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi.™

43 Muladi, Bapira Safedin 0 132 Muladi dan Rarda Nawawi Arkef, Tooed-Tener  h 7677
+@ Muledi den Barda Nawawi Arief, Teari-Teori - B TI.

25 Muledi don Bards Nawawl Anef. Teorfleori... b T8-T4,

AfMufadi dan Bards Mewawi Anef. Frori-Teor, ., b 81,
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Namun, van Bemmelen mengingatkan, tidak ada orang yang akan
menyangkal bahwa terutama pidana penjara kerapkali mempunyai
pengaruh stigmatis, tapi kita janganlah berlebihan mengenai hal ini
karena itu disebabkan oleh perbuatan si terhukum sendirl.”

Keadaan buruk akibat penerapan pidana penjara, ternyata tidak
hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja. Pidana penjara
jangka pendek mempunyai akibat lebih buruk lagi, karena selain harus
menerimaseluruh kemungkinan akibat buruk vang dapatterjaditerhadap
pidana penjara jangka panjang, maka pidana penjara jangka pendek
tidak mempunyai peluang yang memadai untuk dilakukan pembinaan/
rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa.

Sehubungan dengan penerapan pidana penjara pendek, kesimpulan
yang dibuat oleh suatu "European Working Group™ pada tahun 1959
dinyatakan, bahwa secara umuwmn bilamana pidana penjara singkat
diperbandingkan dengan pidana penjara yang lama (penjara biasa), maka
pidana penjara singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi
tidak memiliki satupun aspck-aspek positif darinya.*® Argumen-argumen
lain mengenai keburukan pidana penjara pendek secara terperinci
diajukan oleh Schaffmeister sebagai berikut:

a. Relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapal lerputus atau
setidaknya terganggu: hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap
hubungan keluarga, menyulitkan dihangunnya relasi-relasi sosial
baru karena merupakan “hekas narapidana”;

b. Waktu pemidanaan terlalu singkat untuk dapat memberikan
pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan
proses resosialisasi;

¢, Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana
tercemar oleh perlakuan kriminal terpidana lainnya. Lebih
jauh lagi, dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang
menakutkan bagi terpidana;

d. Menghindari penggunaan pidana penjara singkat dapat
menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana
penjara dalam dirinya sendivi memakan biava cukup tinggi;

&, Biava tinggi vang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana penjara
pendek ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan.
Sekitar dua dari tiga terpidanz yang dikenakan pidana penjara
singkat dalam wakti singkat setelah mereka dibebaskan masuk
penjara kembali; penjatuhan pidana penjara singkat tampak
sebagai “jalan tidak berujung™.®”

47 Hpeslon Salsh, fei Lemmbarmn Keprratakoen Hkoer Prefane.  h 79

A8 Schaffmeiter, D Korre Fryfeidenrg’ols Frijetiidestraf (Fidana Bodan Singear sebagai Flaana ai
Wakru Luangl, diteriemehken-oleh Tnstem Fascal Moeljono, {Bandung: Criire Aditya Bebdi, 19913, ho 15,

491bid. b 13-16.
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Dalam kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 Council
of Erope mengadakan survey kronologis tentanz alternatif pidana
kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Darl survey
tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua)
alternatif pidana penjara yang berkembang, Sebagian besar sebenarnya
merupakan strafmodus pidana kemerdekaan dari pada sebagai strafsoort
yang independen, kecuali pidana pidana denda®.

Sebagai jenis pidana non-kustediel, maka tidak mengherankan
kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alterpatif pidana
perampasan  kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap
penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak
berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan)
dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni:

a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tdak
menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap
lerjaga, karena kebanyakan dari mereka takot untuk dikenali
sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh
lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena
itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan
identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;

b. Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana
dari lingkungan kelvuarga atau kehidupan sosialnya, dan pada
umumiya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;

c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara
akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya
menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara
(perampasan kemerdekaan).51

Kebaikan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana
custodial (perampasan Eemerdekaan] maupun pidana mati menurut
Sutherland & Cressey, yvaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan
dapat direvisi apabila ada kesalahan; dan yang tak kalah penting bahwa
pidana denda membuat lega dunia perikemanusiaan.®

Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai
jenis pidana yang berdiri sendiri (independen sanction) maupun sebagai
jenis pidana pidana alternatif pidana penjara jangka pendesk semakin
diperkokoh kedudukannya dengan lahirnya Resolusi PBB 110/45,
tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut "The Tokyo Rules”
yvang menetapkan “Aturan standar minimum” atau “standard minimum
rules” (SMR) untuk tindakan-tindakan noncustodiai; Khusus pada "tahap

SOMutadi, Kapita Sefekta..., . 132,
31 Jen Reremelink, Hubvm Podana. . b 4830

52 5uhetland &Cresezy, The Conired ™ Hubue Dafom Perkeribarzea (Diterematban olch Soedjono
3}, {(Bandong: tp., 1974), b 457
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peradilan dan pemidanaan” menetapkan aturan bahwa pejabat yang
berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebagal salahsatu jenis
pidana non-custodial (Rule 8.2).%

Penerapan secara konsisten alternatif pidana non-custodinl ada
baiknya menengok KUHP Yunani. Dalam "aturan umum®-nya dinyatakan,
bahwa pidana kustodial & hulan atan kurang dikenversi menjadi denda;
selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepada
pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 18-6 bulan ke
pidana denda, apabila dipertimbangkan dengan pidana denda sudah
cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi.™

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi pidana lain
pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruh
pada daya guna/efcktivitasnya sebagai sarana pemidanaan. Kelemahan-
kelemahan permanen yang terkandung pada pidana denda, yakni:

Pidana denda dapat dibayar atan ditangsung oleh pihak ketiga
(majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya)
sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan cleh
si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat
dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar
menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku
tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuarannya;

a. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak
bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana
tersebut.

b. Pidana denda ini lebih menguntungkan hagi orang yang mampu,
karena bagi mereka vang tidak mampu mnaka berapa pun hesarnya
pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga
mereka cenderung untuk menerima jenis pidana vang lain vaitu
pidana perampasan kemerdekaan;

c. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan vang denda
oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan
atau tidak berada dalam penjara.55

s3Resolusi PBB 45/110 (The Tokyo Rules), secara umum mengtapkan seperangkat
prinsip-prinsip dasar (SMR) untuk mengembangkan tindeken-tindakan non-custodiaf
dalam rangka memberikan fleksibilitas vang lehih besar sesual dengan sifat dan berav
ringannya delik. personalites dan latar belakang pelaku sena perlindungan masyandkat,
dan uniuk menghindari pengeunasn pidana penjara yang tidak perlu, maka sistem
peradilan pidana harus menetapkan bermacam-macam jenis tindakan non-custodial,
muiai tahap sebelum peradial (Pre-Trial Stage), tehap peradilan dan pemidanaan
(Triland Sentencing Stage) dan tzhap setelah pemidanaan (Pase-Sentencing Stage).

Lihar: Barda WNawawi Aricl, Sord Andioh..., b 107-114; [13-116,
5475807 b 5637
S5 Schatimeister., . b 32-33,
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Dari beherapa kelemahan pidana denda yang paling banyak disorot,
yaitu:apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatuanggapan
bahwa pidana denda lebih menguntungkan bapi orang yang mampu.
Sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk
orang yang mampu {kaya) dianggap tidak memiliki daya prevensi kKhusus.

Dalam hasil penelitian Wolf Middendorf menyatakan, "penggunaan
pidana pendek seharusnya dikenakan untuk white collar crime (WCC).5®
di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh™® Dengan
kata lain, pidana penjara pendek merupakan shock treatment yang tepat
dibanding pidana denda bagi WCC [khususnya kelompok accupational
crime), karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompok yang
mampu (berkelebihan kekayaan/uang] sehingza penjatuhan pidana
denda terhadap kelompok ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya
atau konkeitnya tidak mencapai tujuan pemidanaan.

Sama dengan Wolf Middendorf, Balakrishnan pun meragukan
cfcktivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi.
Balakrishnan menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan
terhadap perusahaan/korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi
pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang
berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman.
Anggapan bahwa denda schagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk
itu perlu adanya ketentuan khusus.s

Karena itu, dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda
(khususnya tahap formulatif/kebijakan legislatil) pemahaman yang
mendalam mengenai segi positif (kebaikan-kebaikan) dan segi negatif
(keburukan-keburukan) yang inheren terkandung pada pidana denda
sangat diperlukan, yaitu Pertama, bertolak pada sisi positif (kebaikan-
kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi
bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda
scbagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis
sanksi yang berdiri sendiri (independen sanction) maupun sebagai
jenis pidana pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; Kedug,
pemahaman yang mendsalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya
cuna pidana denda, diharapkan dapat menjadi signal sekaligus umpan
balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan
operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih

pleklif dalam kenyataannya,

seMarshall B. Clinard and Peter C. Yearer, Carporare Crinte, (MNew York: The
Free Press, 19800, h. 18,

59 Barda Mawewi Anel, Sapita Selelia.  h. 35

5% Balakrishran, Aeform of Crimina! ia Tndia Sene Atpeers ™, dalam Sesoonce Monerial Sartas; Wo 6,
{Taboya Focho fapan: UNAFEL 1973), h 458
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F. Kesimpulan

Penetapan sanksi pidana denda tidak hanya yang termuat di dalam
stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan terdapat pula di dalam
hukum pidana adat, sesuai ketetapan U Undang-Undang Nomor No.
1 Drt, 1951 Selain itu, Penggunaan sanksi pidana denda di luar KUHP
dapat diketemukan juga pada: (a) Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955
tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi; (b) Undang-
Undang Nemor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya; (] Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1992 jo.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; (d] Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (2} Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (f) Undang-Undang Nomor
22 tahun 1997 tentang Narkotika; {g) Undang-Undang Nomor 23 tahun
1997 tentang UUPLH; (h) Undang-Undang Nomoer 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; (i} Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi; (j} Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan; (k) Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2001 tentang
Merek; (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hendaknya pelaksanaan pidana denda lebih mengedepankan
individualisasi pidana, artinya elastisitas dan [fleksibilitas bagi haxim
untuk menetapkan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran
denda, tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya
pembayaran denda. Kebijalian sistem pidana denda yang benar-benar
konsen terhadap beberapa faktor yang perin diperhatikan, tidak saja
mampu mewujudkan kebijakan penjatuhan pidanadenda yang individual,
tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda
yang humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya.
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PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN KORBAN

TSUNAMI OLEH BAITUL MAL
DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: EME. Alidar

A. Latar Belakang Masalah

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal
26 Desember 2004 di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi
Sumatera Utara, telah merusak hampir seluruh sendi dan tatanan
kehidupan masyarakat Aceh, klwisusnya masyarakatyangtinggaldidaerah
pesisir dan terkena langsung dampak bencana tsunami. Kerusakan vang
ditimbulkan tsunami juga ikut berdampak kepada situasi dan kondisi
harta benda, baik terhadap harta benda bergerak maupun harta benda
tidak bergerak milik para korban tsunami.

Resarnya jumlah karban yang meningeal atau hilang akibat tsunami,
memungkinkan timbulnya keadaan dimana sejumlah harta peninggalan
mereka seperti petak tanah di daerah-daerah yang terkena bencana
tidak diketahui lagi keberadaan pemilik dan ahli warisnya, sehingga
menimbulkan permasalahan hukum.Terhadap harta peninggalan dan
tanah-tanah yang demikian perlu ditangani dengan serius dan hati-hati
serta harus diselidiki duly, apakah benar harta dan tanah tersebut tidak
ada pemiliknya.!

1 Bagir Manan, Penjualan df Lokasi Tsunami Harus Dilarang, Kompas, 8
Fehruari 2005, 0 3.
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Kepastian hukum hak milik atas harta benda para korban tsunami,
menjadi permasalahan amat penting dan sangat krusial yang harus
ditangani dengan baik oleh semua stakeholder yang ada. Kepastian
hukum menjadi instrumen yang sangat penting bagi banyak pihak untuk
dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menguasai, melindungi,
mengelola, dan bahkan memiliki suatu hak atas harta benda peninggalan
korban tsunami. Lebih jauh dari itu, kepastian hukum atas segala bentuk
harta peninggalan korban tsunami, khususnya yang tidak memiliki ahli
waris atau ahli warisnya sampai saat ini tidak diketahui keberadaannys,
perht segera diperjelas statusnya agar segera dapat dimanfaatkan dan
diberdayakan oleh Baitul Mal, untuk kepentingan umat Islam Khususnya
di Kota Banda Aceh.

Keadaan ini pada awalnya telah dengan cepar direspon oleh
lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2005
Tangeal 7 Februari 2005, di antara isi Fatwa terscbut adalah "Tanah dan
harta benda yvang ditinggalkan korban gempa dan tsunami yang tidak
meninggalkan ahli waris, adalah menjadi milik umat Islam melalui Bairal
Mal setelah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah”. Bunyi
butir fatwa terschut kembali dipertegas dan diulangi dalam Fatwa Nomor
3 Tahun 2005 Tanggal 17 April 20052

Senada dengan Fatwa MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 114 Tahun 2005 Tentang Manual Pendaftaran
Tanah di Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan
Sumatera Utara, vang mendulung Fatwa MPU Aceh berkenaan dengan
pendaftaran terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli
warisnya pasca tsunami.

Dalam Surat Keputusan Kepala BPN tersebut dinyatakan bahwa:
“Dalam hal terdapat sebidang tanah yvang tidak ada lagi pemiliknya dan
tidak diketahui siapa ahli warisnya, yang dapat disiapkan hanyalah
pembuatan buku tanah, sementara sertifikatnya tidak akan diterbitkan
sehingga ada kejelasan status kepemilikannya, dan tanah tersebut akan
diserahkan pengelolaannya kepada Badan Baitul Mal"®

Dalam Pasal 191 KHI dinyatakan bahwa “Bila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris sama sckali, atau ahli warisnya tidak diketahui
ada atau tidaknyva, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama
(Mahkamah Syar'ivah. Pen) diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal

2 Favwalajelis Permusyawarsian Ulsma (MPU] Froving Nenggroe Acvh Darussalam, Nomor 2
Tahun 2005 Tenggal 7 Februart 2005, dan Momer 3 Tahun 2005 Tanggz! 17 April 2005,

3 SK. ¥epala Jadan Pertanahan Naslonal (BPK) Nemor 114 Tahun 2005 Tentzng Manual
Pandaftzran Tanah di Lokasi Bencena Tsunami di Nanggroe Aceh Darusselam Jdan Sumnatera Utsra,
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untuk kepentingan agama lslam dan kesejahteraan umum.*

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, jelas
terlihat bahwa keseluruhannya memberi mandat kepada Baitul Mal untuk
mengelola harta peninggalan korban tsunami yang beragama Islam dan
sampai saat ini belum ditemukan ahli warisnya, baik itu terhadap benda
bergerak maupun benda tidak bergerakyang tersebar di Aceh.

Baitul Mal di Kota Banda Aceh ditengarai banyak menguasai harta
benda korhan tsunami yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya,
namun penguasaan oleh Baitul Mal tersebut mesti di teliti lebih jauh
apakah sudah legal dan dilakukan sesuai dengan prosedur perundangan-
undangan yang berlaku atau belum. Selain itu, perlu juga diketahui
tentang faktor-faktor yang menjadi kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh
dalam melakukan upaya penertiban dan pendaftaran hak penguasaan
dan pengelolaan atas haria-harta peninggalan korban tsunami tersebut,
serta bagaimana solusi yang dapat ditempuh oleh Baiml Mal dalam
permasalahan ini di masa yang akan datang.

Hal ini penting untuk diteliti mengingat pemanfaatan dan
pemberdayaan harta peningsalan korban tsunami, harus dilakukan
berdasarkan alas hak vang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
dan prosedural yang benar Agar dapat menjamin kepastian hukum
baik hagi korban tsunami dan/atau ahli warisnya selaku pemilik sah
dari harta tersebut, maupun kepastian hukum bagi Baitul Mal sebagai
pengelola harta agama yang diserahkan amanah eleh undang-undang
untuk menjaga kepentingan umat Islam khususnya di Kota Banda Aceh,
dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi terhadap harta-
harta peninggalan korban tsunami terscbut di kemudian hari.

Berbagai temuan yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat
memberi gambaran serta informasi tentang legalitas dan upaya
pemberdayaan harta peninggalan korban tsunami yang dilakukan oleh
Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Pada gilirannya penelitian ini dapat
memberikan manfaat baik secara reoritis maupun praktis. Secara teoritis
Larya ini dibarapkan dapat menghasilkan suatu temuan dan kesimpulan
vang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berkaitan dengan
legalitas penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan korban tsunami
yang dilakukan oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Pada akhirnya
diharapkan dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu hukum/
figh dan pranata sosial dimasa-masa yvang akan datang. Sedangkan secara
praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Baitul Mal
Kota Banda Aceh, untuk dijadikan bahan pertimbangan nantinya dalam
membuat dan mengambil kebijakan khususnya berkaitan dengan upaya

4 Instrudss Presiden [Inpees] Nowmor | Tahun 1991 Tenmng Kampilast Hubum {slam i
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pemberdayaan harta agama pada umumnya, khususnyaharta peninggalan
korban tsunami yang tidak memiliki ahli waris untuk kepentingan dan
kemaslahatan umat.

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan hukum
snsiologis,terutama terhadap aplikasi peraturan perundang-undangan
berkaitan denganpenguasaan dan pemanfaatan harta yang tidak
diketahui pemiliknya dan/atau ahli warisnya, oleh lembaga keagamaan
yang diberikan kewenangan hukum untuk itu yaitu Baitul Mal di Kota
Banda Acch. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan
mendalam dengan responden dan informan, yang terdiri Kepala dan Staf
Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Ketua
Baitul Mal Gampong, Keuchiek atau Tokoh masyarakat gampong, serta
pihak terkait yang dianggap mengetahui informasi tentang keberadaan
harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada pemilik dan ahli
warisnya di gampongnya masing-masing.Sementara Data Sekunder
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupaperaturan
perundang-undangan, buku-buky, majalah, literatur-literatur, hasil-hasil
penclitian terdahulu, dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang
terkait dengan masalah yang dibahas.

Analisa data dilakukan dengan terlebih dahulu memaparkan data-
data lapangan, dan data-data hukum berupa peraturan perundang-
undangan vang ada, kemudian dianalisis dan disajikan dengan metode
deskriptifanalisis sehingga diperoleh jawaban yang mendekati kebenaran
tentang aspek-aspek yang menjadi fokus kajian studi ini.

B. Konsepsi Harta Agama

Secaraliteral, al-mal bermakna senang, condong atau berpaling dari
satu posisi kepada posisi yang lain. Sedangkan makna terminologi telah
disebutkan para ulama yang tersebar di berbagai karva mereka dalam
kajian harta. Dari berbagai pengertian yang ada, menurut Wahbah Zuhaili
pengertian vang disebut Mustafa Ahamd az-Zarga yang relatif sempurna
tentang makna harta, karena makna itu sesuai dengan dimaksud al-
(Quran surat al-Bagarah ayat 29, yvakni segala sesuatu yang diciptakan-
Mya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Pandangan az-
7arqaitu adalah o0 adluc. Lol 38 o e & o JU (Setiap materi ‘ain yang
mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia); s, s S5 L
Ll bl 4 pleyt, (Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta
dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan).”

5 Haifoni Mufi Tahir, Boitwd Mal: Institusi Kewangan Negora fslam, (Kuola
Lumpur. wi-Ruhmanivah, [982), h 6-8.
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Secara teknis pcmbatasan makna harta dapat ditentukan dengan dua
cara. Pertama, herdasarkan'ainiyah, yaitu harta itu ada wujudnya dalam
kenyataan (a'yan) maka manfaat sebuah rumal vang dipelihara manuasia
tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Kedua, ‘"urufiyvah, yaitu
segala sesuatu vang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian
manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan
manfaatnya, baik manfaat madiyah atau manfaat ma'nawiyah.

Apabila dilihat dalam al-Quran, istilah harta (al-mal/al-amwal} yang
disebut dalam 87 ayat,ada tiga tujuan Allah memberikannya kepada
makhlukNva, Pertama, harta merupakan cobaan Allah kepada manusia
dalam menjalan kehidupan {,10:88 ,2:85 ,27:36 ,9:55 .34:37 2:155
26:88): harta sebagai kebutuhan hidup manusiaz sehari-hari (33:27 4:53);
harta dipergunakan untuk masyarakat, agar tata kehidupan kebersamaan
meraka lebih baik (61:11 ,49:15 9:41).

Ketiga tujuan itu bila dilihat dari segi sifat dan kehidupan manusia,
poin kedua dan ketiga sangat berhubungan erat. Harta berfungsi
sehagail alat pendukung yang presenden bagl kehidupan manusia.
Pasisi harta dalam kehidupan memiliki wadah pengikat antar individu
dalam masyarakat. Oleh karena itu, Allah swt. menetapkan harta yang
dianugerahiNya diperuntukkan pada kepentingan sesama manusia.
Atas pandangan itu, sebuah pandangan umum dikemukakan, bahwa
pada mulanya masyarakatiah yang berwenang menggunakan harla
secara keseluruhan, tapi dikarenakan Allah ingin menguji seseorang, Dia
menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang
mengusahakannyva sesuai dengan kebutuhan masing-masing.6

Seperti harta yang diberikan Allah kepada RasulNva [fai);
ghanimah, dan khumus ({Y%). Ketiga bentuk harta ini, sebagiannya
diberikan kepada pribadi kaum muslimin, seperti bagian ghanimah
dan sebagian harta 4 %, dan sebagian lagi menjadi milik Rasul. Untuk
hak Rasul, setelah beliay meninggal akan dialihkan sebagai harta umat
(harta agama) yang disimpan di Baitul Mal.  Dalam perkembangannya,
kepemilikan harta dibagi kepada tiga macam; pemilikan individu (private
praperty), pemilikan umum [collective praperty), dan pemilikan negara
(state property).”

Hepemilikan umum dan kepemilikan negara merupakan milik
bersama (umat]. Oleh sebab itu, dua kelompok ini cenderung disatukan.
Hanya saja, kepemilikan negara mencakup seluruh masyarakat,
sedangkan fasilitas umum kadang-ladang dibatasi pada masyarakat
tertentu. Pembagian harta yang baru disebutkan, bila dikelerasikan

6 lsma'il Muhammad Syah (Ismuha), dkk, Filsafot Hukem [slom, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1999), h.199.

7 Didin Hafidhuddin, Agar Horte Berkoh den Bertombah, (Jakarta: Gema
Inzani}, h 21.
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dengan beberapa pendapat lainnya maka harta kepemilikan umum dapat
disamakan dengan harta agama. Pengelompokan ini dilakukan dengan
mengembalikan fungsi harta kepada asalnya, yakni milik Allah yang
diberikan kepada umat manusia secara kebersamaan.

Sckedar untuk dipahami berikut dijelaskan pengertian jenis harta
agama yang disebut di atas. Pertama, zakat merupakan suatu pemberian,
berupa harla tertentu dari orang kaya kepada orang yang berhak
menerimanya, sesuai dengan ketentuan syaral Harta zakal diwajibkan
kepada orang yang memiliki harta dengan jumlah sebasar sampai
nisab zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang ditentuakan
agama. Pemberian itu merupakan harta yang menjadi milik agama, dan
disampaikan kepada kelompok-kelompok yang ditentukan agama.

Kedua, wakaf, yakni harta yang diberikan dengan tujuan untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka
menedekatkan diri kepada Allah swt, dengan menahan tindakan hukum
orang yang berwakal lerhadap hartanya yang telah diwakafkan, dan
materi harta wakaf tetap utuh.

Ketiga, hibah, yakni pemberian vang dilakukan secara sukarela
dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tanpa mengaharapkan balasan
Afra pn.

Keempat, tanah yang tidak ada lagi pemiliknya (igtha”). Tanah yang
tidak ada pemilik ada dua bentuk; tanah yang tidak ada pemiliknya sejak
awalnya dan tanah yang telah tiada pemiliknya, Tanah ini diambil alih
oleh negara dan dipergunakan bagi kepentingan umat?

~ Kelima, fasilitas umum, Imam Mawardi membagi fasilitas umum
kepada tiga macam; tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan,
tempat peristirahatan di pinggir-pinggir lahan milik orang, dan tempat
peristirahatan di pinggir-pinggir jalan.” Termasuk juga dalam katagori ini
adalah hima (tanah yang dilindungi) dan air, api, serta rumput.

Keenam, lahan/bahan tambang, yaitu hasil pertambangan yang
di dalam bumi. Tanah dan hasil tambang ini dimiliki oleh negara dan
dipergunakan bagi keperiuan masyarakat.

C. Sumber Harta Agama dan Mekanisme Pengelolaannya oleh
Baitul Mal Pada Masa Awal Islam

Pada masa-masaawal Islam, sumber harta yang masuk ke kas Baitul
Mal meliputi:
a. Kharaj, yaltu cukai yang dikenakan terhadap tanah-tanah

8 Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Teterun
Istam, terj. Abdul Hayyieal-Kattanidan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: 2000), h. 368,

9 Imam al-Mewardi, Aok Tata Negora,., B, 353,
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yang dimiliki oleh orang-orang Islam, baik diperoleh tanha
tersebut dengan peperangan atau perdamaian, yang mana tanah
perolehan dari wilayah non muslim yang ditaklukkan tersebut
tidak dibagi kepada para pejuang yang ikut dalam penaklukan
wilayah tersehut, melainkan dijadikan sebagai harta negara dan
dimasukkan ke dalam kas dan dikelola oleh Baitul Mal,

b. fizyah, yaitu cukai (diri) yang dikenakan terhadap non muslim
{kafir zimmi) yang tinggal di negara Islam.

c. Usyur; yaitu cukai yang dikenalan ke atas tanah yang dimiliki oleh
orang kafiryang memeluk Islam tanpa melakukan peperangan
dan juga tanah yangdimiliki oleh pejuang Islam yang didapati
dari rampasan perangyang dibagikan oleh khalifah.

o, Wukaf/Wusiat; yaitu penyerahan penggunaan harta secara
manfaat untuk kebajikan umatlslam.

e. Harta/Kafarat, yaitu dikenakan terhadap orang yang melakukan
kesalahan syara’ sepertimelanggar sumpah, nazan jima pada
bulan Ramadhan dan melakukanzihar.

f. Harta Zakat; yaitukadar yang tertentu dari harta tertentu yang
wajibdibelanjakan kepada golongan-golongan tertontu. Zakat
merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh
wmat Islam jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada umumnya hanya terdapat satu saja institusi kenangan dan
pemegang amanah harta dalam Islam yzitu Baitulmal Harta-harta yang
terkumpul dalam Baitul Mal merupakan harta negara dan dimiliki
oleh semua rakyal yang tinggal di negara tersebut.Baitulmal menurut
pandangan al-Mawardi adalah tempat mendaftarkan mencatat tentang
pengumpulan dan penyaluran harta agama.*™

Jika dilihat pengertian yang terdapat dalam Dictionary af fslum,
Baitul Mal dimaksudkan sebagai perbendaharaan negara yang menerima
uang yang dipungut oleh negara Islam dari berbagai sumber seperti
zakat, ghanimah, jizyah dan lain-lain.

D. Kedudukan dan Mekanisine Hukum Penguasaan/ Pengelo-
laan Harta Peninggalan Korban Tsunami yang Tidak Dik-
etahui Ahli Warisnya oleh Baitul Mal

Kedudukan Baitul Mal sebagai badan pengelola harta agama pada
dasarnya dilakukan dengan berpijak dari praktek pada masa-masa
awal Islam. Pada masa Rasulullah misalnya walaupun belum dikenal
istilah atau keberadaan lembaga Baitul Mal secara formal, tetapi dalam

10 Teram ob-Mawasdi, Rubws Tata Negara BI124
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prakteknya ternyata Rasulullah s.aw. telah membentuk dan mengadakan
lembaga kas negara. Hal ini terbukrti dari hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah meminta
kepada Rilal (sebagai khadam beliau), supaya membayar hutang harga
seekor unta yang telah dibeli oleh Rasulullah.*

Pernah juga Rasulullah meminta Mahmiyah sebagal pemezang
amanah harta khumus (seperlima dari rampasan perang vanz dimiliki
beliau/ negara) untuk membayar mahar (mas kawin) dua orang dari
pihak keluarganya® Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pada
masa Rasulullah ada satu tempat khusus, selain dari rumah beliau
sendiri untuk menyimpan harta Khumus dan harta-harta lain yang sah
dimiliki Rasulullah/negara sebagai khazanah pada masa itu." Pada
masa berikutnya. Praktek ini terus berkembang pada masa kekhalifahan
sahabat Abubakar, Umar, Usman, Ali, dan masa-masa setelahnya. '

Di antara sumber harta agama yang dapart dikelola oleh Baitul Mal
adalah zakat, infaq, shadaqah, wakafl, wasiat, kaflarat, harta tak berwaris,
harta amanah, hibah yang diserahkan kepada Baitul Mal.'’ Berpijak dari
pemahaman dan praktek Baitul Mal pada masa awal dan kegemilangan
Islam itulah, kiranya tepatlah Majelis Permusyawaratan tHama (MPU)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan Fatwa Nomor 2
Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005, yang diantara isi fatwa tersebut
adalah "Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan
tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris, adalah menjadi milik umat
[slam melalui Baitul Mal setelah mendapatkan penetapan dari Mahkamah
Syar'iyah”. Bunyi butir Fatwa terschut kembali dipertegas dan diulangi
dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 17 April 2005.

Dalam Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 114 Tahun 2005 Tentang
Manual Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara, dinyatakan bahwa: "Dalam hal terdapat
sebidang tanah yang tidak ada lagi pemiliknya dan tidak diketahui
siapa ahli warisnya, yang dapat disiapkan hanyalah pembuatan buku
tanah, sementara sertifikatnya tidak akan diterbitkan sehingga ada
kejelasan status kepemilikannya, dan tanah tersebut akan diserahkan

11 Imiem Al-Bukhani, Shahify Bukhart (Lakore:tp, 1962}, h 1857

12160y Sa"ad. af-Tirbogai af Kvdea, Jild IV, [Leiden: cd Sachan, tth ), h $0-21.

135 M. Haeandl Paman, Feonanie Furdtivn of da Islamic Siaie (The early experiencel, [Leiceiten
Islemie Foundation), 1991, R 137,

14 Abdullsh Alwi Hay Hasen, Sonsep don Feranan Baited Ma! & Fomen Kepemilowzan fdam. dalam
buku “&e Aridh Perabargenan Boitnd Mol Kebangroon , Penyuniing Mustsphs Hi, Nik Hasesn, (Malayeia,
Kuala Lumper Taetiiur Kefahaman [slam, 2003), b [7-39

15Lihat juga Muhammad Ikn Ab] Sah! al-Sarakhsi, A% Afabeorh, fuz 111 (Mesii: Matba'ali Sa'adeh,
tih ), b |8 Bendinglen juga dengen Yusuf Qarsdewy, Xoneepss flam Dolom Meapzatae Kerushings,
{Swrahaya: Rina flmu, 1996), b 137 Membest Batel Mel defem Kergesn [5lam kepada cmpat macam:

Bait! Mal zekat, Baind Mal Jinoh dan Kharaf, Rarted Wl Ghammat Jen Ridie, den Baind Mol Mara
Terlaniar,
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pengelolaannya kepada Badan Baitul Mal",

Selanjutnya untuk memperlancar proses pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauvan
Nias Provinsi Sumatera Utara pasca tsunami, pemerintah pada tahun
2007 telah pula mengeluarkan scbuah Peraturan Pemerintah Penigganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan
Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Ulara, yang
kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007
pada tanggal 28 Desember 2007,

Ketentuan hukum tentang penanganan harta peninggalan korban
tsunami, yang diatur dalam undang-undang ini juga senada dan seirama
dengan fatwa MPU Nomor 2 dan 3 Tahun 2005, dan Keputusan Kepala
BPN Nomor 114 Tahun 2005 seperti telah di uraikan sebelumnya.Pada
Bab 11l tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah, Pasal 8 dinyatakan
bahwa:

1. Tanahyangtidakadalagi pemilikdan ahliwarisnya yang beragama
Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal.

2. Penetapan mengenai ada atau tidaknya pemilik dan ahli waris
serta pengelolaan tanah oleh Baitul Mal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pengadilan.

3. Permohonan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapatdiajukanolehkeluarga, masyarakat, atau pengurusBaitul Mal.

jauh sebelum lahirnya Fatwa MPU Provinsi NAD Nomor 2 dan 3 Tahun
2005, dan Keputusan Kepala BPN Nomor 114 Tahun 2005 serta Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2007, proteksi terhadap kejadian semacam ini
telah pernah dinyatakan dalam Instrksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
1991 Tentangz Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun Inpres
tersebut bukan dikeluarkan untuk menangani permasalahan tanah
dalam keadaan darurat seperti bencana tsunami, namun kiranya salah
satu ketentuan hukum yang diatur di dalamnya juga dapat dipakai untuk
menangani masalah pertanahan yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya
termasuk dalam keadaan luar biasa seperti tsunami.

Dalam Pasal 191 KHI dinyatakan bahwa: “Bila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui
ada atau tidaknya, maka harta tersehut atas putusan Pengadilan Agama
(Mahkamah Syar‘ivah. Pen) diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal
untuk kepentingan agama lslam dan kesejahteraan umum.

Dari beberapa ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, jelas
terlihat bahwa keseluruhannya memberi mandat kepada Baitul Mal
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untuk mengelola harta peninggalan korban tsunami vang tidak ada ahli
warisnya, baik itu terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak
milik korban tsunami yang beragama Islam. Keadaan ini merupakan
sebuah berkah regulasi yang patut disyukuri umat Islam Indonesia
khususnya masyarakat muslim di Aceh, karena dengan adanya ketentuan
hukum tersebut Baitul Mal telah diakui oleh negara sebagai wadah untuk
menampung dan mengelela harra-harta peninggalan umat Islam yang
tidak ada pemilik dan ahli warisnya.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, terlihat pula bahwa
negara dengan sendirinya telah mengakui keberadaan Baitul Mal sebagai
ahli waris dari harta-harta peninggalan wnmat Islam vang tidak ada
ahli warisnya. Keadaan ini sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki
al-qur'an dan hadits, sebagaimana telah dibahas dalam kitab-kitab figh
klasik karangan Imam Mazhab dan para pengikutnya.

Untuk melihat lebih jauh tentang peran, fungsi dan kewenangan
Baitul Mal Aceh dalam mengurus dan mengelola harta agama, khususnya
harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada ahli warisnya, dapat
ditelusuri dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Pada Bab IIl bagian kesatu tentang ruang lingkup kewenangan Pasal 8
ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa salah satu fungsi dan kewenangan
Baitul Mal adalah: "Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui
pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Svariyah”.

E. Profil, Tujuan dan Sasaran Badan Baitul Mal Kota Banda
Aceh

Salah satu pencapaian penting dari lahirnya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangeroe Aceh Darussalam,
adalah terbentuknya Badan Baitul Mal melalui SK. Gubernur Nomor 18
Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul
Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping lahirnya beberapa
Qanun Syari‘at lainnya, dalam rangka merespon keinginan masyarakat
untuk melaksanakan penerapan syari'at Islam di Aceh.

Baitul Mal yang dibentuk oleh Pemda Aceh sama sekali berbeda
kewenangan, struktur; tugas dan fungsinya dibanding dengan lembaga
serupa semisal Badan Amil Zakat Infaq dan Shadagah (BAZIS) yang ada di
Provinsi lain di Indonesia. Badan Baitul Mal adalah lembaga khusus yang
dibentuk oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, untuk mengurus
segala macam bentuk harta agama baik yang bersumber dari zakat, infag,
shadagah, wakaf, dana diyad, harta yang tidak diketahui pemiliknya,
barang tercecer, dan segala macam bentuk harta agama lainnya.

Berdasarkan SK. Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tersebut,
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kemudian juga dibentuk Badan Baitul Mal di tiap Kabupaten/Kota yang
ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melalui SK Bupati/Walikota
masing-masing sesuai dengan perintah Pasal 3 SK. Gubernur tersebut.
Di Kota Banda Aceh pembentukan Badan Baitul Mal dilakukan dengan
keluarnya 5K Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Banda
Aceh, yang ditandatangani tanggal 30 Juni 2004. Pada tahun berikutnya
ditetapkanlah pengurus Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui SK.
Walikota Nomor 2005/52/451.5 tanggal 16 Mei 2005.'
Dalam perkembangan selanjutaya lahirlah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang kembali mempertegas
bahwa segala macam bentuk harta agama, baik zakat, wakal infaq,
shadagah, harta peninggalan yang tidak memilki ahli waris, dan bentuk-
bentuk lainnya vang dapat digolongkan ke dalam harta agama dikelola
oleh Baitul Mal (Pasal 191). Berpijak dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 itulah kemudian Pemerintah Aceh meningkatkan status
regulasi tentang Badan Baitul Mal di Provinsi Aceh, dari yang sebelumnya
hanyadiatur dengan SK. Gubernur kemudian ditingkatkan menjadi Qanun
Momor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengusung visi: "Terwujudnya
ummat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah dan mustuhik yang
sejahitera”
Berangkat dari visi tersebut maka Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh
mensusung misi:
a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan
mustahig;
b. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan
akuntabel;
¢. Memberikan konsultasi dan advokasi dalam bidang zakat dan
harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan kaum dhu'afs;
e. Melakikan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola
zakat dan harta agama lainnya; serta
f. Mengurus anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab.

Setidaknya ada dua sasaran yang ingin dicapai oleh Baitul Mal
Kota Banda Aceh, dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Pertama,
mensosialisasikan pengumpulan segala jenis harta agama kepada seluruh
lapisan masyarakat, baik Pegawai Negeri, Polisi, Tentara, Pengusaha,
Profesi/Jasa, Pedapang, Nelayan, dan masyarakat lainnya. Sekaligus juga
melakukan pendataan yang maksimalterhadap semua potensi pemasukan

16 Laparan Akurtabilitae Kinesa Baden Baitul Ml Kora Banda Acch Tehun 2009, h 2
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harta agama, serta pemanfaatannya untuk kepentingan agama dan umat,

Kedua, sasaran akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya suatu
suasana yang produktif dan berkelanjutan, di mana upaya pengumpulan
harta agama yang optimal akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kepentingan ummat, utamanva untuk kepentingan masyarakat vang
takir dan miskin. Baik itu diberikan dalam hentuk dan sifat konsumtif
maupun dalam bentuk produkiil yang diharapkan ke depannya akan
meningkatkan ekonomi dan produktifitas umat secara merata. Akhirnya
pada suatu saat nantinya aset Baitul Mal yang sangat besar jumiahnya,
akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, keschatan,
jaminan sosial, dan lainnya bagi para dhu’ofa khususnya dan umat Islam
pada umamnya.t’

F. Status dan Akibat Hukum Penguasaaan/Pengelolaan Harta
Korban Tsunami yang Tidak Diketahui Pemilik dan/atau
Ahli Warisnya oleh Baitul Mal di Kola Banda Aceh

Harta peninggalan korban tsunami di Kota Banda Aceh terdiri
dari berbagai macam jenis dan bentuknya, ada yang berbentuk benda
bergerak dan adapula dalam bentuk harta tidak bergerak. Harta bergerak
peninggalan korban tsunami misalnya perhiasan, kenderaan, tabungan
{simpanan] pada berbagai lembaga perbankan (Bank), sementara harta
tidak bergerak berbentulk seperti tanah dan bangunan.

Sampai dengan bulan Oktober 2013 saat pengumpulan data
penelitian ini dilakukan, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menerima
dan mengelola harta peninggalan korban tsunami dalam bentuk harta
bergerak saja. terdiri dari 2 jenis yaitu, harta peninggalan korban dalam
bentuksimpanandi Bank yang telah diserahkan oleh masing-masing Bank
yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh, sesuai dengan prosedur
yang berlaku dan berdasarkan penetapan Mshkamah Syar'iyah dan
sesuai perintah UU Nomor 48 Tahun 2007. Jumlah total keseluruhan uang
simpanan korban tsunami yang tidak memiliki ahli waris di Kota Banda
Aceh yang terdapat dalam kas Baitul Mal bila ditetal keseluruhannya
tidak mencapai 1 Milyar rupiah.*

Harta peninggalan korban tsunami berikutnya vang dititipkan dan
dikelola Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah, harga pembayaran tanah
yang terkena proyek pelebaran jalan dan drainase di Kota Banda Aceh,
yang pada saat proyek tersehut dikerjakan tidak diketahui pemiliknya

dan /atau tidak ada ahli warisnya. Uang pembebasan Izhan yang diterima
LEibid
18 Dre. Ralzhoddin Hagan Kepala Baited Mal Kot Benda Aceh, Waveancara tengeal & Oltober 2083
emara Pukul P00 204 Puzul 12 30 'WIB. di Kantor Baitu] Mal Kets Banda Aceh
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Baitul Mal tersebutdalam bentuktitipan sementara, berdasarkan Putusan
Mahkamah 3Syar'iyah Banda Aceh Nomor 60/Pdt. P/2010/MS-Banda
Aceh, yang merupakan putusan terhadap 10 kasus pembebasan tanah
yang tidak dan/atau belum diketahui pemilik dan ahli warisnya pada saat
putusan tersebut ditetapkan, dan Putusan Nomor 73/Pdt. P/2010/M5-
Banda Acch yang merupakan putusan terhadap 12 kasus serupa.

Belakangan 12 kasus dari 22 kasus yang terdapat dalam kedua
putusan Mahkamah Syar'ivah Banda Aceh tersebut diketahui kembali
pemiliknya, Earenanya atas dasar putusan Mahakamah Syarivah Banda
Acch Nomor 210/Pde. P/2010/MS-Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda
aceh telah mengembalikan uang pembayaran pembebasan tanah yanp
terkena provek pembangunan falan dan drainase di Kota Banda Aceh
tersebut."?

Sementara benda bergerak lainnya seperti perhiasan-perhiasan
(emas dan lain sebagainva), yang ditemukan oleh relavwan pada jenazah-
jenazah korban tsunami saat dilakukan evakuasi korban, sampai sejauh
ini tidak pernah diterima atau dititipkan oleh pihak manapun kepada
Baitul Mal Kota Banda Acch, padahal jika merujuk pada peraturan
perundang-undangan yang ada harta-tersebut menjadi harta agama
yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal®® Ketika ditanya lebih
jauh, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan bahwa perhiasan-
perhiasan vang ditemukan pada korhan tsunami itu diserahkan kepada
Mesjid Raya Baiturrahman melalui pengurusnya, oleh relawan vang
menemukan dan mengumpulkan perhiasan tersebut selama proses
evakuasi korban tsunami®!

Selain harta bergerak, harta peningzalan korban tsunami yang
berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ditengarai
juga banyak terdapart di Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal Kota Banda
Aceh juga mangamini dan mengakui bahwa harta-harta tidak bergerak
peninggalan korban tsunami, yang tidak memiliki dan/atau tidak
diketahui keberadaan ahli warisnya ini banyak terdapat di Kota Banda
Aceh. Karena wilayah ini sangat parah diterpa tsunami dan penduduk
(korban) vang memiliki harta benda tidak bergerak juga cukup banyak,
cuma data mengenai hal ini memang belum dimiliki oleh Baitul Mal Kota
Banda Aceh.®

Apa yang disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
tersebut ternyata benar adanya, hal ini disimpulkan dari hasil wawancara
dengan Manshur Ahmad, Sag dimana beliau mengatakan bahwa
beberapa Imeum Gampoeng pernah menyampaikan perihal keberadaan

19Wawancara Drs, Salchpddm Hesom teneeal O Clitober 2013,
Z0Wawancara Dis. Satshoddin Hasan ransgsl @ Oktober 2013

21Wawancara D=, Selanweddin iTazan tanggal 3 Clober 2013
22 Wawanam Urs. Selehuddin Hasan, tanggel 9 Okicber 2013,
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dan permasalaban lanah korban tsunami, yang tidak diketahui ahli
warisnya di Gampong mereka kepadanya sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) di kantor KUA Kecamatan.™

Manshur Ahmad menambahkan beliau sangat khawatir dengan
keamanan dan status hukum tanah-tanah koerban tsunami vang tidak ada
ahli waris, karena sampai sejauh ini belum terdata dengan baik. Ditambah
lagi dengan permasalahan hilangnya data-data tanah wakal harta agama,
vang sudah memiliki sertifikat wakaf sebelum tsunami menerjang Banda
Aceht

Menjawab perlanyaan ini Kepala Baitul Mal Kora Banda Aceh
mengatakan bahwa, sebahagian atau beberapa persil dari tanah-tanah
peningzalan korban tsunami memang dikuasai dan dikelola oleh Baitul
Mal gampong. Karena keberadaan harta tersebut terletak di gampong-
gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, walaupun diakui
pula sampai sejauh ini penguasaan dan pengelolaan harta-harta rersebut
belum memiliki alas hak yang kuat, karena belum menempuh proses dan
prosedur penguasaan harta peninggalan korban tsunami sebagaimana
yang diamanatkan Undang-Undang Nomer 48 tahun 2007.

Penguasaan oleh subjek hukum terhadap setiap objek hukum,
secara yuridis harus berlandaskan dan beralas hak yvang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Baik penguasaan
oleh orang (badan pribadi), penguasaan oleh badan hukum, bahkan
penguasaan oleh negara sekalipun tetap harus berfandaskan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Faktor-Faktor Penyebab belum Diajukannva Permohonan
Penetapan Hak Pengelolaan atas Tanah Korban Tsunami
oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh dan Solusi Penyelesai-
annya

Hubungan hukum antara subjck dan objek hulum dalam bentuk
apapun, secara yuridis harus dapat dibuktikan oleh subjek hukum (si
pemilik hak), karena hubungan hukum terkait dengan hak kehendaan
yangdimungkinkan sudah pernaliterjadisebelumnyaatasbendatersebut.
Pembuktian hak atas kebendaan ini harus dibuktikan oleh subjek hukum,
baik subjek yang memiliki hak tersebut berupa orang (badan pribadi)
ataupun badan hukum.

23Manshur Aleed, 5 A, PRPAINK e KUA Kec Kota Alor sebelummye pernaf bertueas di Xac.
hievrakea Wawancara tanzoal B Cdtnber 2013 antare Putul 10 </d Fuoad 1] 30 di Kantor K174 Keo Ko
Alem, Benda Acch

24 Wawancera Manshur Ahmad, §, Ag., tenzsal § Chtober 2013

25Wawancara Drs Satehuddin Hassn, 1énzoal 9 Oktober 2013
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Begitu pula halnya dengan penguasaan dan pengelolaan harta
agama oleh lembaga Baitul Mal, khususnya terhadap tanah-tanah yang
tidak diketahui lagi pemilik dan/atau ahli warisnya pasca terjadinya
bencana gempa dan tsunami, juga perli dan wajib dimintakan penetapan
Mahkamah Syariyah dan dilakukan pendaftaran hak kepada Hantor
Pertanahan Kabupaten/Kota. Agar harta-harta yang ditinggalkan oleh
umat Islam yang kemudian menjadi harta agama, mendapat perlindungan
dan kepastian hukum yang maksimal dan dapat dipertanggungiawabkan.
Sehingga terhindar dari  penyalahgunaan dan  penyelewengan
pemanfatannya, serta menghindari terjadinya klaim atau sengketa dari
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawah di kemudian hari.

Sampai saat ini dari hasil penelitian di 6 gampong dalam 2
kecamatan sample penelitian diketahui banyak dari tanah-tanah yang
tidak ada lagi pemilik dan/atau ahli warisnya, berada dalam penguasaan
dan pengelolaan dan bahkan ada yang sudah dimanfaatkan oleh Baitul
Mal untuk kepentingan umat Islam. Kondisi ini sungguh-sungguh
memprihatinkan, karena landasan hukum yang dimiliki oleh Baitul Mal
vang notabene juga merupakan lembaga bentukan pemerintah, yang
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menguasai dan mengelola
tanah-tanah tersebut tidak melaksanakan amanat undang-undang.
Fadahal ini tidak boleh terjadi, karena menyangkut dengan harta umat
yang harus mendapat perlindungan hukum serta dikelola dengan baik,
untuk menjamin kepentingan umat dan agama Islam dikemudian hari.

Menurut Kepala Baitul Mal Xota Banda Aceh Kkewenangan
penyelesaian permasalahan  tanab-tanabh tak bertuan ini, sudah
dilimpahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan inisiatif Baitul Mal
Gampong masing-masing untuk melakukan mekanisme pengajuan hak
penguasaan dan pengelolaannya.Baik untuk meminta penctapan kepada
Mahkamah Syar'iyah tentang status tanah korban tsunami, yang tidak ada
lagi pemilik dan/atau ahli warisnya tidak diketahui lagi, maupun untuk
mengajukan permohonan pembuatan buku tanah yang demikian kepada
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.”

Kebijakan Raitul Mal Kota Banda Acch tersebut, sampai sejauh
i nampaknya belum memberikan dampak apa-apa bagi proses
perlindungan hukum secara formal sebagaimana diamanatkan peraturan
perundang-undangan, terhadap ranah-tanah korban tsunami yang
terdapat di gampong-gampong di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

Faktor penyebab belum adanya satu persil pun ranah yang tidak ada
lagi pemilik dan/atau ahli warisnya, diminta penetapan dan didaftarkan
oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah dan Kantor Pertanahan

2eWawancara Ts Salahuddin Hatan, angeal § Graober 2013,
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Baitul Mal adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan alasan pertama belum didaftarkannya harta
peninggalan korban tsunami oleh Baitul Mal Gampong, adalah
karena pengurus Baitul Mal Gampong belum mengetahui ada
peraturan perundang-undangan mengenai hal ini, sehingga
sosialisasi mutlak diperlukan.

2. Delumadanya kata sepakat dan kesamaan persepsi diantara para
pengurus Baitul Mal Gampong dan masyarakat setempat, tentang
perlu dan pentingnya diajukan penetapan status tanah korban
tsunami untuk menjadi milik Baitul Mal Gampong.

3. Terjadinya dualisme pengelola harta agama di pampong juga
menjadi kendala tersendiri. Ada Gampong yvang penzurus Baitul
Malnya langsung diketuai oleh Tak. Imeum Gampong/ Meunasah,
ada pula Gampeng yang menetapkan pengurus Baitul Malnya
bukan dariunsur imeum Gampong, tetapi dari unsur lain misalnya
tokoh masyarakat.

4. Pengurus Baitul Malmerasa ragu dan belum yakin dengan status
tanah tersebut. Karena sangat dimungkinkan tanah tersebut
sudah pernzh dilakukan peralihan hak, kepada pihak lain aleh
si pemilik tanah terscbut beberapa waktusebelum terjadinya
musibah tsunami, namunsi pemilik baru yang kemungkinan masih
ada atau ahli warisnya kemungkinan dapat ditemukan, belum
dapat menunjukkanbukti-bukti kuat tentang adanvaperalihan
haktersebut.

- Baitul Mal gampong atau Imeum dan perangkal pemerintah
Gampong enggan melaporkan harta tersebut kepada Baitul Mal
Kota, karena kalau dilaporkan mereka masih memahami harta
agama tersebut akan diambil dan dikelola oleh Baitul Mal Kota
Banda Aceh. Akibatnya sampai saat ini Baitul Mal Kota Banda
Aceh belum memiliki data yang akural, tentang berapa banyak
jumlah harta-harta tidak bergerak peningggalan korban tsunami
vang tersebar di gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda
Aceh.?

6. Korban tsunami yang memiliki tanah dan menetap di wilayah
gampong yang diteliti sebagiannya adalah warga pendatang
Sehingga sangat dimungkinkan masih ada ahli waris dari daerah
asalnya, yvang di kemudian hari akan datang untuk mengambil dan
meminta kembali tanah tersebut, karena memang secara hukum
merekalah yang paling berhak atas semua harta peninggalan si
korban termasuk tanah.

(21

27 Wawancara Dre. Salshuddin Haten, tenee=l @ Clooher 3013
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7. Biaya pengurusan penetapan Mahkamah Syariyah dan 4

permohonan pembuatan buku tanah tentu juga membutuhkan
biaya, sedangkan sumber pembiayaan untuk itu belum ada
dalam kas Baitul Mal Gampong/Kota.Begitu pula dengan waktu
pengurusan yang kemungkinan akan sangatlamadan merepotkan
bagi pengurus Baitul Mal, seperti misalnya mencari waktu yang
pas untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidang pengadilan
dan lain sebagainya.

t

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar semua harta
peninggalan korban tsunami, yang berada di bawah penguasaan dan
pengelolaan Baitul Mal tetapi belum memenuhi prosedur yang legal,
maupun harta yang belum dikuasat dan dikelola Baitul Mal maka ada
beberapa solusi yang dapat ditempuh yaitu:

1. Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota segera

melakukan sosialisasi vang merata kepada semua pengurus
Raitul Mal yang ada di tingkat bawah, mengingat pentingnya
dilakukan segera penetapan dan pengurusan hak pengelolaan
terhadap harta-harta peninggalan korban tsunami yang berada
di wilayah Kota Banda Aceh secara legal.

2. Baitul Mal khususnya pada tingkat Gampong yang memiliki
pengurus dalam prakteknya terhadap penguasaan dan
pengelolaan harta apama, disarankan seperamengakhiridualisme
pengurus Baitul Mal di gampong tersebut.

3. Untuk memastikan keberadaan pemilik dan/atan ahli waris
korban tsunami yang pendatang, kivanya Baitul Mal gampong
segera menelusuri hal tersebut ke daerah asal korban. Bila dalam
waktu tertentu tidak ditemukan ahli warisnya maka segera
saja diajukan permohonan penetapan tidak ada ahli waris dan
pengurusan hak penguasaan dan pengelolaan oleh baitul mal.

4. Terhadap permasalahan biaya pengurusan penetapan Mahkamah
dan hak pengelolaan kivanya dapat segeva dimusyawarahkan oleh
setiap jenjang pengurus baitul mal, dimungkinkan juga untuk
melakukan pendekatan dengan Mahkamah Syar'iyyah dan BPN
untuk menggratiskan biava pengurusan tersebut, atau dapat juga
diusuikan keseluruhan biaya tersebut dimasukkan dalam APBD
Kota Banda Aceh.
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H. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan balwa legalitas penguasaan
dan pengelolaan harta peninggalan korban tsunami yang tidak diketahui
pemilik dan/atau ahli warisnya, oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh
sehahagiannya sudah memcnuhi ketentuan hukum yang berlaku,
terutama penguasaan terhadap harta bergerak peninggalan korban
tsunami dalam bentuk simpanan Jdi Bank dan harga pembebasan
lahan vang terkena proyek pembangunan jalan dan drainase di Kota
Randa Acch. Harta peninggalan korban tsunami dalam bentuk yang
tidak bergerak seperti tanah, sampai sejauh ini belum dilakukan upaya
hukum untuk mengurus penetapan tidak diketahui pemilik dan/atan
ahli warisnya oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh kepada Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh. Karena itu, tentu pengurusan buku tanah kepada
RBadan Pertanahan dengan sendirinya juga belum dilakukan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta peninggalan
korban tsunami dalam bentuk harta tidak bergerak helum sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yvane berlaku kalau lidak
mau dikatakan penguasaan/ pengelolaan tersebut dilakukan oleh Baitul
Mal secra illegal. Kendala yang dihadapi Baitul Mal di Kota Banda Aceh
dalam permasalahan ini diantaranya, kurangnya sosialisasi perundang-
undangan tentang penguasaan dan pengelolaan harta agama khususnya
peninggalan korban tsunami, berbedanya pemahaman penpgurus,
dualisme pengurus/pengelola, dan koordinasi yang lemah baik antar
lembaga Baitul Mal secara vertikal, maupun koordinasi antara Baitul Mal
dengan instansi terkait lainmya seperti Kemenag, Mahkamah Syarivah,
dan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Banda Aceh misalnya juga
ditengarai menjadi salah satu kendalanya.
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PERUBAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN
ACEH TENGAH

Oleh: Arifin Abdullah, MIL

A. Pendahuluan

Banyak permasalahan perwakafan yang ada dalam masyarakat
sekarang ini masith menjadi masalah yang rumit, diantaranya menyanghkut
masalah keabsahan satatus wakaf, memerlukan kajian yuridis terhadap
keabsahan status wakaf, yang semakin lama semakin banyak persoalan,
baik perumahan, perluasan jalan umum, tempat ibadah, tempat
pendidkan dan lain-lain. Pada mulanya, sebagimana diketahui tidak ada
hukum positif sebagai ketentuan khuosus, kecuali lofedz dengan lisan
saja di depan imam mesjid, pada masa itu, dan disaksikan oleh beberapa
orang, maka wakaf di anggap sah.

Realita yang terjadi dalam masyarakat wagif hanya melafadzkan
kata-kata mewakafkan suatu objek kepada imam masjid, dan disaksikan
oleh beberapa orang saksi dianggap sah. Tanah yang diwakatkan itu
peralihannya tidak disertai bukti pemilikan tanah. Dikawatirkan tanah
tersebut suatu saat kemungkinaan di gugat oleh ahli warisnya, bahwa
tanah yang diwakatkan oleh orang tuanya itu tidak sah, karena tidak
mempunyai alat bukti yang kuat. Sedangkan saksi-saksi sudah tidak ada
lagi, disebabkan berbagzai foktor ketiadaaannya

Adapun tanah vaneg telah diwakafkan, dalam Akta lkrar Wakafnya
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untuk keperluan pendidikan, sekarang telah dibangun jalan raya. Tanah
yvang dulunya diwakalkan untuk tempat ibadah, sekarang berubah menjadi
dermaga kapal, tanah yang ikrar wakafnya untuk tempat perkuburan
umum, sekarang berubah menjadi tempat pendidikan. Pemanfaatan tanah
wakaf yang tidak sesuai dengan tkrar wagif terjadi dalam masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada
Pasal 3 disebutkan “wakaf yang telah ditkrarkan tidak dapat dibatalkan”
tanah yvang telah diwakaf kan harus sesuai dengan niat wagifl’

Tanah wakaf merupakan peralihan hak pribadi, hak milik, atau
badan hukum tertentu, dialihkan menjadi hak wakaf, tujuannya untuk
keperluan sosial, ibadah dan keperluan umum lainnya. Perwakafan
tanah seiring kemajuan terjadi dalam masyarakat, dilakukan di depan
nadir atau badan yang berwenang dalam Pembuatan Akta Thrar Wakaf
(AlW), di tiap Kantor Urusan Agama (KUA), berwenang membuat Akta
Ikrar Wakaf (AIW) bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Akta dibuat setelah dilakukan pengukuran bersama dengan waqif, nadir,
pegawai BPN dan pegawai KUA untuk melakukan penpukuran tanah yang
diwakafkan, sebelum dibuat Akta [krar Wakaf (ATW).

Permasalahan sekarang dalam masyarakat, khusunya Aceh Tengah,
bahwa peruntukan (peralihan) tanah wakaf tidak sesuai dengan ixrar
wakaf, sehingga dianggap sebagai pelanggaran dari syariat dan sebagian
kalangan mengangap hal tersebut tidak wajac Hal ini dipandang
bertentangzan dengan alas hak yang terdapat pada Undang-Undang
Momer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Studi ini ingin mengkaji tentang
status perubahan atas pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan hukum
yang berlaki, dan kedudukan hukum tanah wakaf yang telah berubah
peruntukannya di Kabupaten Aceh Tengah.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan
vuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara
terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan normatif
adalah meneliti bahan pustaka atau data sckunder yang mencakup bahan
hukuim primer, sekunder dan tertier?

Pendekatan yuridis sosiologis, digunakan untuk meneliti mengenai
keberlakuan hukum itu dalam aspek yang konkrit Untuk adanya
sinkronisasi data dalam penelitian, maka langkah-langkah yang ditempuh
adalah mendekati data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masvarakat? Hal ini
diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif atau tidaknya berlaku

suatu aturan bukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
I [emberan Nesara No 41 tabus 2004 tantans wakaf
2 Sperjond Sockmmin, Penganiar Penelirian Heotem, Cet [, (Jadeeries Ul-Press, 1986), b 32,
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perubahan yang terjadi dalam masyarakar, perkembangan kebudayaan
dan lain-lain.!

B. Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdaer dari kata
kerja atau fi'il wakafa, fi'if ini adakalanya memerlukan objek "muta’add”
ada kalanya tidak memerlukan objek "lazim” Istilah wakaf berasal dari
"wagf" artinya: menahan, Jadi wakaf falah menahan suatu barang dari
dijualbelikan atau diberikan, dipinjamkan oleh pemiliknya, guna dijadikan
manfaat untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan oleh syara’
serta tetap bentuknya, dan boleh dipergunakan, diambil manfaatnya oleh
orang vang ditentukan (menerima wakaf) atau umum.®

Wagf jamaknya ewyuf artinya menyerahkan harta milik dengan
penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu
kepada lembaga Islam. Pengertian ini apabila dikaitkan dengan pegertian
wakaf dalam llmu tajwid yaitu tanda berhenti dalam bacaan al-Qur’an.
Besitu juga apabila dihubungkan dengan masalah ibadah haji. yaitu
wuquf, maka berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9
Dzuthijjah. Adapun maksud menghentikan, menahan, maka wakaf disini
herkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam sering disebut
ibadah wakal atau finhs®

Wakal menurut bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang
lain untuk dijadikan hak bersama, karena kepemilikan ditahan oleh orang
lain, seperti menahan hewan ternak dan tanah dan segala sesuatu.’

Definisi wakaf menurut etimologi adalah menahan harta dan
memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, atau juga bermaksud menghentikan
seperti telah disebutkan di atas. Makna menghentikan bahwa
memanfaatkan keuntungannya diganti untuk kebaikan sesuai dengan
tujuan wakaf, menghentikan segala aktivitas yang melekat pada harta
tersebut seperti mewariskannya, menjualbelikannya, menghibahkannya,
maka setelah terjadinya wakaf, hak-hak tersebut tidak boleh lagi
dipergunakan untuk keperluan pribadi, tapi hanya bisa dipergunakan
untuk keperluan auama semata-mata® Sedangkan menurut syara’ wakaf
berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.®

4 [hid

5 Moh Anwer, " Moeaamaleh, Mumsakabe! Foro'sf, dan Jingyah” dalam Sudarsond, Pekos-Fokes
Fulum Isiam, [Tekana Reneka Cipia, 19923 h 494

6 lesilah fakix 2ta ohabs hiacanya diperpunakan kelongan mesyaraket Afrika Utara yang bermeazhah
Maliki, denpan arti menshen, Abdul Halm,  Hubeen Ferwalkaion dr fedomeser. (lzkana Ciputat Preze,
) 12

7 Mahrtud Bin Dmar al-Zamakhasyan, 46 Aolaghch, (1L Aulsd Aufanshy, 1933}, b 307

A Abful [Talim. h. 5.

9 Sayyid Sabig. Fikth Suonak, (dakera; Pera Pundi Aksera, 2006). b 423
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tkrar wakaf bertujuan untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah,
yvang diwakafkan, maka harus dibuatkan Akta lkrar Wakaf olch Kepala
KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf
(PPAIW) di tingkat Kecamatan. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41
‘Tahun 2004, tentang Wakaf, pada Pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa, “ikrar
wakaf dilaksanakan oleh wagqif kepada nadir dihadapan PPAIW dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, ikvar wakaf ini dinyatakan dalam
bentuk lisan maupun tulisan, dan di impelementasikan dalam bentuk
lkrar Wakaf oleh PPAIW, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf
(AIW) dianggab sah apabila dihadiri oleh 2 orang saksi, vang disertai
dengan surat bukti pemilikan tanah yang akan diwakafkan, atau surat
keterangan kepala Desa, dalam pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomaor
42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004, tentang Wakaf. Pendafataran harta benda wakaf tidak berperak,
berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau PPAIW. Pendaftaran
Tanah Wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/
Kota untuk memperoleh sertifikat vang dimuat dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintal Nomor 28 Tahun 1977,

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
disebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wagif untuk
memisahkandan/atau menyerahkansebagian hartabenda miliknyauntuk
dimanfaatkan selama-lamanya atau untulk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ihadah dan/atau kesejahteraan
umum menurul syariah. Dalam Kompilasi Hokam Islam (KHI) Pasal
215 Ayat (1) "wakaf adalah perbuatan seseorang, kelompok atau badan
hukum yang memisahkan sebagian hak miliknya dan melembagakannya
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperivan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Tujuan dan fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahan
2004 pada pasal 4 menyatakan bahwa “wakaf bertujuan memanfaatkan
harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Pada Pasal 5 menyatakan
bahwa “wakaf befungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum”, sedangkan fungsi tanah wakalf menurut Kompilasi
Hukum [slam (KHI) Pasal 216 menyatakan bahwa “mengekalkan henda
wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.

Adapun dasar hukum wakaf vang paling utama terdapat dalam al-
{Jur'an yaitu pada Surat al-Bagarah ayat 262:
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Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu
dengan menyehut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiﬂ
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan
mereko. tidak ada kekhawatiran terhudap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedili hati”

TR IRRLELET L]

().5. al-Bagarah ayat 26:
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Artinya: Hai orang-arang yvang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dart
apa yang kami keluarkan dari bumi untuk karnu. dan janganlah kamu
memilil yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanys,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambifnya melainkan dengan
memineingkan mata terhadapnya dan Ketahuilah, bukwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.™

0.5, Ali-Imram ayat 9

e AT o pjie e I
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Artinva: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yung
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya
Allah mengetahuinya”

Q.5.al-Hajjayat 77:

d.:":-“?l'* w.t},,_,p :*-“ u,_;,m 1..5) 5;,.,1 1.;3 "'i,.

Artinya: Hoi vrang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah
kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu
mendapat kemenangan,™

Para ulama memahami ibadah tersebut sebagai ibadah wakaf. Wakaf
dalam hadis Rasuulullah Saw. banyak sekali diternukan lebih kurangada 45
hadis yang berkenaan dengan wakaf. Sebagai sumber ketiga yaitu ijtihad
ulama, (interpretasi para ulama figh) yang terdapat dalam kitab-kitab figh.

1 fEad
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Di negara Indonesia mempunyai undang-undang vang mengatur
tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf. Kompilasi Hukum Islam {(KHI) dan peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakal.

Menurut Pasal 22 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa,
dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta henda wakaf
hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Saranadan kegiatan ibadah.

2. Saranadan kegiatan pendidikan, serta keschatan.

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piaty, anak terlantar,

beasiswa.

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 24 September 1960, pada bagian Xl pada
Pasal 49 Ayat (3) menyatakan bahwa: tanah untuk kepentingan suci dan
sosial. Perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 28 Tahun 1977, berkenaan dengan Perwakafan Tanah Milik
Sedangkan perwakafan selain tanah milik belum ada diatur didalamnya.

Peraktek perwakafan tanah yang biasa dilakukan dalam masyarakat
dilakukan di depan nadir bahwa wagif akan mewakafkan tanahnya,
Nadir akan melapor kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA).
dari KUA Kecamatan akan dilaporkan kepada Kantor Departemen
Agama Kabupaten/kota. Kemudian di daftarkan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk pensertifikatan tanah wakaf untuk memperolah
kekuatan hukum yang sah.

Pelepasan dan peralihan tanah wakaf dilakukan hanya untuk
keperluan yang sifatnya umum dan harus melalui izin dari Menteri
Agama. Republik Indonesia menyanghut perubahan penggunaan tanah
wakaf maupun vang tidak sesuai dengan Thrar Wakal

Ada beberapa persyaratan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 217 yaitu:

1. Badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan
sehat akalnya serta aleh hukum tidak terhalang untuk melakukan
perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakatkan
benda hak miliknya  dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2. Dalam hal henda-henda hukum, maka yang bertindak untuk dan
atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum
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d

. Bendawakafsebagaimanadimaksuddalam pasal 215 ayat 4 harus
merupakan benda milik yang bebas dari, segala pembebanan,
ikatan, sitaan dan sengketaan.12

Pasal 41;

1. Ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 41 huruf (f)
dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesual dengan rencana
tata ruang kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ynag berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia

3. Harta benda wakaf yang sudah berubah statusnya karena
ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
waijib ditukar dengan harta henda yang manfaat dan nilai tukar
sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula

Pasal 44

1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadir
dilarang melakukan perubahan penukaran harta benda wakal
kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakat Indonesia

2. Izin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan
apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan

sesuai denpan peruntukkannya yang dinyatakan dalam ikrar
wakafl3

C. Perubahan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Daerah Aceh Tengah padaumumnya, Kecamatan Bebesen, Kecamatan
Pegasing dan Kecamatan Kute Panang, pada khususnya terdapat
tanah wakaf yang telah berubah atau tidak sesuai dengan lkrar Wakaf,
perubahan tersebut terjadi baik disengaja atau tidak. Ada perubahan
tersebut karena untuk kepentingan Umum dan Tata Ruang Kota. Hal im
ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Menurut Pasal 49 ayat 2 Poin a bahwa “perubahan harta benda wakaf
tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana
Tata Ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan
tidak bertentangan dengan prinsi syariah”. Pada sisi lain tanah wakaf ini
telah kabur atau tidak jelas lagi status tanah tersebut, disebabkan tanah

12 Kompilesi Hukum lslam
13 Lembaran Negaia Nomor 41 Tahug 2004 Temang wakef

s 22 LIRTHTE T
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tersebut telah di wakafkan sudah lama, dan tidak ada saksi yang bisa
membuktikan bahwa tanah tersebut tanah wakaf."!

Pertukaran tanah wakaf pada kenyataannya masih terjadi, karena hal
tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat, pertukaran tanah wakaf
tersebut hanya berdasarkan kepada musyawarah Desa antara Imam,
kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakal, dalam menentukan
peruntukan tanah wakaf tersebut. Akan tetapi hal ini terjadi mempunyai
alasan, bahwa proses pengurusan atau perubahan Akta lkrar wakafterlalu
lama dan berbelit-belit. Inilah salah satu yang menyebabkan masyarakat
mengambil jalan pintas dan tidak sesuai dengan [krar Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, pada Pasal 49
menyatakan bahwa “perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk
penukaran ditarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (RWI})*

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 225 Ayal
{1}, menyatakan bahwa "pada dasarnya terhadap benda yang telah
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari
pada vang dimaksud dalam ikvar wakat” pada Ayat () "penyimpangan
dari ketentuan tersebut dalam Ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan saran dari Majlis
Ullama Kecamatan setempat dengan alasan;

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di
ikrarkan oleh wagif
2. Karena kepentingan umum?®

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta vang telah di wakafkan
menurut mazhabnya tetap berada pada waqif, dan boleh di tarik kembali
oleh si waqif. Jadi harta itu tidak herpindah hak milik, hanya hasil atau
mamfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf Dalam hal ini imam
Abu Hanifah memberikan pengecualin pada tiga hal, yakni wakaf untuk
mesjid, wakaf vang ditentukan keputusan penggadilan dan wakaf wasiat*’,

1. Penggantian Barang Wakaf

Penggantian (ibdal) adalah menjual barang wakaf untuk membeli
barang lain sebagi gantinya, sedangkan isifhdal adalah menjadikan
barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Namun
dalam peraktiknya tidak sedikit para ulama berbeda pandapat dalam

14156

15Tukpis Nomor 42 Undang-Undang Momor 41 Tahin 2004
o Eompilas Hukum Jalam

17 Waksh Zuhaily, af-Figh al-Jram wa Adiaim, b 131
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pertukaran tanah wakal

Dalam mazhab Hanafiyah penukaran dan penggantian adalah
boleh, kebijakan ini berdasarkan kemaslahatan yang menyertai peraklik
tersebut, pembolehan ini berdasarkan dari sikap ketoleransian yang
dianut oleh mazhab Hanafiyah, menurut mereka penukaran boleh
dilakukan oleh siapapun, baik wagqif, hakim, tanpa menilik jenis barang
yang diwakatkan.

Apalagi dalam literatur kitab-kitab figh mazhab Hanafi dapat
ditemukan bahwa ibdal [penukaran) dan istibdal (penggantian)
diklasifikasikan ke dalam tiga katagori berdasarkan kehendak waqgif
sebagai berikut:

1. Ibdal (penukaran) disyaratkan oleh wagqif

2. Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh wagifl

3. Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh wagqif, sedangkan

mauquf masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tapi ada
barang pengganti yang lebih menjanjikan.*

palam tahapan berikutnya tanah wakal yang istibdalnya
(penggantian) antara lain:

a. Setelah pengsantian vang pertama wagif tidak diperbolehkan
mengganti barang wakaf untuk kedua kalinya, karena syarat
penggantian sudah habis, kecuali ia menyebutkan hak melakukan
istibdalnya biasa dilakukan berulang-ulang kali.

b. Jika waqif berkata saya mewakafkan tanah ini, dan di suatu harl
berkata lagi, saya berhuk menjual tanah wakaf ini guna membeli
tanah yang baru lagi, wakaf tersebut batal karena tidak menyebut
tanah yang penggantinya tadi apakah di wakatkan atau tidak

¢. lika waqif mensyaratkan penggantian tanah wakal dengan tanah
maka ia tidak berhak menggantinya dengan rumah atau yang lain

d. Jika waqif mensyaratkan penggantian untuk orang lain beserta
dirinya, maka waqif berhak melakukan penggantian it,

e. Jika wagif mensyaratkan dalam wakaf menjualnya dan
menghibahkan harganya maka hibah tersebut sah14

2. Hukum Penggantiun Barang Wakaf

Kita telah membahas tipa katagori penggantian wakaf berkaitan
penentuan syarat oleh wagqif atau ketika waqif tidak mensyaratkan
sesuatu. Ketika waqif tidak mensyaratkan penggantian barang wakaf,
hahkan ia melarangnya. Contolinya saya wakafkan tanah ini dengan syarat

lidak holeh menjual atau mengantinya, dalam hal ini seorang hakim boleh

18 Muhmmad Abid Abdullsh Al-Kabisi Hutvm wokad (Tokats Domper Dhuafa Republik dan
[Inahd, 2004 b 350
19780




120 MEMAHAMI DESKONSTHRUKSI HUKIM DALAM PRANATA SOSTAT ISLAM

mengganti benda lersebut dengan pertimbangan kemaslahatan® dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 49

tersebut.

a. Perubahanstatushartabenda wakaf dalambentuk penukarandilarang
kecuali dengan izin tertulis dari menteri herdasarkan pertimbangan
BWI

b. Tzin tertulis dari menteri sebagimana dimaksud pada avat {1) hanya
dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

« perubahan harta benda wakaf tersebut tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuzn peraturan perundang-undangan
dengan prinsip syari'ah

+ Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar
wakaf atau

« Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung
dan mendesak

c. selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

» harta benda penukaran memiliki sertfikat atau bukti kepemilikan
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

« Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula.21

d. Nilai dan malaat harta benda penukar sebagaiman dimaksud pada
avat (3) huruf b ditetapkan oleh bupatifwalikota berdasarkan
rekomendasi tim penilai yang anggotanya sendiri dari unsur:

+ pemerintah dacrah kabupaten /kota

» Kantor pertanahan kabupaten/kota

= Majelis ulama Indonesia

« Kantor depertemen kabupaten/kota

+ Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan

3. Syarat Penggantian Tanah Wakaf
Sejumiah ulama Hanafivah yang mengeszhkan penggantnn barang
wakal mendapatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaannya, vaitu:
a. Penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan
b. Pengelola wakaf tidak holeh menjual barang wakaf kepada orang lain
c. Barang pengganti harus barang vang tidak bergerak
d. Penggantian rumah wakaf harus dengan rumah wakaf yang lebih
baik dari yang semula.

206t b, 287
2100
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Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras
penggantian barang wakaf, namum mereka tetap memperbolehkannya
pada kasus tertentu, dengan membedakan barang wakaf yang bergerak
dengan yang tidak bergerak. Berikut ini akan dijelasakan pendapat
mereka:

4. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fugaha dari mazhab Maliki memperbolehkan mengganti
barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahantan.
Pendapat ini termasyhur dalam riwayat Imam Maliki. Dalam hal ini, al-
Qurasyi memfatwakan “jika barang wakaf merupakan barang bergerak
dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Seperti pakaiaan yang rusak atau kuda
yang sakit. Maka barang tersebut boleh dijual dan dibelikan barang
sejenis yang bisa diambil manfaatnya™

Dalam kitab al-Mudawanah®® dijelaskan “kamu berkata: bagaimana
pandangan anda tentang binatang wakaf fisabililah (untuk berperang)
vang lemah dan sakit-sakitan, juga pakaian wakaf yang telah rusalk Imam
Malik berkata: jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan Allah jadi
lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda
lain yang sehat dan kuat.

Balitkan dari kalangan ulama mazhab Maliki ada yang melontarkan
pendapat lebih ektrim mereka menyatakan, jika barang wakaf
membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari Baitul
Mal, sedangkan kasnya kosong, maka barang tersebut harus dijual dan
diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan.
Contohnya ketika kuda perang yang diwakafkan fisabililah (dijalan
Allah) membutuhkan biaya perawatan dari Baitul Ma), sedangkan biaya
perawatan sedang kosong. Kuda itu boleh dijual dan dibelikan senjata
vang tidak membutuhkan biava perawatan terlalu besar Hukum ini
berlaku dengan catatan fungsi barang pengganti harus sama minimal
menyerupal barang wakaf asli, seperti senjata yang mempunyai fungsi
hampir sama dengan kuda perang.”

Mazhab Hambali memberikan batasan pengizinan menjual dan
menganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap
mempertimbangkan kemasalahatan.

Hukum asal penjualan tanah wakaf adalah haram tetapi, hal ini
dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakal, yaitu agar
barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat, jadi, penjualan barang wakaf

221kid k10

2384 b 342

24 Al-Uardi], ﬂ'_'l.,.';_h:'!_uﬂl‘ll ALEabir 1G4 IV, b, ) Rizaleh gl-Khosah b5 dan 10 Mehammad Ahid
Abdullah Al-Eabisy, | h 349
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tidak benarkan selama tidak dalam keadaan darurat. Ulama Hanabilah
menetapakan yang berhak melakukan jual-beli dan penggantian barang
wakaf hanvalah hakim, apabila ditujukan untuk kemaslahatan umum,
namun jika wakaf ditujukan untuk orang-crang tertentu, maka yang
berhak melakukan penjualan dan penggantian tersebut adalah naznair
yang telah ditentikan dengan tetap meminta izin dari hakim

Bila penjualan barang wakafadalal demi kemaslahatan umum, maka
nazhir yang telah ditentukan yang berhak menjualnys, demi langkah
pencegahan, sebaiknya nazhir juga harus mendapat izin dari hakim.
Pertimbangan yang dipergunakan ulama Hanbali dalam memberikan hak
kepada nazhir untuk menjual dan mengantikan barang wakaf, jika wakaf
diperuntukkan untuk orang tertentu, adalah karena mereka meyakini
bahwa kepemilikan barang wakaf adalah kepada penerima wakaf jika
tidak ada nazhir maka yang berhak mengurus penjualan dan penggantian
wakal adalah hakim

Jika barang wakaf dijual maka hasil penjualan harus dibelikan barang
lain yang memanfaatkan diberikan kepada penerima wakal baik barang
penganti sejenis dengan barang wakaf yang pertama ataupun tidak, sebab
yang terpenting hukan jenis barangnya, malainkan manfaatnya

Sementara menurut imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas

darisi wagif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk sclama-
lamanya, karena tidak boleh wakaf yang ditentukan janpka waktunya
seperti yang dibolehkan wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti
yang dibolehkan imam Maliki, maka yang disyaratkan pula benda yang
tahan lama, tidak cepar hahisnya, **

5. Svarat Penggantian Barang Wakafyung Bergerak

Untuk penggantian barang wakaf yang bergerak ulama Malikiyah
mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan
berdasarkan syarat-syarat, boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi
bermacam-macam disiplin ilmu jika sudah terlihat usang. Namun
sebaliknya kita tidak boleh menjuainya selama masih bisa dipergunakan™

Kalangan ulama Malikiyah memberikan toleransi yang luas
dalam penggantian/penukaran barang wakaf yang bergerak. Contoh
memperbolehkan memindahkan tiang-tiang dari satu masjid yang tidak
mungkin direnovasi lagi ke masjid yang lain.®*
6. Mengganti Barang Wakaf vang tiduk Bergerak

Para ulama Malikiyah dangan tegas melarang penggantian barang
wakaf yang tidak bergerak, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat

iarang. ulama Malikiyah sepakat penjualan masjid yang diwakafkan itu
25 Abdul Halim, b, 75,
26 Muhammad Abid Abdulish 0 368
2706, b 366
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dilarang, selain itu barang yang tidak bergerak seperti rumah dan toko,
kecuali hal darurat seperti perluasan masjid, perluasan jalan umum, jika
keadaan memaksa, dan al-Hlarwali dalam kitab Syvarh al-Risuluh menulis
“semua ulama menectapkan konsensus bahwa penjualan barang wakaf
tidak dibenarkan selama masih bermanfaat.®

Jadi, seorang pemimpin berhak memaksa pemilik rumah  atau
pengelola wakaf untuk menjual wakafnya demi kepentingan bersama
imam Dardi dalam kitabnya menulis®® pemaksaan itu tidak bisa dikatakan
sebagai ghashab {mengambil tanpa izin).

7. Burang yang Tidak Bisa Dimanfuatkan

Fugaha Malikiyah membaginya ke dalam dua katagori Pertama,
harang yang tidak bergerak tidak bisa dimanfaatkan. Namum di kemudian
hari masih ada harapan dapat dimanfaatkan dan seandainya benda itu
dibiarakan sementara waktu tidak akan rusak, dalam kasus seperti ini,
mereka sepakat benda itu tidak boleh dijual. Kedug, barang yang tidak
bergerak tersebut tidak dimanfaatkan lagi dan tidak bisa diharapkan
akan hermanfaat kembali, atau akan mengakibatkan kerusakan jika
dibiarkan, dalam kasus seperti ini, dikalangan ulama Malikiyah terdapat
dua pendapat vaitu:

a. Benda tersebut mutlak tidak boleh dijual ataupun diganti, seperti
yang difatwakan oleh imam Malik berkata dalam Khurasyi dijelaskan®
“benda wakaf yang tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun dalam
keadaan rusak’, dibagian lain beliau berkara demikian juga "tidak boleh
menjual seperempat vang rusak dengan seperempat yang tidak rusak™

b. Kita harus membedakan apakah barang wakaf tersebut berada di
dalam atau luar kota, baru dapat membedakan hukumnya;

1. Jika barang itu berada di dalam kota, semua ulama Malikiyah
melarang penjualan atau penggantiannya, hal ini dikarenakan
barang vaneg berada dalam kota kemungkinan dapat diperbaiki3 |1

2. Jikaterdapatdiluar kota, barang itu dapat dijual menurut pendapat
sebagian ulama Malikiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn al-
Qasim yang menggivaskannya dengan masalah pakaian yang telah
usang32

Di samping melarang penjualan barang wakaf yang telah rusak,
wlama Malikivah juga melarang penggantian dengan barang lain ketika
sudah rusak™ lbn Rusyd berpendapat lain beliau berfatwa, “jika tanah

2Bt b 358

29 Mubananad Abid Abdulteh al-Kuabisi, Funaeh Dealr el Sk alabiz h 369
3048id, b 370

31 2id b 365

32 b,

33 8ymih al Bhurasyy -, Jilid 7, B 95 Modemmad Abid Abdullah al-Eabisi. & 371
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wakaf ridak dapar dimanfaatkan dan sulit untuk disewakan, maka
diperbolehkan untuk mengantinyg dengan tanah lain berdasarkan
keputusan hakim”

Dari pemaparan di atas ulama Malikivah memperbolehkan
penukaran barang wakaf yang tidak bergerak demi kepentingan umum.
Masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'ivah dikenal
lebih berhati-hati dibanding dengan ulama mazhab lainnya, hingga
terkesan seclah-olah mereka mutlak melarang istibdal (penggantian)
dalam kondisi apapun, mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat
berindikasi penyalahgunaan barang wakaf.

Namun dengan ekstra hati-hati mereka tetap membahas masalah
penggantian beberapa barang wakal yang bergerak, apabila kita merujuk
kitab-kitab mazhab Syafi'ivah kita akan menemukan bahwa pembahasan
penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang
sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang telah patah
dan menimpa ke masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang
tersebut hilang sama sekali, sejalan dengan ilu perbedaan pendapat
tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama
melarang penjualan barang wakaf dan atau menggantinya, barang
tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.

Pendapat kedua membolehkan penjualan barang wakaf dengan
alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wagif. **

Tmyan Syairazi "jika kita mengizinkan penjualan barang wakafl, maka
nilai harganya disesuaikan dengan kondisi barang yang ada” ulama
Syafiivah mensyaratkan, uang yang didapatkan dari hasil penjualan
harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai gantinya®*

Pendapat ulama Syafi'iyah tentang penjualan barang wakafl seperti
vang disebutkan di atas berlaku jika wakal berupa benda bergerak,
mayoritas merska mengunggulkan pendapat pertama vang menyatakan
barang terscbut tetap schagai wakaf, walaupun sudah rusak

Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin
hilang manfaatnya sehingga tidak boleh dijual dan diganti, namun
dalam penelitian yang pernah dilakukan, rerdapat perhedaan pendapat
diantara mereka dalam masalah wakaf tanah yang dipastikan tidak dapat
dimanfaatkan lzgi, dalam kendisi ini yang diungzulkan adalah pendapat
yang melarang penjualan dan penggantian

Sebagaiman ulama Malikiyah, boleh tidaknya penggantian barang
wakaf, ulama Hanbali tidak membedakan antara barang bergerak dengan
yang tidak bergerak bahkan mereka mengambil hukum pengzantian
benda tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan

3d A4l Mvkamab | B 445 Muohammad Abid Abdullgh al-XKebisr. ., h 373
35 Mughn albfehiar, B 20 R 390, Mohammed Abid AbJullak al-Kebisi, &, I 366
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hukum pengzantian benda bergerak®™

Sebagai contoh. mereka menganalogikan bolehnya mengoanti
barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun
tidak bergerak, dengan mendasarkan ijma’  yang memperbolehkan
penjualan kuda wakaf yang sudah tua, dan tidak bisa digunakan lagi
untuk berperang, kendatipun masih dapat digunakan untuk manfaat lain.
Seperti mengangkut barang atau scjenisnya.

D, Kedudukan Hukum Tanah Wakaf yang berubah Penggunaan

Tanah wakaf yang telah bertukar penggunaan terdapat dilapangan,
tanah wakafini di pertukarkan, karena tanah tersebut tidak sesuai dengan
yang diinginkan atau kurang strategis untuk hal tertentu. Misalnya untuk
pembangunan masjid, karena tidak sesuai dengan lingkungan sekitar
masjid, maka ditukar ke tempat lain. Seperti yang terdapat di Desa
Tawar Miko Kecamatan Kute Panang, I[krar Wakafnya untuk masjid,
Kenyataan sekarang dibuatkan untuk tempat Pengajian al-Quran. Di
Desa Sabun Kecamatan Kute Panang, di tkrar Wakafoya untuk masjid
sekarang di jadikan tempat pemakaman umum, di Kecamatan Pegasing,
Desa Uning tanah wakaf, dalam ikrar wakafnya untuk pembangunan
tempat pengajian al-Quran sckarang sedang dibangaun Jalan raya. Pada
Kecamatan Bebesen, Desa Bebresen. Tanah wakal diwakafkan oleh orang
tuanya dibatalkan lagi oleh ahli warisnya, dengan alasan ekonomi

TanahWakaf tersebut secarahukumtidaksah penggunaannyakarena
dilakukan hanya berdasarkan musyawarah Desa, bukan berdasarakan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakal, pada Pasal 49
menyatakan bahwa "perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk
penukaran dilarang kecuali denzan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
pertimbangan BWI".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tersebut
di atas bahwa penukaran harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang, dengan pengecualian harus ada izin tertulis dari Menteri yang
berwenang dalam musalah pertapaban®

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 225 ayat (1), menyatakan
bahwa "pada dasarnya terhadap benda vang telah diwakafkan tidak dapat
dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud
dalam ikrar wakaf” pada ayat {2) "penyimpangan dari ketentuan tersebut
dalam ayat {1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan

LT
37 Undang-Undarz Momor 41 Tahun 2004
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Agama (KUA. Berdasarkan saran dari Majlis Ulama Kecamatan setempat,
perubahan status tanah wakaf tidak sah karena hukum yang mengatur
demikian, menurut hulkum Islam tanah wakaf harus sesuai dengan niat
dari wagif dan sesuai dengan Tkrar Wakaf

Memperhatikan pada batasan wakaf yang telah dikemukakan
oleh ulama-ulama figh, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan yang
prinsipil, hanya saja perbedaan dalam menentukan unsur-unsur yang
harus dipenuhi yang terjadi perbedaan, apakah harta yang diwakafkan
itu masih berada dalam hak kepemilikan si wagif atau terlepas kepada
yang menerima. Tapi, sebagimana yang telah dirumuskan vlama-ulama
di Indonesia lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang
telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula, menjadi milik
Allah Swit.atau umat Islam.

Menurut Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bahwa
“Perselisihan benda wakaf dan nadir dapat di ajukan ke pengadilan
Agama setempat sesuai dengan peratuaran yang berlaku”.*

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumya
tanah wakaf di Aceh Tengah secara hukum Istam telah terlaksana, namun
secara administrasi negara belum terlaksana denpan maksimal. Tanah
yangtelah diwakaflcan untuk keperluan tertentu tidak boleh dipergunakan
apabila tidak sesuai dengan ikrar wakaf, namun ada pengecualian tanah
wakalbisa dipertukarkan untuk kepentingan Rencana Tata Ruang Umum.
Tanah wakaf vang telah berubah penggunaannya tidak mempunyai
kekuatan hukum dalam pembuktian. Selama belum didaftarkan ulang ke
Kantor Badan Pertanahan Nasional.
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EKSISTENSI BILANGAN PENGAKUAN SEBAGAI
ALAT BUKTI ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI
DAN SYAFI']

Oleh: Misran, M.Ag

A, Pendahuluan

Allah swt. menciptakan manusia dilengkapi dengan akal fikiran
untuk membedakannya dengan makhluk lainnya. Dengan akal itu pula
manusia dapat memhbedakan mana perbuatan baik dan buruk. Namun
demikian tidak semua manusia menggunakan akal dan fikirannya sesuai
dengan kehendak sjaran lslam, seharusnya ia melaksanakan perintah
tetapi meninggalkannya, seharusnya ia meningpalkan yang dilarang tetapi
justru melakukannya. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum
Islam adalah zina yang terkadang dilakukan oleh orang yang lemah kadar
keimanannya kepada Allah Swt. Zina merupakan salah satu bentuk dari
Jurimah hudwd® dalam figh jinayah.

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan
perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan
zakar ke dalam faraj yvang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri

1 Jarimak hudud sdalah jenis maksiat atau kelahatan besar yang melipull zina, godhal, milnum
Khamar, pencurfan, perampokan, pemberontakan dan muatad yang sudsh ditentukan bentuk
ancaman hukomanoya dalam al Qur'as dan hadis Nabi saw, dan merepalen hak Allak, ardnya ddax
boleh db gangze pugar apa vang telah diretapkan-Nya dalam kedua nes tersebut. Lihat Abdul Qadir
‘Budah, of Teart aldina’t el-fefom Mugaransh 81 af-Darun al-eds L Juz 1], {(Beirut: Muazasah al-
Rizalah}, h. 79.
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mengundang syahwat? Larangan zina ditegaskan Allah Swt. dalam
firman-Nya surat al-Isra’ ayat 32:

L
7 - ] o e £ e s
Moos s aah 38 el G125 Y

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina
itu adaelah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yany
membawa kerusakan}

Ayat di atas melarang mendekati zina dengan berbagai bentuk yang
mengarah kepada terjadinya perbuatan zina, seperti khalwat {berdua-
duan antara laki-laki dan perempuan non muhrim di tempat yang sunyi.
Jarimah khalwat termasuk kategori jarimah ta’zir.? Namun apabila sudah
terlanjur melakukan perbuatan zina, maka ketentuannya akan berubah
menjadi jarimah hudud yang ketentuan hukumannya sudzh jelas di dalam
al-Qur'an.

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali
berdasarkan firinan Allah swi surat an-Nur ayat 2:

- 2
X £ a4

Fab b L 2o ST B gl sl

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka
deralah tinp-tiap searang dari leduanya seratus kali dera.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih
dahulu dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai
peran penting untuk melihat dan menilai bukti-bukt yang mengarah
kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah
keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (igrar). Namun yang
menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah alat bukti pengakuan

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiifegeds [tfam, [ilid 7, {[akarta: Ichtizr van _E‘h:w."-'l.'. 2005), h. 3585, Lihat
{uza Ahmad ‘Wardi Muoslich. Huwtum Pideng frlam, (lakatta Sinar Grafika, 2005), 1.6

3 Ahd al-'Aziz 'Amir mendefinisikan, hukuman ta’zir adalah farimah yang
tidak ditentukan bentuk hukumannya secara jelas oleh nas, baik al-Qurtan
maupun hadis Nabi saw. Jarimah ta’zir merupakan hak Allah atau masyarakat,
yaitu tiap-tiap perbuatsn maksiat yang tidak ada padanya fad dan kaffaran.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa, hukuman techadap jorimoh tazir
tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi saw,, balk Jenis maupun bentuk
hukumannya. Di samping itu juga menurut ‘Ahd al-Aziz ‘Amir jarimah tazir
merupakan hak Allah atau manusia/hak hamba. Lihat ‘abd al-Aziz Amin 4l
Ta‘zir fi al-Svari'ch al-lslamiyah, (Kaire: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, 1976), h. 38.

4 [4n Booqd, Pideak allkiahid, Terl Abdurrehman dan Hers Abdulleh, (Semarang: Asy-5nfal
1990} ho625.
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(igrar), karena dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mazhab Hanafi
dan Syafi'i. Sedangkan pada alat bukti keterangan saksi tidak terdapat
ikhtilaf fugaha. Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk menelazh
lebih lanjut tentang bagaimana perbedaan kedua mazhab tersebut dalam
memahami bilangan pengakuan sebagai alat bukti zina.

Tulisan ini termasuk katagori penelitian kepustzkaan (Library
Research) atau data-data skunder,® oleh karena itu pengumpulan data
adalah dengan cara penelusuran terhadap bahan-hahan pustaka sebagai
sumber data sesuai dengan kebutuhan. Sumber data yang dimaksudkan

dalam tulisan ini adalah berupa literatur vang terkait langsung dengan
judul tulisan ini.

B. Dasar Pembuktian dalam Pidana Islam

Sebagai landasan teoritis kaitannya dengan tulisan ini, ada beberapa
hal yang penting untuk dijelaskan lebih dahulu, yaitu asas legalitas dan
teori pembukiian yang akan diuraikan sebagai berikut

1, Asas Legulitas

Asas legalitas merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang
Hulkum Pidana {KUHP). Legalitas berasal dari bahasa latin dari kata
benda fex vang berarti "undang-undang’; atau darl kata jadianya legalis
yang berarti “sah” atau "sesuai dengan undang-undang”. Asas legalitas
berarti “dasar keabsahan menurut undang-undang. Secara terminologis
asas legalitas adalah dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana®

Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak
ada hukuman sebelum ada aturan yang mengatirnya.” Dalam hukum
positif asas legalitas dikenal dengan istilah “Nullum Delikium Nulla Poena
Sine Previa Lege Peonali”® yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum
ada ketentuan terlehih dahuhu.

Muljatno pakar hukum Indonesia memberi pengertian asas legalitas
(principle of legality) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada
perbuatan yane dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam perundang-undangan.’” Menurut Abdoel Djamali,
asas legalitas artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan

S Sggionodan Abdurrshman, Merode Penelifion Huduem, ot 2 [Jakarta Rineka Cipta, 20030 h. 56,

B Eniblopedy Hubws Telans, 1lid 1, Cer. IV, {Takarta: Ichreiar Baru Van Hoeve, 2000}, b 128,

7 LihatHimh Undang-Uindang Hukom Pidana (KUHP), Buka Keszmu {Aturan Umum), Bab |, Pasal
1avar{l).

9 Lihat K Soceslo, Afad Undang-Undeng Hukom Prdana (KUHP) sera Komantar Kpmentarnyg
Lenghon Paxal Demi Pasal, [Bogor: Politeia, 193 E}, h. 27 Lihat jupa Topo Santase, Mexgeagos Mukem
Pidana lelom (Bandung: Al-Syamil Press dan Grafika, 200010 114

7 Muljame, Afat-aesr Huks Pidana, Cen ¥, (Jakarts: Rinclka Cipta, 1993). b 23,

s P
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terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu
delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapal dijatuhkan atas delik
itu?

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang
dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan suatu
perbuatan atau aktivitas tidak dianggap sebagai tindak pidana disertai
dengan hukuman bagi yang melanggarnya apabila tidak ditetapkan
schelumnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Dengan kata
lain pernyataan suatu perbuatan scbagai tindak pidana dan hukumannya
harus dilandasi dengan ketentuan undang-undang. Untuk hal ini harus
terlebih dahulu ada ketentuan sebelumnya vang menyatakan suatu
perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Istilah azas legalitas tidak ditemukan dalam figh jingyah, karena ia
berasal dari bahasa laten. Namun dalam figh finayah terdapat beberapa
prinsip kaedah pokok tersendiri vang berkaitan dengan asas legalitas
sebagaimana dinyatakan oleh ‘Abd al-Qadir *Awdah:

".__.m' y.glJ-u_-_:.-;ﬂ :‘j :.iya_- k|

Artinva: Tidak ada jarimah (tindak hejahatan) dan tidak ada
heekuman tanpa adanva has.

Wahbah al-Zuhayli juga menyatakan kaedah vang berbeda sedikit
pada lafaznya, namun mempunyai pengertian yang sama:
2, o W gy G

Artinya: Tidak ada jarimah dan tidek ada hukaman kecuali telah ada
nasnya.

Dan juga kaedah: :
15, iy g b3 53 Hd¥ KoY

Artinya: Tidak eda hukaman bagi perbuaton menusia yang berakal
sebelum adanva nas.

Dari bacaan yang ada, prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas
pada jarimah hudud, dan gishash-diyyat secara mutlak, karena felah

10 Abdesl Mamaly, Penganiar Hukien fadonesus, Cer VI, {fakarta: Raja Grafindo Pereads 19961 I
16L

11'8bd al-Qadic Awdah, 4-Tagri® . R 118 Lihai jugs 5a8'id Hawwa, A-lfam, ., b 640,

12Wahbah al-Tuheyil ARFigh allslami wa Adillaeh, Tild V1, (Damaskus: Dar al-Fiks, 1909), b
3327,

13 fkid, hlm. 3145,
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ditentukan bentuk dan kadar hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis
Nabi saw. Jadi yang dimaksudkan asas legalitas dalam figh jinayah dapat
dikatakan hukuman berlaku setelah ditetapkan dengan dalil atau nas.
Dengan demikian tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenulmya
bagi ketiga kategori farimah di atas.

Untuk jorimah ta'zir, 'Abd al-Qadir ‘Awdah menuliskan kaedah yang

berbunyi:

S

Artinva: Tidak ada jarimah tanpa ada nas pada jurimah la’zir,

Dalam penjelasannya ‘Abd al-Qadir "Awdah menyatakan:

ot uu-n-l o '..f'“'“ J-,_{ 'l-aﬂ-'-r-:'- L:]a-;_'a e 5.;.2.'.‘9.2:;_-—‘] ,:'3.':-'3 ;.n‘_,...‘u"l _'J_Iu
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Artinya: Syari'ah telah menetapkan kaedoh “bahwa tidak ada
jarimak dan hukumannya tanpa adanya nas pada jarimah ta'zir’,
Larena secara logis kaedah tersebut merupakan koedoh dosar
dalam syari‘ah. Realisasi kaedah tersebut tidak terbatas hanya pada
jurimoah hudud den gishash-diyyah, namun secara febih luas terkait
dengan jarimah ta‘zir karena kemasluhatan wmum. Sifat jarimah
ta'zir menuntut periuasan makna berdasarkan pertimbangan
hukuman dan keadaan.

Perluasan makna ini terjadi karena pada jarimah ta'zir ini tidok
ditentukan batas ancaman hukumannya secara pasti. Oleh karena
itu seorang qadi bolch memilih hukuman yung tepat puada setiap

+4bd ol-Qadir Avedah, 4L T ho 126
Sihid
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jarimah dari heberapa kumpulan hukuman ta'zir lakim berhak
meringankan atay memberathan hukaman,

Dan terjadinya perluasan makna pada jarimah, maksudnya tidak
perlu memapurkan nas secara khusus, akan tetapi penentuannya
cukup berdasarkan nas secara umum.

Berdasarkan wuraian ‘Abd al-Qadir ‘Awdah tersebut, bahwa
penerdpan asas legalitas pada jarimah fudud, gishash-diyyah berbeda
dengan jurimah ta'zir. Perbedaan ini tevjadi karena herbedanya bentuk
dan penentuan ancaman hukumannya. Pada jarimeh hudud dan
qishash-diyyvah telah dibatasi secara jelas, baik bentuk jarimuh maupun
hukumannya oleh nas al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Sedangkan farimah
ta’zir hanya berdasarkan petunjuk nas secara umum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, hakim dalam
memutuskan suatu perkara harus mengedepankan azas legalitas, dengan
memperhatikan semua aturan-aturan apakah benar sudah sesuai dengan
aturan dan prosedur yang telah berlaku. Dengan demikian, apabila sudah
ada ketentuan yang mengatur suatu tindak kejahatan, baru kemudian
hakim memeriksa pelaku kejahatan dengan alat bukti yang sudah
ditetapkan. Salah satu contoh adalah pelaku zina yang harus dibuktikan
di depan persidangan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting,
sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain
berdasarkan pembuktian. jadi pembuktian adalah hal yang sangat penting
hagi peradilan, schagaimana yang dikatakan dalam hadis:

dapn A gew fdes e B le A gy JB I G e e e s o

H ke t_,a} rl___, do) e gl e iy s e il :}_{';} -‘.'!'.'?‘I P -..?'ﬂ

Artinya: Dari lbn furayz dari 1bn ‘Abbas dari [bn Mallaykah Rasulullah
saw. bersabda: Apabila kepada orang-orang itu diberikan menurut
apa yang mercka dakwakan tentuorang-orang lain akan menggugat
darah orang-orang dan harta hendanya. Akan tetapi bukti-bukti
dibebankan atas penggugut sedangkan sumpah dibehankan atas
tergugat

Kewajiban pembuktian ini akan menghindarkan gugatan-gugatan
dusta, yang lemah dan gugatan-gugatan yang asal-asalan (tidak sungguh-
sunggith). Ini merupakan kaedah umum, sekalipun kemungkinan ada

1600 Makiabah al-Hadith al-Syarif HE Muslim dan Sahih al-Bukhari, Mo. Hadith 4423,
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cacatnya, sebab kadang-kadang ada gugatan yang walaupun si penggugat
di pihak yang benar tidak dapat membuktikan kebenaran gupgatannya.
Anggapan kebenaran bagi ketetapan perkara memang demikian,
sekalipun mungkin perkara itu didasarkan atas suatu bukti yang pada
hakikatnya adalah suatu kesamaran yang dipalsukan,

Bukti menurut istilah hukum ialah hujjeh atau alasan yang kuat
untuk memperoleh kejelasan perkara dan melahirkan kebenaran. Ini
merupakan definisi yang dikutip oleh Sobhi Mahmassani dari al-Majallah
Pasal 1676.7

Hemudian yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan
hakim tentang kehenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka
sidang dalam suatu persengketaan.® Jadi pembuktian itu hanyalah dalam
hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara terhadap hal-hal yang
tidak dibantah cleh pihak lawan tidak memerlukan pembuktian.

Subhi Mahmassani menyatakan membuktikan suatu perkara
artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas
meyakinkan, Mevakinkan ini ialah apa vang menjadi ketetapan atau
keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalilitu." Untuk pembuktianing,
para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya (alat bukti), menghadirkan
atau mengetengahkannya ke muka persidangan, tidak usah menunggu
diminta oleh siapapun.

Ditinjau dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan),
alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan
oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka
pengadilan. Kemudian ditinjau dari segi pengadilan yang memeriksa
perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh
hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperiukan oleh
pencari keadilan maupun pengadilan.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa
adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan
bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan
meneclak gugatan karena tidak terbutki.

Di dalam kitab-kitab figh, mayoritas fugahe’menyebut alat-alat bukti
dengan al-bayyinah, hal ini sesuai dengan hadith Rasulullah "al-bayyinah
‘tla al-mudda’i wa al-yamin ‘ala man ankara”. Ada pula yang menyebutnya
dengan al-hujjah, al-dalil, al-burhan, tetapi yang tiga terakhir ini tidak
lazim dipakai.®®

17 5ubhi Mahmaszani, Falaafoh of-Tooel f al-flae ter. Ahmad Sudjono, [Bandung: al-Ma aril,
1970}, h. 334

18 Roihan A Hasyid, Hukem Acara Peradilan Apgma. (Jekarta Raja Grafindo Persada, 2002), h
138

19 50bhi Mahmassani, Faleafzh | h 3210

20 Rothan Rasyid, Fuken Acara. . B 194-145,
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Menurut Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Muhammad Salam
al-Madbkur, hayyinah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan
menjelaskan kebenaran sesuatu, dan orang yang mengartikan bayyinah
sebagai dua orang saksi, beliumlah memenuhi yang dimalksud. Kami sama
sekali tidak menemukan di dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa kata
hayyinah berarti dua orang saksi, tetapi arti bayyinah di dalam al-Qur'an
adalah al-hujjoh {dasar atau alasan); al-Dalil; al-Burhan {dalil, hujjah
atau alasan), dalam bentuk mufrad dan jamak. Demikian juga sabda Nabi
saw. al-bayyinah ‘olu al-muda’i; bayyineh itu {wajib) bagi penggugat atau
penuntut.’t

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggugat atau penuntut,
untuk membukrikan gugatan atau dakwaannya, ia harus menghadirkan
buyyinah (alat-alat bukti) untuk membuktikan bahwa dalovaannya adalah
benar, sedang i antara bayyvinali itu adalah dua orang saksi, Muhammad
Salam Madkur dalam hal ini tidak menyebutkan secara implisit dua orang
saksi tersebut scbagai alat bukti pada jarimah tertentu.

C. Bilangan Pengakuan Alat Bukti Zina menurut Mazhab Hanali
dan Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Hanafi igrar didefinisikan sebagai pemberitahuan
atau pengakuan hak orang lain ke atas diri sendiri. Lebih lanjul
pemberitahuan tentang pendakwaan suatu hak atau kepentingan untuk
kepentingan orang lain ke atas diri orang yang menuntut pengakuan
melalui lafaz yang tertentu.*® Sedangkan menurut mazhab Syaft'i igrar
ialah pengakuan dan penghindaran penafian. Dengan persyaratan yang
lebih komprehensif, igrar didefinisikan sebagai memberi testimoni yang
berhubungan dengan hak atau tuntutan terhadap orang yang memberi
keterangan, dan ini disebut dengan pengakuan.”

Oleh karena igrar merupakan suatu pemberitahuan yang bisa
jadi benar dan bisa jadi dusta. Dengan demikian suatu pengakuan itu
mengandung dua kemungkinan tentang benar atau tidaknya terjadi
suatu peristiwa yang dizkoi tersebut. Meskipun demikian, pengakuan
tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti zina berdasarkan dalil agli yaitu
pengakuan dapat dikatakan mendekati kebenaran dan mungkin saja
terjadi, daripada dikatakan hahwa pengakuan terscbut hanya berupa
kedustaan belaka. Sebab sesecrang yang membuat pengakuan sulit

21 Muhemmad Salam al-Madkur, of-Gode f ol-ffem, e Toran AM, {Surshaya: Bina Bma,
1963}, h. 104.

22 Mzhmud Saedan A Othman, Uedeng-undang Keterangan Jilam [Kualz Lompar: Pewsn Behasa
den Pustaks, 2003), h 4142

32 8xved Simndar Shah Haneef, Cedomg-srdang fatermagen folaw (rerf. Badalah Khalid dan
Haridzh Mohammad Jamil}, {Salanenr: Pelanduk Publicatian, 2003) h. 2
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untuk diragukan keberadaannya dan keterlibatannya dalam perkara yang
diikrarkan untuk ditanggung risiko ocleh dirinya.

Oleh karenaitu dapat dipastikan bahwa orang yang berigrarterhadap
suatu perbuatan yang dilakukannya, tidak mungkin pengakuan tersebut
hanya suatu igrar palsu atau dusta dan dilimpahkan tanggung jawab atau
risikonya kepada orang lain. Dengan demikian maka kesaksian berupa
pengakuan secara logika mengandung kebenaran yang tidak mungkin
ada keraguan.™

Untuk diakui keakuratan igrar seseorang, maka disyaratkan hahwa
pengakuan terschut dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan.
Persyaratan lentang harus tanpa adanya paksaan atau ancaman tersebut
juga dikuatkan oleh pendapat Umar Ihn Ehattab, yang artinya: Sungguh
seseorang tidak aman terhadap dirinya jika kamu laparkan atou kamu
pukul atau kamu ikat?® Kalimat "kamu laparkan” mengandung makna
bahwa orang diancam tidak akan diberi makan atu minum sehingga
mengakibatkan fisik menjadi lemah dan bahkan dapat mengakibatkan
mati secara perlahan-lahan. Demikian juga makna kalimat * kamu
pukul dan kamu ikat” memiliki makna yang hampir sama, namun daya
intimidasinya lebih kuat. Orang yang diancam untuk dipukul atau diikat
tentu tidak mapu berfikir secara logis, vang dipikirkan adalah bagaimana
menjaga diri agar tidak celaka, walaupun harus berpura-pura mengaku
terhadap perbuatan vang dituduhkan kepadanya meskipun sebenarnya
ia tidak melakukan sama sekali seperti yang dituduhkan.

Diriwayatkan dari hakim Syuraih, bahwa ketika mengadili seorang
pembantu vang dituduh mencuri, beliau tidak mau menerima pengakuan
pembantu tersebut yanpg telah dipukul oleh majikannya, hingga dia
mengaku bahwa dia mencuri harta majikannya. Qadhi Syuraih berkata,
"Sesungguhnya dia pembantumu, maka aku tidak akan menjadikan
pengakuannyasebagaibukti”. Syuraihmemintasaksilainnyadari penuduh
dalam hal ini adalah majikannya yang menuduh telah mengkhianati dan
mencuri harta miliknya.’®

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya
pengakuan ite baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dilakukan
secara suka rela oleh si pelaku dan berada pada posisi sebagai orang vang
telah melakukan kejahatan rersehut.

Lebih lanjut pada kasus-kasus jinayah yang melibatkan lebih
dari satu orang, seperti pada kasus zina. Dimana pihak satu mengakui
perbuatannya, sedang yang satunya lagi mengingkarinya. Dalam hal ini

24 al-Zuhaili, FJ-:JI.J! Firundong-ondangan loham J0id V1, {rer]. Ahmad Shahbori Salamon), {Selanger
Dawan Pustaka dan Bahzes 1997), h 674

Z5Samir Alfyah, Bifem Ad-Dadah wa a-Oadha wa al-'Liel ff al-faferm, (terf, Asmumi Sofihan
Zamakhsyard), {Jakarta Tirmur: Pustaka al-Kautsar Grup, 2004), h. 454,
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fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang mengaku bersalah
harus tetap dihukum berdasarkan pengakuannya tanpa memperdulikan
penafian keterlibatan pihak kedua®

Sedangkan menurut Tmam Abu Hanifah sendiri berbeda pendapat
dengan pengikutnya, ia berpendapat jika ada dua orang mengaku
telah berzina, namun ketika di persidangan salah satu dari keduanya
mengingkari atau menarik kembali pengakuannya, maka dalam hal ini
kedua pelaku tadi tidak dapat dihukum. Alasan yang dikemukakannya
trahwa kesalahan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja,
dan jika kesalahan satu pihak tidak dapat dibuktikan, maka pihak kedua
lebih mudah pengakuannya dibatalkan oleh hakim. Sehingga dengan
demikian keduanya bebas dari hukuman terhadap kesalahan yang telah
mereka lakukan, yalmi zina. Berheda dengan mazhab Syafi'i, mereka
berpendapat bahwa orang yang mengaku telah berzina tetap dihukum
sesudl densan pengakuannya di hadapan hakim, tanpa memperdulikan
penafian keterlibatan pihak lainnya.™®

Abu Hanifah juga mengharuskan bahwa pengakuan harus dilakukan
dalamsidang di pengadilan. Jika pengakuan dilakukan diluar persidangan,
maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena
kemungkinan pengakuan tersebut benar adanya, dan kemungkinan bisa
jadi salah, atau hanya main-main atau berpura-pura.”™

Dari uraian di atas dapat dipahami, terjadi perbedaan pendapat
imam Abu Hanifah dengan pengikutnya sendiri dan dengan mazhab
Syafi'i dalam hal ada pihak yang menafikan atau menarik pengakuannya
kembali ketika di persidangan, Menurut Syafi'i dihukum hanya crang
yang menpaky saja, sedangkan pihak lain yvang menafikan pengakuannya
tidak dihukum, sementara menurut Abu Hanifah, apabila salah seorang
dari dua pihak yang menafikan pengakuannya, maka keduanya tidak
dapat dihukum demi keadilan.

D. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Bi-
langan Pengakuan (Igrar) schagai Alat Buleti Zina

Dalam hal igrar atau pengakuan sebagai alat bukti zina tdak
diragukan lagi eksistensinya. Semua fugaha sepakat bahwa pengakuan
adalah salah satu alat bukti dalam figh jinayah. Namun fuqaha mazhab
berbeda pendapat dalam jumlah bilangan penegakuan sebagai alat bukii
zina. Di antaranya adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i vang akan
diuraikan sebagai berikut:

27 Mohammed 5 El-Avwaa, Fuivmas dolem Undaap-Undang feioe;, (Kuala Lumpur; Dewan Bahaza
dan Fustaka, 1599), h. 193,
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1. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat
bahwa, pengakuan baru sah secara hukum dan dapat diterima sebagai
alat hukti zina apabila penpakuan tersebut diulangi sebanyak empat
kali. Pengulangan pengakuan sampai empat kali, mazhab Hanafi
menggivaskannya dengan alat bukti syahadah (saksi), yaitu harus ada
empat orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya perhuatan zina, di
samping itu mazhab Hanafi juga berpegang pada hadis fi1i dalam kasus
Ma'iz yang telah mengaku berzina®

2. Mazhab Svafi'i

Di atas sudah diuraikan pendapat mazhab [anafi tentang jumlah
bilangan igrar sebagai alat bukli harus diucapkan sampai empat kali.
Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat igrar sebagai alat bukti
zina cukup diuicapkan satu kali saja sudah dapat ditetapkan bahwa orang
yang mengaku berzina benar telah berzina dan dapat dijatuhi hukuman
had zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak seratus kali bagi penzina
ghaire muhsan, dan di hukum rajam bagi penzina muhsan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah pernyataan lmam Syali'i
dalam kitabnya al-Umm:
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Artinya: Dikatakan bahwa; hal ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan entara pengakuan dan kesuksian. Jika anda berpendapat
bahwa pengakuan itu sama kedudukannyu dengan kesaksian,
maka mengapa anda menduga bahwa pencuri itu mengakui sekali
lalu dipotong tangannya, dan bagaimana anda berkata sehingga
mengakui dua kali. Jika dia mengakui dengan hax kepada sescorang
laki-laki satu kali lalu anda henarkan baginya selamanya lalu anda
tetapkan satu kali pengakuan aduluh lebih kuat daripada bukti dan
satu kali lebih lemah. Imam Syafi'i berkatu: “tidaklah pengakuan itu
satu jalan dari bukti, bahkan al-Zuhri meriwayatkan bahwasannya
seseorang mengakui di sisi Nabi saw. empat kali” Ibn al -Musayyab
meriwavatkan buhwasannya fa mengakui berkali-kali lalu nabi
30 Muhamimad Salim sl Avwwa, Ff Ll al-Nias, g Jua 1 al-faen, [Kaire: Dar el MaTanf, 1958),
ho251.
31 Abi Abdillah Muhammad bin ldrie al-Syafit, o Umem, jue 6, (Tibanan: Dar al-Kitab al-llmiyysh,
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saw. menolaknya don beliau tidak menyebutkan bilangannya, hal
ini dikarenakan pada awal Islam manusia belum mengetahui dun
memahami hal-hal yang seherusnya sangat penting bagi mereka.

Mazhab Syafi'i juga berpendapal bahws, pengakuan tidak harus
dilakukan di dalam pengadilan, tetapi bisa dilakukan baik di dalam atau
di luar pengadilan. Akan tetapi, para saksi yang menyaksikan pengakuan
di luar pengadilan harus memberikan kesaksiannya ketika proses
persidangan di pengadilan®® Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab
Hanafi yang mengharuskan bahwa pensakuan itu dilakukan di dalam
pengadilan sebagaimana telsh diuraikan di atas.

1. Sebab-sebab Terjadi Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan
Mazhah Syali'i

Terjadinya perbedaan pendapst di kalangan fugaha, terutama
fugaha mazhab bukan menjadi rahasia umum lagi. Salah satu contoh
perbedaan tersebut adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang
igrar (pengakuan) sebagai alat bukti zina. Perbedaan mereka adalah pada
jumlah bilangan igrar (pengakuan) yang harus diucapkan sebagaimana
telah diuraikan di atas.

Selanjutnya akan diuraikan sebab-sebab perbedaan pendapat di
kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang bilangan igrar (pengakuan)
sebagai alat buktizina disertai dalil-dalil yvang mereka kemukakan sebagai
landasan alau pegangan pendapat mereka masing-masing,

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab
Syafii dalam hal tersebut, karena berbeda hadis-hadis yang dijadikan
dasar hukum igrar (pengakuan) sebagai alat bukti zina. Untuk lebih
jelasnya di bawah ini akan diuraikan hadis-hadis vang digunakan sebagai
pegangan mereka dalam berpendapat vaitu sebagai berikut:

Pasar hukum mazhab Hanafi igrar (pengakuan) sebagai alat bukti
zina adalah hadis:
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32Abdul Qadir ‘Avdah, Exsiifopeds Mihon Pidzng Jefam, terf. M. Hasan Basri gkl [Bogor:
Muasasah al.Rieafah] h. 278,
331imam Muslim, Shahih Muslim, [id 790 {Hairo: Dar al Hadis, 19495]), h. 1318,
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Artinya: Dari Abu Hurairah ra, berkata: ada seorang laki-laki
menghadap Rasulullah saw. di masfid dan berkata: Ya Rusulullah!
Sesungguhlinya aku benar-henar telah berzina. Kemudian Rasulullah
saw. berpaling, sehingga orang tersebut mengulanginya sampai
empat kali, Maka setelah bersumpah empat kali, fa dipanggil oleh
nabi saw. beliau bertanya: upakah kamu mengidap penyakit gila? Dia
menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: apakah kamu berzina mubsun?
Dia menjuwab: Yo Nabi saw. menyuruh para sahaba: bawalah dia,
lalu rajamiah. Ibn syihab berkata: Ada seorang mendengar dari Jabir
bin Abdulluh memberitahukan, kami merajamnya di musalla. Tetapai
ketika batu-batu lemparan itu melukainya, ia lari lalu kami tangkap
di Harrah, kemudian kami rajam, {sampai mati). (IR Muslim]}.
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Artinya: Dari fabir lhn Samuroh ra. telah berkata: saya melihat
Ma'iz Ibn Malik dihadapkan kepada Nabi saw. tubuhnya pendek,
buah betisnya besar. Dia tidak menggunakan kain selendany. Dia
memberikan pengakuan sehanyak empat kali bahwa ia bersalah
telah melakukan zina. Rasulullah saw. berkata: Mungkin engkau
hanya menciumnya saja. Dia menjawab: Demi Allah tidak, sayva
benar-benar telah berzina. Rasulullah menjatufilan hukuman rajam
terhadapnya. (HR. Muslim)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:
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Artinya: Dari Ibn Abbas meriwayatkan: Ma'iz pernah menghadup
Nabi saw. dan mengaku telah berzing dua kali, lalu nabi saw
menyuruhnya keluar. Kemudiun diu dutong logi mengaku telah
berzina dua kali, kemudian Rasulullah saw. berkata: karena engkau
telah bersumpah terhadap dirirmu sendivi empat kali, maka sekarang
{hai para sahabat) bawalah dia lalu rajamlah. (HR. Abu Daoud).
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Artinya: Dari Ibn Abbuas meriwayatkan, Nabi saw. bertanya kepuda
Ma'iz ion Malik: Apakah benar berita yang aku dengar mengenai
diri engkau? Ma'iz menfawab: beritqa mengenni diri sava? Naobi
berkata: Aku mendengar engkau telah berzina dengan pembantu
keluarga fulan. Dia menjawab: benar. Kemudian Ma'iz mengiqrarkan
perbuatan sululviva empat kol Nabi memerintahkan agar dio
dirajam, dan perintah itu dilaksanakan. ({{R. Abu Daud).
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Artinya: Dari Buraidah juga meriwayatkan: Kami para sahabat
Rasulullah saw. membicarakan, sekiranya Ghamidivah dan Ma'iz
ibn Malik, terus pulang ke rumahnya mereka tak kembali sesudah
memberikan pengakuan, tentu Nabi tidak akan mencari mereko.
Nabi merajom mereka sesudah mereka memberikan pengukuaan
sampai empat kalf. (HR. Abu Daud).

Hadis vang semakna juga diriwayatkan oleh lmam Ahmad:
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Artinya: Dari Buraidah menerangkan: “Kami para sahabat membahas
bahwa andaikata Ma'iz ibn Malik ini kembali ke rumafinya sesudah
dia memberikan pengakuan sebanyak tiga kali, tentu Nabi saw. tidak
wkan merajamnya. Nubi saw. baru merajommnya setelah din mengaku
berzina pada kali yang keempat. (HE fmam Ahmad).

Berdasarkan hadis-hadis yang menjadi dasar pendapat mazhab
Hanafi di atas, dapat dipahami bahwa igrar (pengakuan) memang harus
diucapkan sampai empat kali sehingza baru dapat dijadikan sebagai alat
bukti zina dan pelakunya dihukum dengan rajam, yaitu dilempar batu
sampai meninggal dunia. Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa
hukuman rajam tidak harus dipaksakan pelaksanaanya. Dengan kata lain
apabhila si pelaku zina melarikan diri dari tempat skskusi hukuman, maka
biarkanlah dialari, tidak perlu dikejar lagi sebagaimana isyarat nabi saw
dalam hadis tersebut

Di samping hadis-hadis di atas yang dijadikan pegangan mazhab
Hanafi, mereka juga herpegang pada qiyas schagaimana telah diuraikan
di atas, selain itu mereka juga berpepang pada atsar sahabat:
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Artinya: Abu Barazah al-Aslami meriwayatkan bahwa Abu Bakar ra.
telah berkata kepada leluki yang mengaku berzina jtu. “sekiranya
engkau mengaky schanyak empat kali, niscaya Rasulullah saw
akan menjatulikan hukuman rajam kepadamu’ Perkataan ini dapat
dijadikan dalil daripada dua keadaan: Pertama, Bahwa Rasulullah
saw. Telah mengiqrarkannya di atos pengakuan lelaki itu dan
Rasul saw. tidaok mengingkari perbuatun tersebut dan igrar beliau
itu sama seperti perkataannya sendiri, karena beliau itu tidaklah
mengiqrarkan perkara yang salah. Kedua, Abu Bakar ra. telah
mengetahui bahwa itulah yang dihukumkan Resulullah saw. jika
tidak begitu sudah tentulah beliau tidak akan membuat pernyataan
tersebut. Oleh karenu ity igrar wajib divlang-ulang sompai empat

kali, jika kurang dari itu, maka tidak dianggap sebogai alut
hulk.

Dari uraizn di atas dapal dipahami bahwa mazhab Hanafi, bahlkan
Abu Hanifah sendiri sebagai tokoh utama dalam mazhab ini menggunakan
atsar sahabat dalam argumentasinya dalam hal bahwa fgrar sebagai alat
bukti zina harus diulang sampai empat kali, dan igrar mesti dilakukan
di hadapan hakim atau persidangan di pengadilan. Apabila proses
pengadilan dapat membuktikan pelaku zina dengan igrar yang dincapkan
sampai empat kali, maka hukuman dapat dijatuhkan kepadanya sesuai
dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an, yakni dihukum
cambuk sebanyak seratus kali bagi penzina ghairy muhsan, dan dihukum
rajam bagi penzina muhsan,

Selanjutnya hadis-hadis vang dijadikan dasar hukum pendapat
mazhah Syafi'i adalah sebagal berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi:
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Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sesungguhnya dua
orang laki-laki bertengkar di hadapan Rasulullah saw, dan telah

berkata salah seorang darinya: Wahai Rasulullah sesungguhnya
anakku tefah berzina dengan seorang perempuan. Dan - Nabi saw.

3B'Abdul Qadir Avdah, of-Tanri'el-dingd ., h 232,
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herkata: Pergilah wahai lnais kepada wanita tersebut, sekiranya diu
mengaku, maka rajumlah din. (HR. Tirmizi).
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Artinya: Deri ibn Umar meriwayatkan bahwa nabi saw, pernah
merajam laki-laki dari kaum yahudi dan seorang perempuan Yahudi,
(HR. Tirmizi).

Hadis yang diriwayatkan alch Abu Daud:
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Artinya: Dari Sehal bin Sa'ad merivayatkan bahwa seorang laki-laki
datang kepada Nabi saw, dan berkata: Sqya telah herzina dengan
segrang perempuan (dan disebutkan nama perempuar itu). Nabi
bertanya kepada wanita itu tentang apayang disampaikan oleh lelaki
itu. Perempuan itu mengingkarinyu. Kemudian Nabi menjatuhkan
fiukuman had kepada lelaki yang mengaku tersebut, beliau tidok
menghukum wantta yang mengingkari tadi. (HR. Abu Daud).
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Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah mengatakan hahwa sesungguhnya
seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Lalu diwikum
dicambuk. Tetupi kemudian Beliau diberitahu, hahwa lelaki tersebut
adalah muhshan (sudah kawin), lalu Nabi saw, menyuruh untuk
merafamnya, sehingga lelaki itupun dirajam. {HR. Abu Daud).

Dari hadis-hadis yang menjadi dasar hukum pendapat mazhab
Syafi' di atas, dapat dipahami bahwa bilangan lgrar (pengakuan) sehagai
alat bukti zina cukup satu kali sudah dapat menguatkan bahwa seseorang
bersalah telah melakukan zina, sehingga pelakunya dapart dihulum jilid
seratus kali bagi penzina ghairu muhsan (bujang/gadis) dan dirajam bagi
penzina muhsan (telah kawin).

Dalam hadis riwayat al-Tirmizi, ketika Rasulullah saw., mengatakan
kepada Unais “Pergilah kamu kepada wanita itu. Jika ternyata ia mengaku,
maka rajamlah dia”. Dalam kalimat Beliau tidak disebutkan atau tidak ada
isyarat bahwa pengakuan itu harus empat kali. Beliau menjatuhkan had
zina kepada wanita Juhaniyah tersebut meskipun pengakuannya hanya

40 fhed b 123
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sekali saja.’? Dalam hadis yang menerangkan kasus dua orang Yahudi
menpaku kepada nabi saw, berbuat zina juga tidak ada isyarat atau
perintah dari Beliau bahwa Iqrar (pengakuan) harus diulangi sampai
empat kali.®

Pada hadis Ma'iz vang dijadikan pegangan mazhab Hanafi, al-
Anshani menjelaskan, bahwa Nabi Saw., bertanya "upakah engkau gila?”
lalu Nabi saw. menyuruh seseorang untuk mencium bau mulutnya untuk
menentukan apakah Ma'iz dalam keadaan mabuk atau tidak. Begitu juga
Beliau hertanya dengan pertanyaan yang lain tidak lain maksud Beliau
adalah untuk memastikan kebenaran pengakuannya karena khawatir bila
terjadisyubhat. Hadistentang seorangwanitadari Banial-Juhainiyah(yang
dijadikan peganzan mazhab Syafi'i}. Wanita tersebut bertanya kepada
Nabi "apakah engkau ingin menyuruhtku untuk mengulangi pengakuan
sebagaimana yang engkau lakukan kepadu Ma'iz?". Kenyataannya Nabi
tidak menyurul demikian. Dengan demikian tidak disyaratkan igrar
(pengakuan) diulangi sampai empat kali.*’

Fugqaha yang sependapat dengan dengan mazhab Syafi'i adalah
mazhab Maliki dan Zahiriyah.® Mereka berpendapat bahwa igrar
(pengakuan) sebagai alat bukti zina cukup sekali saja tanpa pengulangan
sampai empat kali dengan alasan antara lain pertama; bahwa wanita
Ghamidiyah dalam hadis itu tidak memberikan lebih dari satu pengakuan
di hadapan Rasulullah saw. Kedua; Tindakan Rasulullah berkali-kali
menanyai Ma'iz ibn Malik adalah untuk menghindari syubhat {keraguan]),
karena boleh jadi Ma'iz tidak waras atau mabuk karena minum khamar
ketika ia mengaku berzina. Ketiga; Hadis tentang Unais yang diperintahkan
aleh Rasul saw, tidak menentukan herapa bilangan pengakuan wanita
yang dianggap telah berzina. Rasul saw, hanya mengatakan kepada Unais
“fika wanita itu mengaku, maka rajamlah dia”.

E. Analisis

Sebagaimana telah diuratkan di atas, terjadi perbedaan pendapat
antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jumlah bilangan pengakuan
zina sebagai alat bukti. Mereka sama-sama menggunakan hadis
masyhur untuk mendukung pendapat masing-masing. Namun mereka
menggunakan hadis yang berbeda sebagai dasar hukum dalam persoalan

: itu pengakuan sebagai alat bukti zina.
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Meskipun mazhab Hanafl dan Syafi'i berbeda pendapat tentang
jumlah bilangzan pengakuan alat bukti zina, namun penulis mendukung
kedua pendapat tersebut dengan melihat kondisi kasus yang ditemukan.
Apabila kasusnya meragukan, maka pendapat mazhab Hanafilah yang
dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu pengakuan itu harus diucapkan
lebih dari satu kali.

Apabila kasusnya tidak ada keraguan atau syubhat, maka pendapat
mazhab Syafi'ilah yang dijadikan sebagai dasar hukum, vaitu pengakuan
itu cukup satu kali ucap sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti zina
dengan syarat orang vang mengaku itu tidak ada unsor kelupaan (lupa
ingatan karena mabuk) dan keterpaksaan (dipaksa orang lain). Alasan
yvang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i tentang hadis-hadis yanp dijadikan
dasar mazhab Hanafi nampaknya logis dan dapat diterima oleh akal
Di antaranya hadis tentang kasus Ma'iz. Ma'iz mengaku berulang-ulang
adalah untuk memastikannya kalau ia tidak dalam keadaan mabuk atau
gila. Begitu juga dengan hadis yang lainnya dalam kasus ini si tersalah
mengaku sampai empat kali baru didengar oleh Nabi saw. dengan tujuan
supaya tidak terjadi kekeliruan atau kerazu-raguan dalam menstapkan
hukuman. Namun apabila dalam suatu kasus itu tidak terdapat keragu-
raguan atau orang yang mengaku itu waras, tidak mabuk dan tidak
dipaksa, maka pengakuan itu cukup divcapkan satu kali saja.

Kedua pendapat mazhab tersebut dapat diterapkan sesuai dekan
situasi dan kondisi kasus yong ditemukan, mengingat dalil-dalil yang
dijadikan dasar hukum kedua mazhab Ini adalah sama-sama hadis Nabi
saw, vang tidak terjadi ta'arudh al-adillah (pertentangan antara dalil),
hanya saja hadis-hadis yang menjadi pegangan mazhab Hanafi terjadi
ikhtilaf fuqaha dari segi matannya, ada yang menyebutkan bilangan itu
hanya sampai dua kali, ada vang tiga kali dan ada yang berpendapat
sampal empat kali.

Dengan demikian eksistensi jumlah bilangan pengakuan sangat
ditentukan oleh kebutuhan hakim dalam membuktikan kasus zina
Apahila hakim sudah yakin dengan pengakuan satu kali, maka pengakuan
itu cukup diucapkan satu kali saja. Namun apabila dengan satu kali
pengakuan belum menunjukkan kepastian bagi hakim, maka pengakuan
itu harus diucapkan lagi sampai memperoleh kepastian hukum tetap.

F. Penutup

Terjadi perbedaan pendapat imam Abu Hanifsh dengan mazhab
Syati'i dalam memahami konsep pengakuan sebagai alat bukti zina. hal
yang mendasar perbedaan kedua mazhab ini adalah dalam menentukan
bilappan pengakuan. Menurut mazhab Hanafi dan yang sependapat
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dengannya berpendapat pengakuan harus diucapkan sampai empat
kali baru dapat diterima sebagai alat bukti zina. Sedangkan menurut
Mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya berpendapat igrar
cukup diucapkan satu kali saja sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
schagai alat bukti zina, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi
had zina. Perbedaan lainnya adalah jika ada pihak yang menafikan atau
menarik kembali pengakuannya ketika di persidangan. Maka menurut
Syafi‘i dihukum hanya orang yang mengaku saja, sedangkan pihak lain
vang menafikan pengakuannya tidak dihukum, sementara menurut
Abu Hanifah, apabila salah seorang dari dua pihak yang menafikan
pengakuannya, maka keduanya tidak dapat dihukum demi keadilan.

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i untul
mendukung pendapatnya adalah hadis Rasulullah saw. Namun hadis yang
digunakan oleh Mazhab Hanafi berbedadengan hadis yang digunakan oleh
mazhab Syafi'i. Schingga dengan perbedaan pengambilan hadis tersebut
terjadilah perbedaan pandangan di antara kedua mazhab. Di samping
itu, mazhab Hanafi mensggunakan metode giyas dan atsar sahabar dalam
mendukung pendapatnya.
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EKSISTENSI PRENUPTIAL AGREEMENT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP SUAMI ISTERI

Oleh: Siti Mawar, S.Az2., M.H

A. Pendahuluan

Awalnya penulis berpikir apa schenarnya perjanjian pranikah ini
penting? Bukankah ketika seseorang mulai mengikatkan dirinya dalam
suatu pernikahan berarti sudah memiliki tujuan yang sama. Apa hal
ini perlu masuk ke dalam hitungan persiapan pernikahan? Ya mungkin
sedikit apak asing ditelinga penulis. Hal ini memang dianggap tidak biasa
di Indonesia sehingza masih banyak yang ragu untuk memiliki Prenuptial
Agreementatau perjanjian pranikah. Di dalam sebuah Jurnal, artikel dalam
satu majalah dijelaskan bahwa Prenuptial Agreement adalah sebuah
perjanjian pemisahan harta dan utang antara suami dan isteri dan harus
dibuat sebelum terjadi pernikahan. Keputusan untuk memiliki prenup
terzantung kepada keputusan kita dan pasangan. Kesulitannya prenup
ini memang bukan bahan pembicaraan paling diminati bagi pasangan
yang sedang dimabuk cinta karena ini bisa jadi perkara sensitif, salah-
salah pernikahan dapat tidak terjadi karena salah satu pihak merasa
tersinggung soal prenup.

Ada beberapa miskonsepsi yang salah soal prenup.Belum menikah
sudah siap-siap bercerai, rasa-rasanya seperti mempersiapkan
perceraian sebelum menikah, itu pikiran awal yang muncul dikepala
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penulis. Tidak waras, tentu kita tidak menyiapkan perceraian sebelum
menikah. Tetapi siapa yang bisa melawan alam. Meninggal itu urusan
pasti, tinggal waktu. jika salah satu dari kita dan pasangan meninggal
dunia, urusan yang menjadi penting adalah warisan, dan keuntungan
Prenup disini adalah dapat memperjelas mana harta milik suami mana
harta milik isteri. Dengan cara ini harta warisan yang akan dibagi
hanyalah harta orang yang meninggal, pasangan yang masih hidup tetap
dapat memanfaatkan harta miliknya sendiri.

Tidak sesuai dengan Agama, di artikel yang penulis baca juga
dijabarkan kalau Agama tidak melarang prenup. Contohnya dalam agama
Islam yang mengajarkan agar harta isteri dipisahkan dari harta keluarga.
Pembagian harta ini sejalan dengan prinsip prenup. Prenup ini bahkan
tidak menutupi kewajiban seorang isteri atau suami untuk menafkahi
isteri dan anak-anaknya. Scorang isteri berhak atas penghasilan dan
hartanya sendiri, kecuali memang dia ikhias membantu keluarganya,
dalam hal membantu suami menafkahi kehidupannya dan anak-anaknya.
Kalau sudah cinta harusnya tidak ragu Iagi, ketika membahas soal
prenup penulis rasa tak ada masalah. Justru itu, kalau sudah cinta
mengapa harus takut berdiskusi soal prenup? Tapi memiliki prenup atau
tidak adalah keputusan pasangan terschut.

Reuntungan yang bisa didapat dengan memiliki prenup. Pasangan
tersebut akan mengatur kepemilikan terpisah atas harta dan utang
yang ada. Kelebihan utamanya adalah, jika suami memiliki utang, secara
hukum isteri tidak memiliki kewajiban untuk turut serta melunasi
hutang tersebut. Artinya, prenup melindungi dari kemungkinan tuntutan
pelunasan hutang Kekurangannya adalah, ada kemungkinan pasangan
dengan prenup cenderung saling tertutup tentang kondisi keuangan
masing-masing. Ini bisa menjadi masalah dikemudizan hari jika pasangan
tersebut tidak mempersiapkan hidup vang dijalani ini secara bersama-
Sama.

Bagaimana dengan yang sudah terlanjur menikah tanpa prenup?
Juga tidak ada masalah. Ada banvak pasangan di negeri ini yang hidup
nyaman tanpa prenup, namun pasti ada konsekwensinya. Tanpa prenup
artinya pasangan memilki harta dan utang secara bersama-sama.
Kelebihannya yaitu pembicaraan scal vang ddak menjadi cangzung lagi
karena semuanya milik bersama. Jika salah satu meninggal, harta bersama
ini harus dibagi dua, setengah untuk vang masih hidup, setengahnya lagi
dibagikan kepada ahli waris.

Kelemahan pernikahan tanpa prenup, pasangan  ‘turut
hertanggungjawab atas utang vang dimiliki pasangan. Jika ternyata suami
kabur dan meninggalkan utang dalam jumiah besar untuk menghindari
debt collector, karena tidak memiliki prenup isteripun secara hukum
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harus turut serta melunasi hutang tersebut.

Perjanjian pranikah diperbolehkan menurut hukum yang berlaku
di Indonesia, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan
hukum, agama, dandilakukanatasdasar sukarela dantanpa keterpaksaan.
Bila dalam proses penandatanganan perfanjian ada unsur pemaksaan
terhadap satu pihak, maka secara hukum perjanjiian pranikah tersebut
dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal-
hal yang diatur dalam perjanjian pranikah tidak semata-mata persoalan
harta. Mengenai hak asuh anak hal yang perlu diperhatikan dan dipikirkan
oleh kedua pihak adalah anak. Meskipun telah bercerai, pemeliharaan
anak/hadanah diusahakan sama dengan ketika belum bercerai. Aspek
pemeliharaan anak meliputi bimbingan, pengawasan, pendidikan, dan
kebutuhan anak bersifat lahiriyah. Ketika fase anak masih kecil ibu
merupakan orang yang paling berhak atas pemeliharaan anak/hadanah
apabila terjadi perceraian. Hal itu cukup beralasan sebab ibu adalah
sosck paling dekat dengan anak-anak, ibu pula yang melahirkan setelah
mengandung selama sembilan bulan dengan susah payah, dan memberika

air susunya, dan menjaganya siang dan malam. Hal ini didasarkan pada
hadis Nabi Muhammad Saw.
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Artinva: Dari Abdullah bin Umar, baitwasannya seorang perempuan
mengudu kepuda Rasulidllah saw,"Wahai Rasulullah, sesungguhnya
anak ini akulah yvang mengandungnya, susuku tempat menumnya
dan panghuanku tempat dudvknya. Sedangkan ayahnya telah
menceraikan aky, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku”
Hasulullah Saw. bersabda, "Engkau lebih berhak atas anakmu selama
engkau belum menikah lagi” {(H.R. Abu Daud:1938 dari Abdullah bin
‘Amr Ahmad: 6430, dan disahkan oleh al-Hakim)

Fase anak telah bekerja/mandiri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa
pengurusan anak (hadengh ) tidak ada batasan yang jelas kapan
berakhirnya. Namun, apabilaanak sudah dewasaatau sudah mulai dewasa
atau sudah mulai mengerti, diberi hak untuk mengadakan pilthan untuk
diasuh atau dirawat oleh bapak dan ibunya, meski pilihannya jatuh pada
ibunya, tetap menjadi behan ayahnya. Ketentuan mengenai hak memilih
bagi anak ini berdasarkan oleh hadis Rasulullah Saw;
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Artinya: Wahai nak, ini ayahmu, dan ini ibumu, maka raihlah
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tangannya manayang engkau kehendaki, lalu anak itu meraih tangan
fbunya lalu pergi bersamanya { HR Ahmad isahifikan Tirmidzi ).

Fase anak kecil namun orang tua lain agama. Pada fase ini, jika
sekiranya terdapat salah satu orang tua apakah ibu atau ayahnya
kemudian memutuskan keluar dari azama Islam, maka anak itu pula
diberi kesempatan memilih mana yang disukai berdasarkan hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:
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Artinya: Dari Rafi’ bin Sinan ra buhwa ia telah masuk Islam, namun
isterinya menentangnya. Maka Nabi Saw mendudukkan keduanya,
lalu mendudukikan anaknya diantara mereka berdua, lalu Beliou
berdeoa: Ya Allah berilah anak ini petunjuk, lalu anak ity mengikut
ayahnya dan ayoh mengambilnya.( HR Abu Dawud disahkan oleh
Harim.

Fase anak perempuan yang tidak ada orangtuanya, terkadang
scorang anak perempuan ditinggalkan cleh orang tuanya misalnya kedua
orang tuanya meninggal, maka pemeliharaan anal/hadanah untuk
hial seperti ini sebaiknya diserahkan kepada saudara perempuan ibunya.
Sebagaimana riwayat:

AR B L i e 3 8 e B e 0 B e o ol

- = b =Tl

iy Al ;:Iil Lf—'lii'- — :-l_‘_?i:!l-l:_#: L_I.L-l.i L.J';' Mol LS - J.i"!J Ls'_}li'h,h 'q—_..-r-'l

Artinya: Dari Bgra'a bin Azib ra bahwasanva Rasulullah SAW
menetapkan anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan
tbunya, lolu belinu bersubda : saudara tbu itu setingkat dengan
ibu. (HR Bukhari dan Ahmad juga meriwayatkan lladis dari Alj,
Rasulullah bersabda: Anak perempuan itu bagi saudara ibunya dan
bibi itu seperti ihu.

Pembagian peran antara suami dan isteri, konstruksi teclogis dan
hukum positif di Indonesia secara ekplisit membedakan peran suami
isteri secara diametral, suami diposisikan sebagai kepala keluarga
tlan pencari natkah dan isteri diposisikan sebagai ibu rumah tangga
dan penyelenggara kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kensekuensi
dari pembakuan peran tersecbut adalah tereduksinya kesempatan
perempuan untuk beraktifitas dan beraktualisasi di ruang publik. Pada
perkembanpannya, para isteri tdak lagi hanya beraktifitas dalam roang
domestik-reproduktif, namun sudah mulai berkarier di ruang publik-
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politis. Bahkan selama tiga periode terakhir, jumlah partisipan perempuan
dalam politik praktis mengalami peningkatan. Persoalan yang kemudian
mengemuka adalah apakah keterlibatan isteri dalam politik praklis
tersebut berimplikasi pada pergeseran pola pembedaan peran yang
selama ini sudah berlangsung dalam masyarakat, dan apakah hal tersebut
berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mereka?. Tentunya
tidak, isteri tetap memiliki tanzgung jawab dalam keluarganya untuk
menjaga keharmonisan keluarga dengan cara taat terhadap tanggung
jawab rumah tangga, juga sebaliknya suami menjaga keharmonisan
tersebut dan menghargai tanggung jawab isteri dalam rumah tangga.

B. Perjanjian Pranikah dalam Perundang-Undangan

Di nepara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, me njadi
persoalan ketika salal seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk
membuat perjanjian pra niksh. Perjanjian pranikah menjadi suatu hal
yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga BOis,
tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Karena
pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian
pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya
dibicarakan dan dilakukan.

Prenuptial Agreement (selanjutnya disebut perjanjian pranikal)
adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan pernikahan
dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya
mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri
yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja
yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan
dengan harta hawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan
yang mana harta calon isteri dan harta calon suami. Jika suatu saat
terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan suami isteri
terscbut. Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan
perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami
ataupun isterl. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak
dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan yang cukup
banyak, baik bergerak maupun benda tetap.

Perijanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum
pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon
pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak
pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana
harta kekayaan suami isteri akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi
perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa
memuat bagaimana semua urusan keuanpgan keluarga akan diatur atau
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ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung .

Peraturan perundnag-undangan yang dijadikan dasar hukum
perjanjian pranikah yaita: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), Undang-Undanpg Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Dari ketiga sumber hukum tersebut, mengenai perjanjian pranikah
paling lengkap diatur di dalam KUHPerdata.

a. Kitah Undang-lindang Hukium Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPerdata) diatur tentang perjanjian perkawinan Pasal 139 yang
mengatur bahwa "Fara calen suami isteri dengan perjanjian kawin dapat
menyimpang dari peraturan undang-undang mengenaiharta bersama
{persatuan bulat), sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan tatasusila
yvang baik atau denpan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan
- ketentuan berikut "KUI Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian
perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami isteri, sedangkan
Undnag-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu.” Undnag-
IIndang Perkawinan tidak hanyva mengamr masalah harta henda saja,
namun juga mengatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan
tidak menyalzhi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai
moral,dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
Dalam ketentuan Pasal 143-139 KUHPerdata, diatur mengenai hal-
hal yang tidak dapat memuat dalam perjanjian kawin  yaitu :
1. Tidak holeh bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan
. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam
perkawinan
. Tidak boleh hal kekuasaan orang tua
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang
kepada suami atauisteri yang hidup terlama
5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai
kepala persatuan suami-isteri
6. Tidak boleh melepaskan haknya ataslegitieme portie{hak mutlak)
ataswarisandari keturunannya dan mengatur pembagian warisan
dari keturunannya
7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar
sebagian utangyang lebih besar dari pada bagian keuntungannya
8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan
perkawinanmereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri,

adat kKebiasaan, atau peraturan daerah.
1 oy Siburnen, Kempariang, 2012, b 2.
2 Simsnjuntek, Pedek-pod ol Fulun Perddala Indoresis, {Takiata: Djaslatan, 7003), b 44,
3 Ihid
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b. Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 29 ayat L menyatakan bahwa "Pada wakiu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersamadapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigasepanjang pihak
ketipa tersanpkut”. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang
jelas bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal aps, misalnya
apakah hanya mencakup masalah gono - gini atau juga menyangkut
masalah-masalah lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian
perkawinan dalam UU ini mencakup banyak hal, tidak hanva mengandung
soal hartabenda perkawinan. Di samping itu, undang-undang ini tidak
mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan
yang dimaksud*.

Dalam U Perkawinan tersebul, yang disebutkan hanya berupa
ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di dalam
akta perkawinan.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 12 huruf
It baliwa akla perkawinan juga memuat Keterangan tentang perjanjian
perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami isteri). Meskipun demikian,
Undang-Undang Perkawinan masih bisa dijadikan sumber hukum yang
penting dalam membahas perjanjian perkawinan.

o, Kompilasi Hukom Islam

Ketentuan umum tentang perjanjian kawin juga di atur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KUI), yaitu dalam Pasal 47 avat 1 yang
menyebutkan bahwa "Pada waktu atau secbelum perkawinan
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis
yang disahkan pepawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam
perkawinan”. Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud,
yaitu :“Perjanjian yang disebut ayat 1 dapat meliputi percampuran harta
pribadi dan pemisahanharta pencaharian masing-masingsepanjang hal
ini tidak bhertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan
dalam ayat 2 di atas, maka isi perjanjian perkawinan itu mencakup dua
kemungkinan, yaitu percampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencarian. Di samping itu, isi perjanjian juga diperbolehkan menetapkan
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas
harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (sebagaimana yang

4 Djaja 5. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum
Keluarga, (Bandung: Muansg Auto, 20080, b 67,
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dijelaskandalam ayat 3).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa peraturan
tentangperjanjian perkawinan ada dalan Undang-Undang Perkawinan,
KUH Perdata, danKHLMenurut pandangan R. Subekti® peraturan
tersebut adalah perjanjian tentang harta benda suami isteri selama masa
perkawinan yvang itu sesungguhnyamenyimpang dari azas atan pala yang
telah ditetapkan dalam tiga peraturan tersebut®.

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami
isteri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak
tidak boleh melanggar ketentuan yang lelah dibuat dalam perjanjian
perkawinan. Jikaternyata ketentuan yang telsh dibuat itu dilanggar, status
perkawinan mereka bisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal
51, "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri
untuk meminta pembatalan nikah atau mengajuliannya sebagal alasan
asysatan percelaiaan ke Pengadilan Agama”

Perjanjian pranikah adalsh perjanjian yang dibuat sebelum
dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang
akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan
diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau
isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri,
ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar hisa
membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon
suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.
Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan
hukum terhadap harta hawaan masing-masing, suami ataupun isteri.

Perjanjian perkawinan yvang telah disepakati aleh pasangan suami
isteri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak
tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian
perkawinan. Jika ternyata ketentuan vang telah dibuat itu dilanggar, status
perkawinan mereka bisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal
51, "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri
untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan
gugatan percelaiaan ke Pengadilan Agama”®

Membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak
bertentangan dengan Hulum, Agama dan Kesusilaan, nilai-nilai moral
dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1
Undoag-Undang Nomoer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
vang telah berulang-ulang disebutkan sebelumnya di atas, yaitu:"Pada

5 Subekd, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hubum Waris, 1990, h. 6.
& Ahdursahman, Hutum {slam di Indonesia, {lakarta: Akademika Pressinde,
2007}, h. 11,
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waktu atau sebelum perkawinan dilangsunpgkan, keduabelah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai Pencatat perkawinan sctelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga tersangkut”. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, dikatakan yang
dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Sebasoian orang, mengadakan perjanjian pranikah dianggap sehagai
hal yang tabu. Seperti merencanakan perceraian dan tidak ada saling
kepercayaan. Bagi penganut agama Islam sebagian besar berpendapat
bahwa hukum Islam sudah mengatur lengkap tentang hak dan kewajaiban
suami isteri, persoalan anak, masalah waris, dan pembagian harta, Jadi
perjanjian pranikah sudah tidak diperlukan, karena hukum Islam sudah
mengaturnya dengan jelas. Bagi penulis (karena menganut agama Islam)
tentu mengakui bahwa dalam agama Islam persoalan hak dan kewajiban
suami isteri, hak asub anak, masalah harta dan waris, semua sudai ada
aturan dan dasar hukum yang jelas.

Sistem negara ini tidak mengadopsi keseluruhan hukum Islam secara
utuh, melainkan secara parsial. Bahkan banyak keluarga yang belum tahu
sama sekali tentang hukum Islam terkait hal ini, misalnya terkait harta
waris, pembagiannya, dan siapa-siapasaja yang berhak mendapatkannya.
Begitu juga dalam urusan hak asuh anak pun tidak semua keluarga
musiim mengetahuinya. Belum lagi campur tanpgan keluarga besar yang
diikat dalam tali pernikahan cukup mewarnai jalannya suatu pernikahan.
Sebapgai contoh, ada suatu kasus di mana penulis melihat pentingnya
hukum perjanjian pranikah dibuat untuk mengantisipasi bila ada
masalah yang tak terduga muncul dalam pernikahan.

Kasus seorang wanita menikah dengan seorang pria, dimana
pernikahan keduanya tidak disctujui oleh keluarga kedua piliak. Wanita
saat awal menikah termasuk wanita mapan dengan membawa harta
berupa perhiasan dan uang tunai, serta selama 3 tahun awal pernikahan
merecka, kehidupan ekonomi suami isteri ini ditepang oleh sang isteri.
Di tahun ke empat, isteri mengundurkan diri dari kerjanya karena
permintaan suami dan selanjutnya kehidupan ekonomi mereka ditopang
oleh suami sepenuhnya. Dalam perjalanan selanjutnya, restu dari kedua
pihak diperoleh, namun masih ada terlihat rasa tidak suka terhadap
wanita ini dari pihak keluarga suaminya. Keluarga suaminya yang
berasal dari kalangan mampu kemudian memberi hibah pada si suami
untuk membuat rumah. Dalam proses pembuatan rumah ini, sang wanita
memberikan andilnya denpan menjual perhiasan bawaannya yang
diperoleh dari hasil kerjanya sebelum menikah. Uang tersebut digunakan
untuk tambahan biaya merenovasi rumah.

Perpnikahan itu ternyata kemudian dalam perjalanan rumah
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tangga bermaszalah dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Kareng
tidak adanya bukti-bukti tertulis dari si wanita tentang harta bawaan
miliknya yang telah dipakai untuk menopang kehidupan ekenomi dan
renovasi rumah mereka, membuat suami dan keluarga besarnya leluasa
mengklaim bahwa mantan isteri tidak berhak atas harta pono ging, kureng
semua harta berasal dari suami. Dalam Islam mantan isteri tidak berhak
menuntut harta gono gini dan juga warisan, bila semua it diperoleh
dari penghasilan suami sepenuhnya. Mantan isteri hanya mendapat
turnjangan hidup yang telah disepakati {karena anak-anak bersama sang
mantan isteri). Untuk warisan, bila kepala keluarga meninggal dunia,
yang berhak mendapat warisan adalah anak-anak mereka, namun tidak
termasuk mantan isteri. Adilkah itu?. Kalau masalah waris, Islam memang
mengatur jelas bahwa mantan isteri tidak mendapat warisan karena
hubungan pernikahan yang terputus sebelum mantan suami meninggal
dunia. Tetapi hukum Islam juga tidak menafikan pembagian harta antara
mantan isteri dan suami bila sepanjang pernikahan ity mantan isteri
juga memberi andil dalam roda ekonomi keluarga. Tetapi karena tidak
memiliki bukti-bukti vang kueat. Semua pengorbanan materi mantan
isteri di awal-awal pernikaban mereka, menjadi menguap tak berarti.
Isteri tidak ingin memperkarakan kasus ini ke pengadilan, karena untuk
hal itu dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya vang tidak sedikit. Dia
lebih memilih fokus untuk bekerja dan mengurus anak-anaknya.

Hal tersebut di aias hanya sebuah contoh, dan penulis tidak
mengatakan hukum Islam tidak berpihak pada perempuan. Dalam hukam
Islam, hak mantan isteri tetap ada karena andilnya dalam menopang
ekonomi keluarga dan pembiayaan renovasi rumah. Itu seharusnya
diperhitungkan dalam pembagian harta saat perpisahan. Namun karena
persaalan ini menyangkul pemabaman mantan suami dan juga keluarga
besarnya yang memang memanipulasi hak-hak si perempuan dengan
memanfaatkan kelemahan mantan isteri (karena tidak ada bukti tertulis),
membuat posisi mantan isteri jadi sulit.

Di sinilah penulis melihat sangatperlunyadibuat Perjanjian Pranikah
harus dibuat secara notariil (dihadapan Notaris) sebagai mitigasi risiko,
sesuai Pasal 147 KUHPerdata, kemudian didaftarkan/dicatatkan ke
pejabat KUA atau Catatan Sipil dan tentunya Perjanjian pranikah ini
tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Untuk menjelaskan
posisi kita kelak bila memang perpisahan itu akhirnya harus terjadi.
Bukan berarti dengan mengadakan perjanjian pranikah itu kita sudah
merencanakan perceraian, tetapi lebih sebapai bentuk proteksi kita ke
depannya. Sepanjang vang diatur dalam perjanjian pranikah itu tidak
bersembarangan dengan apa yang telah ditentukan agama yang kita anut.

Meskipun di Indonesia perjanjian pranikah tidak populer, karena
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identik dengan “ketidakpercayaan” kepada pasangan hidup, namun untuk

mengantisipasi hal-hal bilamana terjadi perceraian dan daripada hanya

bergantung kepada “isi putusan cerai”, sebaiknya lindungi kepentingan
kita dengan perjanjian Pranikah. Langsung saja, untuk yang pertama
sekali akan membahas tentang Perjanjian pra nikah atau Prenuptial

Agreement, yang mungkin sebagian orang belum mengerti atau belum

memahami isi perjanjian pra nikah.

Perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi,
pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan
pihiak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama. Akan tetapi
melakukan perjanjian pranikah haruslah juga mempertimbangkan
beberapa sisi (aspek) yang antara lainya:

1. Keterbukaan di dalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan
masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan,
densan merujuk jumiah harta bawaan masing-masing pihak
(pasanzan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan
potensi pertambahannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan
atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orangtua
masing-masing pasangan.

2. Selanjutnya masing-masing pasangan secara terbuka harus
mengatakan berapa jumiah hutang bawaan masing-masing pihak
sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah
menikah dan siapa nantinya vang bertanggung jawab terhadap
pelunasan hutangnya, perlu diketahui oleh masing-masing pasangan
apar masing-masing pasangan yang akan menikah mengetahui secara
pasti apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika
perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang namtinya merasa
dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian tersebut.

3. Kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjanjian pranikah harus
disetujui dan ditandatangani cleh masing-masing pasangan (kedua
belah pihak) yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa
paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat perjanjian
tersebut tanpa mendapatkan tekanan dalam bentuk apapapun, karena
nantinya jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan
sualu ancaman atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa
menandatanganinya, maka secara hukum perjanjian pranikah
dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Selanjutnya cari pejabat yang objektif dan berwenang dalam hal ini
adalah Notaris yang dipercaya dan menentukan pejabat berwenang
yang notabene memiliki reputasi baik dan bisa menjaga abyektifitas,
sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah tidak berat sehelah
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(rimpang). Pasangan masing-masing bisa mendapatkan keadilan
sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut.

Dengan telah dibuatnya perjanjian pranikah dihadapan Notaris yang
dipercaya, maka langkah selanjuinya surat Perjanjian PraNikah tersebut
yang telah ditandatangani berdua haruslah juga dicatatkan pula dalam
lembaga pencatatan perkawinan, artinya bahwa pada saat pernikahan
dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus disahkan pula aleh
pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil) tempat
berlangsungkan perkawinan. Pada umumnya perjanjian pranikah dibuat
untuk memberikan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap
masing-masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi
harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri, sepanjang bahwa isi
dari surat perjanjian pranikah tersebut tidaklah bertemtangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan apama.

Jika masing-masing pihak telah sepakat dan menvatakan
segala sesuatunya di dalam surat perjanjian pranikahnya, dan telah
menandatangani Surat Perjanjian PraNikah tersebut, maka secara tidak
langsung jika terjadi kanflik diantara mereka perjanjian pranikah vang
telah dibuat diantara mereka dapat meminimalisir permasalahan yang
akan timbul tentanz konflik pemisahan harta masing-masing pihak
Umumnya permasalahan yang timbul dalam perceraian nantinya jika
disepakati sebelumnya didalam perjanjian pernikahan antar pasangan
tentang harta bawaan masing-masing, seandainya perceraianpun terjadi
diantara pasangan tersebut. Berdasarkan surat perjanjian yang telah
disepakati oleli masing-masing pasangan, secara tidak langsung masing-
masing pasangan telah memberikan proteksinya secara hukum tentang
harta bawaannya masing-masing baik tanah, rumah, ataupun bentuk
investasi lainnya.

Sangatiah dibutuhkan suatu pemikiran yang panjang mengenai
perjanjian pra nikah bagi masing-masing pasangan yang ingin melakukan
pemisahan harta bawaannya masing-masing mengingat budaya dan adat
istiadat kita yang mungkin masih menganggap tabu tentang pemisahan
harta ini. Sesungguhnya perjanjian pranikah memberikan perlindungan
hukum bagi masing-masing pasangan dengan tujuan yang pasti dan jelas
mengatur tentang hak dan kepemilikan atas aset-aset maupun harta-
harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan,
tanpa harus melalui proses panjang.

Dari apa yang telah kita hahas diatas dapatlah kita tarik suatu
kesimpulan, bahwa perjanjian pranikah bagi masing-masing pasangan,
tidaklah rnemberikan kerugian bagi pasangan, bahkan justru memberikan
perlindungan secara hukum bagi masing-masing pasangan jika
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seandainya perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka berdua tanpa
harus mempermasalahkan lagi tentang pembagian harta. Secara umum,
Perjanjian Pranikah dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dua
orang vang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena adanya
hubungan tali perkawinan dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan
antara dua orang yang membuatnyaHukum Positif Indonesia tidak
mengatur lebih lanjut tentang isi dan bentuk Perjanjian Pranikahjisinya
sepanjang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Biasanya
yang diatur adalah hal yang dianggap penting yang diperkirakan dapat
menimbulkan masalah di kemudian hari, yang pada umumnya seperti :
1. Pemisahan asset / harta baik yang sebelumnya telah dimiliki
sebelum kawin[meskipun secara teori hukum milik masing-
masing sebelum menikah) dan harta yang diperoleh selama
kawin.
2. Pemisahan hutang sebelum menikah atau setelah menikah.
3. Pengurusan anak
Namun demikian akan lehih terjamin bila Perjanjian Pranikah
dituangkan dalam Akta Otentik (Akta yang dibuat oleh Notaris).

C. Manfaat Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agremeent)

Meskipun Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mewajibkan svami yang berpoligami untuk menjamin
kehidupan semua isterinya dan harta bersama masing-masing
perkawinan terpisah, namun itu tidak cukup menjamin kepentingan Anda
atas harta hersama maupun kewajiban suami jika terjadi perceraian.
Perjanjian pranikah dapat memastikan harta bersama dalam perkawinan
pasangan akan tetap terlindungi, lidak tercampur dengan perkawinan
vang lain. Untuk suami yang melakukan poligami. Perjanjian pranikah
dapat memastikan pemisahan harta peninggalan pasangan, baik untuk
perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang
keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin, jauh dari
pertikaian dan perselisihan antar ahli waris. Adanya perjanjian pranikah
akan memberi manfaat bagi kedua pasangan suami isteri.

a. Melindungi Kekayaan

b. Perjanjian pranikah dapat memastikan bahwa pasangan anda
menikah denpan anda, bukan dengan uang anda.

c. Melindungi Kepentingan anda Jika Pasangan anda Melakukan
Poligami.

d. Membsebaskan dari Kewajiban lkut Membayar Utang Pasangan.




162 MEMAHAMI] DESEONSTRUKSI HUKUM DALAM PRANATA SOSIALISLAM

Harus diketahui bahwa dalam perjanjian pranikah harta bersama
tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada, berdasarkan ketentuan Pasal
35 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 121 KUJHPerdata, harta bersama
juga meliputi semua utang vang dibuat oleh masing-masmg suami ister],
baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dan maupun
selama perkawinan. Artinya, jika pasangan tersebut memiliki beban utang
yang tingei, Anda ikut berkewajiban melunasinya. Jika menikahi pasangan
dengan beban utang vang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawah
atas hutangnya, maka perjanjian pranikah dapat membantu memastikan
bahwa hal ini tidak terjadi. Dengan adanya perjanjian pranikah maka
berlakulah prinsip "uang kamu, uang saya juga. Utang kamu, bukan utang

saya

a. Menjamin Kepentingan Usaha Pasangan

Jika kita memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha
maupun badan hukum), pasangan tersebut berhak menikmati keuntunga.
Usaha bisnis tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan,
yang berarti, kelak jika terjadi perceraian, kekayaan atas usaha hisnis
pasangan tersebut harus dibagi. Hal ini sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 157 KUHPerdata menegaskan bahwasannya keuntungan
harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mercka
herdua, vang selama perkawinan, dari hasil harta kekavaan mereka dan
pendapatan masing-masing, dar usaha dan kerajinan masing-masing
dan penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Singkat kata, tanpa
perjanjian pranikah, ketika pernikahan pasangan berakhir, pada akhirnya
salah satu pasansan bisa memiliki bagian dari bisnis pasangannya
(menjadi partner atau mitra bisnis), Jika pasangan tidak menginginkan
hal ini terjadi, perjanjian pranikah dapat menjamin dan memastikan
hahwa pasangan terscbut tidak menjadi mitra yang tidak diinginkan
dalam hisnis pasangan tersebut.

b. Menjamin Kelangsungan Harta Peninggalan Keluarga

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakanhHarta
bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang
dipereleh masing-masing scbagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Perhatikan frase "masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain”. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud
frase "masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”
Karena tidak menjelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasannya
terhadap harta bawaan, hadiah atau warisan, jika suami isteri tidak
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menegaskan bahwasannya harta tersebut adalah harta warisan/hadiah,
maka harta terscbut dianggap sebagai harta bersama suami isteri.
Artinya, dalam konteks yang lebih jauh, tidak tertutup kemungkinan
harta perolehan dari warisan/hadiah keluarga pasangan dapat beralih
kepada pasangannya. Perjanjian pranikah dapat memastikan hal tersebut
tidak terjadi dan memastikan pula bahwa harta perolehan dari warisan/
hadiah keluarga pasangan tetap dalam kekuasaan salah satunya.

c¢. Menjamin Kondisi Finansial Pasca Putus Perkawinan

Ranyak ditemukan dalam praktek, pengadilan menolak tuntutan
nafkal dan biaya pendidikan anak yang diajukan oleh seorang tbu yang
memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah
biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan
hakim yang memutusnya. Daripada digantungkan pada pertimbangan
hakim, lebih baik diatur dan ditetapkan dalam perjanjian pranikah. Jadi,
jika terjadi perceraian, dapat diajukan perjanjian pranikah dan meminta
kepada hakim untuk memerintahkan suami menjalankan kewajiban yang
telah ditetapkan dalam perjanjian pranikah.

d. Menjamin Hak Pasangan atas Asset Property dengan Status

Hak Milik

Bagi yang menikah dengan orang asing, tanpa adanya perjanjian
pranikah, maka kedudukannya akan dipersamakan sebagai orang asing
adalah subjek yvang pasangan tersebut dilarang memiliki property dengan
status Hak Milik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 teniang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

1) Hanva warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum vang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratoya.

3) Orang asing yang scsudah berlakunya undang-undang ini mempercleh
hak milik karena pewarisan lanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan. Demikian pula warganegara Indonesia vang
mempunvai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini
kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak it didalam
janzka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
Lewarsaneparaan. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik
itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karcna hukum dan tanahnya
jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain vang
membebaninya tetap berlangsung.

4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya
mempunyaikewarganegaraanasing makaiatidakdapatmempunyaitanah
dengan hak milik danbaginyaberlaku ketentuandalamayat (3) pasalini.”

b s
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Contoh Perjanjian Pranikah yang paling Sederhana:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e

Pekerjaan :

Umur .. tahun

Alamat

Pada Hari ini, Rabu, tanggal 10, Juli, tahun 2014 jam 09.30 WIB,
bertempat di rumah kediaman 1. Sukri, di hadapan penghulu, saksi-saksi
dan dihadapan ISTERI saya yang bernama Ani Asriani beserta semua
keluarga, saya BERJAN]I dalam sebuah pernyataan secara tertulis

antara lain

1. Apabila setelah saya menikah, disebabkan karena saya belum
membayar mahar yang telah menjadi ketentuan bersama pada
saat pernikahan, yakni mahar berupa vang tunai sejumlah Lima
Juta Rupiah, maka saya diberikan waktu selama tiga bulan untuk
menyelesaikannya. Namun, jika dikemudian ada pihak ahli waris
maupun pihak keluarga isteri saya yang merasa keberatan karena
saya helum menyelesaikan mahar tersebut, maka secara pribadi
saya akan bertanggung jawab sendiri terhadap apapun yang terjadi
baik secara hukum tertulis manpun hukam adat.

2. Apabila saya tidak menepati janji pada poin (1) terscbut di atas,
maka pihak dari keluarga isteri saya tersebut, melaporkannya
kepada pihak kepolisian, untuk mempertanggung- jawabkan
secara hukum akibat pengingkaran perjanjian tersebut.

Demikian surat perjanjian ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak
mana pun juga, vang kemudian surat perjanjianini dapat dijadikan sebagai
dasar hukum dan bukti yang sah pada proses hukum yang mungkin terjadi
di kemudian hari apabila saya tidak konsisten melaksanakan perjanjian
saya tersebur.

cinens o Desember 2014

SAKSI-SAKSI Yang Membuat Perjanjian
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Contoh tersebut di atas tidak menyangkut mahar tetapi juga
menyangkut isi-isi perjanjian yang lain sebagaimana yang telah diberikan
contohnya, sebatas isi perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum, agama,
kesusilaan, adat-istindat yang berlaku. Dalam ayat 2 dikatakan hahwa
perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam
juga memperbolehkan membuat perjanjian pranikah yang mengikat
kedua calon pasangan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 “Pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai
dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan™. Konsep perjanjian
pranikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUHPer. Tetapi
Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah
mengkoreksi ketentuan KiJHPerdata tentang perjanjian pranikah. Dalam
Pasal 139 KUH Perdatz disebutkan “Dengan mengadakan perjanjian
kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa
penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan
harta kekayaan asal perianjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik
atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuannya.

Bila dibandingkan maka KU[Perdata hanya membatasi dan
menekankan perjanjian Pra nikah cukup pada persatuan harta kekayaan
saja,’ sedangkan dalam Undang-Undnag Perkawinan bersifat lebih
terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga
bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan
kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2 dan hadis bahwa “setiap
mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing”. Maksudnya,
jika seorang mukmin sudalh berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian
Pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan
yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, perjanjian
Pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai
anak, warisan mutlak jatuh pada isterinya. Padahal dalam Islam, harta
suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya
jatuh kepada isteri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupu
orangtiua suami yang masih hidup. Sedangkan dalam hadis disebutkan
“menghalalkan yang haram”.

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah
dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk
kebersamaan seluruh hidup (Consorsium totius Vitac) diantara mereka
menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta

T [l
8 KUHPerdasa
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pada kelahiran dan pendidikan anak Sementara untuk agama Hindu,
hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada,
tetapi yang jelas apahila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan
larangan dalam agama Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu
pula denpan’ Avama budha. Menurut hukum perkawinannya (HPAB)
vang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan
khush tentang perjanjian perkawinan, dia aman berarti terserah para
pihak vang bersangkutan asal perjanjian yang dia buat tidak bertentangan
dengan Agama Budha Indonesia, Undang-Undang Nomar Tahun 1975
dan kepentingan Umum.®

C. Analisis terhadap Perjanjian Perkawinan

Seperti yang dikaji pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian
perkawinan lerdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29
ayat 3,2 ,1, dan 4, atau dapat pula dirujukan pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata perhal perjanjian diatur pada Bab Hedua, tentang
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau ada berbagai
persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh
calon pengantin. Di samping persoalan budays, ada juga persoalan yang
berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang
sakral, suci, dan agung. Olech karenanya, setiap pasangan yang akan
menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses
menuju pernikahan sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga
harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan,
kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang
perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun
dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah
bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan
terjadinya Kekerasan Dalam Rumah. Menurut M. Rezfah Omar, pengacara
LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat
melindungi hak kedua belah pihale Jika terjadi perceraian dan sengketa
di antara keduanya, di depan pihak yang herwenang, seperti notaris atau
pegawai pencatat perkawinan, agar kuat di mata hukum sebagaimana
yang telah diuraikan di atas. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel
atau bermaterai, tidak akan kuat posisinya. Manfaat dari perjanjian
pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang
mungkinakan timbul selama masa perkawinan, Menurul M. Rezlah salah

9 Hilman Hadiiuswez, Hulum Pertavinan fodenesia Meavit Perundaag-LUndangon Hulveg Jdat
dan Hukvey Agana, (Banduno: Maju Mandar, 1980), b 80,
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seorang lawyerantara lain sebagai berikut.

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada hartagono
gini. Syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan kalau setelah
menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan
di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah
tidak bisa lagi dibuat pisah harta. Semuanya menjadi harta gono
gini.

2. Mungkin dalam rangka proses ceral, ingin memisahkan harta, bisa
saja dibuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian
pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran
harta pendapatan maupun aset-aset,baik selama pernikahan itu
berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau
kematian,

3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa
juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi
tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang
jtu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum
pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan
kematian,

4, Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.
Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya
pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar
kontribusi masing-masing orang tua, dalam halini tujnannya agar
kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian tersebut bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya.
Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya wmasuk dalam
perianjian pranikah menjadi hal yang penting. Perlu dipertimbangkan
dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar,
perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan.
Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam
perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting
vang dimasukkan ke dalam point perjanjian. Menurut Muhammad
Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua
konsekuensihukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang
status anak sebagai buah perkawinan danharta. Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak membedakan antara “harta bawaan” dengan "harta
bersama’, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum pe
rkawinan(huwelijksvermogensrecht)*

Dalam Islam, persyaratan atau perjanjian salah satu isteri atau

10LEH Apik Jakarta
11 KUHPerduia
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suami menjadi ikhtilaf dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah
perjanjian tersebutdapat mempengaruhisahatau tidaknya pernikahan?
Bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan tersebut dalam suatuakad
pernikahan?, Menurut mazhal) Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil
Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon isteri tidak wajib
dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah, baik
dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut.

Menurut Syafi'i,”’ persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan
tidak melenceng dari tujuanpernikabian. Seperti jika isteri mengajukan
persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari
tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya
tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian terscbut bertentangan dengan
keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat hagian
rumah sebapaimana yang didapal dari calon isteri, maka perjanjian
tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.

Akad nikah terscbut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan
persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami
ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar
mahar yang telah divcapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk
membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan isterinya,
misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah
lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi
persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar. Akan tetapi,
jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebul, sebaiknya suami
memilih mahar vang lzin.
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DAMPAK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DALAM UNDANG-UNDANG PKDRT
STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH

OLEH: KHAIRANI, M.AG

AL Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelesaian
kasus kekevasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
{selanjutnya disebut UU PKDRT ).

Ketentuan UU PKDRT mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi
dari undang-undang ini adalah sebagai upaya penghapusan kekerasan
dalam rumah tangea, Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa
berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak
pelaku kekerasan dalam rumah tanggs, dan melindung korban akibat
kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa
terjadi, karena dianggap schagai persoalan internal keluarga seseorang.

Terminoclopi kekerasan rumah tangga menurut Pasal (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau peneclantaraan
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
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dalam lingkup rumah tangga.

Catatan KOMNAS Perempuan dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca
UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT
dari tahun ke tahun. Khusus di Aceh, kekerasan dalam rumah tangga dari
tahun ke tahun semakin meningkat. Undang-undang ini selain berisikan
pengaturan sanksi pidana, juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban
negara dalam memberikan perlindungan segera kepada kerban yang
melapor.

Ut} PKDRT mengatur meckanisme khusus mengenai penanganan
kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 15 dinyatakan bahwa
vang dapat melaporkan adalah setiap orang yang mendengar, melihat
atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib
melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
mencegah herlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan
kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses
pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pada Pasal 26 disebutkan pula korban berhak melaporkan secara
langsung kekerasan dalamrumah tangga kepada kepolisian baik ditempat
korhan herada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat selanjutnya
disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang
lain untuk melaporkan kekerzsan dalam rumah tangga kepada pihak
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.

Setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya
kekerasan dalam rumszh tangga, kepolisian wajib segera melakukan
penyelidikan (Pasal 19). Penanganan koflik rumah tangga di atas bila
dibandingkan dengan hukum Islam tampak berbeda. Di dalam Islam
persealan keluarga biasanya diselesaikan dahulu di dalam keluarga. Bila
terjadi perselisihan  antara suami isteri maka perkara terscbut tidak
langsung di bawa ke pengadilan. Dalam hal ini dihadirkan hakamain.

Dari sini terlihat bahwa urusan rumah tanpgga suatu keluarga tidak
dibawa keluar rumah tangga. Di satu sisi penyelesaian kasus KDRT
melalui UU KDRT dapat memberikan perlindungan dan penanganan
langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa harus
menungei sampai berlarut-larut atan bertambah buruknya keadaan
korban, di sisi lain ada kemungkinan buruk yang akan terjadi pada rumah
tangga terschut vang berujung pada perceraian.

Perbedaan penangananantarahulkumislamdengan UU KDRT tentang
proses penyelesaian KDRT seperti di atas menimbulkan pro dan kontra
dalam masyarakat, bahkan ada yang mengatakan bahwa materi undang-
undang dianggap bukan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga,
akan tetapi malah membuat persoalan rumah tangga semakin rumit.
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Dari pasal ini terlihat hahwa urusan domestik rumah tangga (privat)
bisa menjadi urusan publik. Sebagian pakar hukum berpendapat Pasal
15 dianggap bukan membantu kedua belah pihak yang sedang bertikai
untuk rujuk, malah sebaliknya mendorong terjadinya perceraian. Oleh
karena itu undang-undang ini sering dipertanyakan dampaknya dalam
menyelesaikan kasus KDRT. Dampak ini bisa jadi berpengaruh pula pada
efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus KDRT.

Dari latar belakang di atas ingin diketahui perpindahan hukum privat
ke hukum publik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga,
dampak penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan
menurut ketentuan UU PKDRT serta pola penyelesaian kasus kekerasan
dalam rumah tangga yang lebih efektif dan sesuailebih dengan hukum lIslam.

Jenis panelitian ini adalah jenis peneclitian deskriptif kualitatif. Sumber
data primer diperoleh dari key informant dan informant. Key informant
berasal dari institusi kepolisian, pengadilan, Badan Perlindungan Perempuan
Anak, tokoh masyarakat serta LSM yang bergerak di bidang advokasi
terhadap kekerasan perempuan di wilayah kota Banda Aceh yang pernah
menangani kasus KORT.

informant yang dipilih dalam penelitian ini ialah warga Banda
Aceh yang kalau memungkinkan kasus yang pernah diajukan sampai
ke tingkat kepolisian. Pemilihan informan ini dilakukan dengan cara
purposive random sampling. Mengingat sulitnya mencari informan
kategori di atas, maka akan diwawancarai 3 orang perempuan korban
KDRT dan tiga orang pelaku KDRT.

Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh
data primer. Cara yang ditempuh untuk memperoleh data primer
ialah dengan wawancara sejarah dan pengalaman hidup (life history)
bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan laki-
laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diselesaikan
kasusnya sesuai dengan UU tanpa melihat pekerjaan atau status
sosialnya. Perempuan dan laki-laki di atas dapat dikatakan sebagai
subjek utama penelitian. Wilayah penelitian ditetapkannya kota Banda
Aceh. Penganalisaan data dilakukan secara mendalam dan komprehensil
dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

B. Defenisi dan Sanksi KDRT serta Tujuan UU PRDRT

Dalam Kamus Bahasa Indonesio dijelaskan pengertian kekerasan
sebagai bentuk perbuatan sesecrang atau kelompok yang menyebabkan
cidera atau matinya orang lain® Pengertian kekerasan menurut M. H

1 Departemen Pendidikan Masional, ¥omws Besar Bokaso Indonesin Edist 3, (fakarra: Balai
Pustaka, 2002}, h. 550.
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Tirtaamidjaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan
badan yang agak hebat? Jadi secara harfiah kekerasan itu diartikan
sebagai “sifat atau hal vang keras; kekuatan; paksaan”,

Kekerasan yang diterjemahkan dari Vielence. Violence berkaitan
erat dengan gabungan kata latin “Vis" (days, kekuatan) dan “latus”
{(yang berasal dari Ferre, membawa) vang kemudian berarti membawa
kekuatan. Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan seseorang cedera
atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang
orang lain.?

Kekerasan dapat dipahami schagai suatu tindakan yang dilakukan
oleh seseorang atau sejumliah orang yang berposisi kuat (merasa kuat)
kepada seseorang atau sejumlah vrang yang berposisi lemah (dipandang
lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara
fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan
penderitaan kepada objek kekerasan.*

Dari uraian di atas kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi
yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif.
Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu
bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingea
bentuk perilkau opresesif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa
perilaku fisik, menjadi tidak "dihitung” sebapai bentuk kekerasan.

Demikianlah definisi kekerasan secara umum. Namun terdapat
perbedaan definisi dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan
terhadap perempuan dan satu sisi lagi dengan apa yang dimaksud denpan
kekerasan dalam rumah tanzgza.

Dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam
rumah tangga, meskipun kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak
korban perempuan namun bukan berarti definisinya dapat disamakan
dengan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun di satu sisi perbuatan
Kekerasan antara kekerasan perempuan dengan kekerasan dalam rumah
tangga sering dalam bentuk yang tidak jauh berbeda. .

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Maggie Humm,
adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, inses, pelecehan seksual
dan pornografi. Humm mengatakan, bahwa kekerasan terhadap
perempuan terjadi pada produk masyarakat patriarkal di mana kaum

laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan.®

2 M. H Tirmamidiaja, Xefahstan Kesuoloon dan Mazaloh Frevemsupa, (Jakaria: Sinar Grafika,
1986), b 32,

3 Ibid ho57.

4 Mufidah CIL Psikalagi Kefuarga [slam Berwawosen Gender, {(Malang: UIN Malang Prece, 2008),
h 287,

5 Magzie Humm; The Dictionary of Faminie Theery, Exater: BPCC 1td, 1989,
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Dalam hal definisi atau konsep kekerasan dalam rumah tangga
tergantung dari persepsi seseorang dalam mendefinisikannya. Bahkan
bisa jadi ada yang memakai standar ganda. Terkadang ada yang
menganggap hal itu tidak keras, namun di sisi orang lain itu dianggap
keras atau schaliknya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap keras oleh
seseorang bisa dianggap bukan kekerasan bagi orang lain. Karena bisa
jadi orang yang sudah biasa menerima kekerasan, menganggap itu bukan
kekerasan lagi karena sudah menganggap itu hal yang biasa.

Berbicara mengenai terminilogi kekerasan dalam rumah tangga
dalam [ligh belum ada literatur atau istilah fighnya. Dalam bahasa
Indonesia kata-kata tersebut belum dikenal sebelum keluarnya UU KDRT,

Dalam bahasa adat atau dalam hukum adat di Indonesia istilah ini
belum diketahui pasti adanya. Oleh karena itu dalam masyarakat istilah
ini termasuk hal baru. Namun demikian dalam prakteknya kekerasan
dalam rumah tangga ini memang ada, schagaimana kekerasan fisik kerap
terjadi, demikian juga kekerasan psikis dan penclantaran dalam rumah
tangga, demikian juga dengan kekerasan seksual kemungkinan juga ada
terjadi.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga baru dikenal masyarakat
satelah keluarnya istilah tersebut dalam undang-undang di Indonesia.
Bila ditelusuri undang-undang di negara Islam ridak ada istilah tersebut.
Dalam KUHP Indonesia yang meupakan adopsi dari undang-undang
Belanda juga tidak dikenal istilah ini.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara institusi hukum
diperkenalkan dalam UU KDRT yang scbelumnya dikenal dari
Ratification Convention on The Elimination of All Farms of Discrimination
Against Women dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang
kemudian diratifikasi Indenesia tahun 2004 melalui UU PKDRT.

Dalam khazanah hukum di Indonesia sebelum keluar Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak ada satu
peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan
atau kejahatan seksual. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP
vang baru pun istilah ini tidak dipakal melainkan tetap menggunakan
istilah vang terdapat dalam KUHP lama yaitu "kejahatan terhadap
kesusilaan”. Namun dalam literatur asing dapat ditemukan istilah “sexual
violence” {yang diterjemahkan sebagai “kejahatan sexual’) yang pada
umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan
seksualitas, yang dapat dilekukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
Namun karena pada umumnya kejahatan ini banyak dilakukan terhadap
perempuan dalam masyarakat, atau dikonotasikan sebagai kejahatan
terhadap seseorang karena ia herkelamin perempuan dan karena itu
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disebut juga sebagai “gender based violence™*

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut definisi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 adalah setiap perbuatan
terhadap sesecrang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesenusaraan atau penderitaan secara [fisik, seksuoal, psikolopgis dan/
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.’

Penjelasan mengenai Pasal 5 terdapat dalam Pasal 6; menyebutkan
bzhwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, Jatuh sakit atau luka
herat. Sementara yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat
seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8
meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam linghkup rumah tangea tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah secrang dalam

lingkup rumah tanga dengan orang lain untuk tujuan komersial
dan/fatau tujuan tertentu,

Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga bisa
dimaksudkan pada suami atau istri, pada anak-anak, anggota keluarga,
pembantu rumah tangga atau orang yang tinggal di dalamnya. Namun
yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang terjadi antara suami dan
istri, dan biasanya yang menjadi korban adalah istri.

Kekerasan terhadap perempuan/laki-laki karena KDRT dikenal juga
dengan kekerasan berbasis gender. Karena persoalannya lebih menonjol
karena adanya dua jenis kelamin vang berbeda, dimana perbedaan ini
sering memunculkan kekerasan.

Adapun sanksi atau hukuman terhadap pelaku KDRT berdasarkan
Pasal 44 disebutkan: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp.15.000.000,00 {Lima Belas juta Rupizh)

Dalam hal perbuatan sebapaimana dimaksud pada ayal (1)
mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana densan

& Badrivah Fayumi, dide, fsusfiy Gonder delom Selom, (Jakarta: FSW UIN Syarf Hidapatallah
[akarea Bekeria sama denean McGill-ICIHER 2002), h25

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan
dialim Rumah Tungea, Jakarts: eminterian Pombe rdayzan Percmpuosn RepublikIndonesia 2004, h 3.
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pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp. 30.000.000.00 {Tiga Puluh juta Rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.
45.000.000.00 (Empat Puluh Lima juta Rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00
(Lima Juta Rupiah}.®

Sanksi penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal
5 sub d. Mengenai hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rurmah tangganya, padahal menurat hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 9 juga berlaku bagi
setiap crang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
dengan layak di dalam atau di lvar rumah sehinga korban herada
di bawah kendali orang tersebut.

Sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangza sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah),

2. Dalam hal perbuatan sebagaiman disebut dalam ayat (1)
dilakakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk  menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga juta Rupiah).9

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
'Tangga orang-orang yang melakukan pemaksaan seksual terhadap orang

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nemer 23 Tahun 2004 rentang Penghapusan Kekeresan

dalam Burmah Tangea, (1akarta: Kementertan Pemberdsyaan Perempuen Repoblik Indonesia, 2004),
b 1920,

% Undang-Undang Fepublik Indenesia Nomes 23, (hid, R 20,
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lain di dalam lingkup rumah tangganya dikenakan sanksi 12 tahun atau
15 tahun penjara.

Latar belakang kondisi masyarakat yangz menunjukkan bahwa
kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi, menjadi titik awal
ditetapkannya UU PKDRT. Bagaimanapun bentuknya KDRT merupakan
tindakan vang melangear hak asasi manusia. Qleh karena itu kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan dalam bentuk diskriminasi harus
dihapuakan. Atas dasar itu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan
undang-undane ini diharapkan masyarakat dapal terbebas dari kekerasan
atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusizan.

C. UU PKDRT; Perpindahan Hulkum Privat ke [Tukum Publik

Kelnarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam

* Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah

A

rumah tangga, khususnva vang berkaitan dengan terjadinya kekerasan,
vang semula dipandang sebagi urusan pribadi antara individu yang satu
dan yang lainnyva dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi
urusan negara, UU PKDRET merupakan hukum publik yang di dalamya
terdapat ancaman pidana penjara dan denda.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
telah menghapuskan pandangan  dikotomis dan hirarkis tentang
hubungan pria dan perempuan, maupun hubungan hukum perdata
dan hukum pidana. Se¢bab undang-undang ini telah membuat pria
dan perempuan menjadi individu-individu vang memiliki hak yang
sama untuk membentuk identitas dirinva. Tak scorangpun dapat lagi
secara langsung mengatur pembentukan identitas orang lain. Selain itu
Undang-Undang ini juga membuat Hukum Perdata tak hanya terbatas
mengatur hubungan antar lembaga atau individu  won-politis. Sebab
penetapan hukum perdata terhadap identitas perempuan sebagai isterd
dan ibu rumah tangga membuklikan bahwa identitas tersebut tidak
alamiah, tapi merupakan konsiruksi svsial dan karcnanya politis,
Dengan demikian berbagai bentuk diskriminasi dalam rumah tangga
hisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
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D. Proses Penyelesaian Kasus Kckerasan dalam Rumah Tangga
dalam UU PKDRT

Tidak mudah mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan terhadap perempuan di kelvarga lebih bersifat masalah
pribadi, sehingga banyak orang yang enggan turut campur. Seringkali
pula istri tidak ingin masalah pribadi diketahui di depan umum karena ia
tidak ingin aibinya terbuka. Rasa bersalah dan malu yang menimpa korban
membuatnya lebih banyak berdiam diri. Terlebih-lebih bila korban
merasa terancam jiwanya. Ial ini akan menambah kecenderungan untuk
tidak melaporkan kejahatan suaminya. Menurut data statistik Gelles,
isteri yang meninggalkan suaminya merupakan resiko tertinggl terancam
jiwanya. Sebanyak 75 % berisiko tinggi untuk dianiaya kembali*®

Mulyana W. Kusumah, seorang kriminolog Universitas Indanesia
dalam suatu wawancara pers mengatakan bahwa tindak kekerasan
terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga tampaknya kurang
dilaporkan, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan masyarakat
bahwa kekerasan seperti itu bukanlah suatu bentuk kejahatan | haik oleh
pelaku, korban, ataupun oleh sistem perundang-undangan itu sendiri**

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak dijumpai
dalam KUHP. Karena itu kasus-kasus seperti ini jarang tampak di
pengadilan. Lagi pula sifat hubungan antara pelaku dan korban (seperti
suami dan isteri) agaknya kuranz memadai jika hanya dikenakan pasal
penganiayaan dalam KUHE"

Setelah keluranya Undang-Undang Penghapausan kekerasan dalam
rumah tangga pada Tahun 2004 terdapat perubahan yang krusial dalam
penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UL KDRT
telah diatur hak-hak korban vang dapat dituntut kepadag pelakunya,
antara lain: a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lemhaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas
penetapan perintah  perlindungan dari pengadilan; b).Pelayanan
kesehatan sesuai dengan kehutuhan medid; c}. Penanganan secara khusus
berkaaitan dengan kerahasian korban; d}. Pendampingan oleh pekerja
sosial dan bantuan hukum; e)Pelayanan bimbingan rohani Selain itu
korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemulihan
korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan/pendamping dan/
atau pembimbing rohan, (Pasal 10 UL PKDRT).

Selanjutnya disebutkan dalam UU PKDRT bahwa pemerintah

10 LocCit
11Kompas, & Marst 1993,
12 Nursyahbani Katjasunghkana, “Asfek Hubnum Kekerazan terhadap Perempuan” dalam Kererosan

datam Rumah Tanggs, Buku Panduzn untuz Memberitan Dukungan pads Perempuan yang Dianiava,
{[zhartaYayasan Fumah Tha, 15985
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mempunyai kewajiban, yaitu: a) Merumuskan kebijakan penghapusan
KDRI; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang
KDRT: c¢) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu
KDRT serla menelapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif
jender.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jupa mengatur kewajiban
masyarakat dalam PKDRT. Hal ini disebutkan bahwa bagi setiap orang
yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam
rumah tangea wajib melakukan upaya: a) mencegah KDRT; h) memberikan
perlindungan terhadap korban; cymemberikan pertolonzan darurat; dan
d) mengajukan proses pengajuan permoheonan penetapan perlindungan.
(Pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik
ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami
istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korhan sendiri
yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (Pasal
47 dan 48 UU PKDRT).

Pada Fasal 26 disebutkan pula korban berhak melaporkan secara
langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di
tempal korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat
selanjunya disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga
atau orang lain (advokat/pengacara) untuk melaporkan kekerasan dalam
rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada
maupun di tempat kejadian perkara.

Selanjulnya perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16:

1. Dalam waktn 1x 24 jam (satu kali dua pulubh empat) jam
terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan
dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan
perlindungan sementara pada korban.

2. Perlindungan sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau
ditangani.

3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat jam) terhitung
scjak pemberian perlindungan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.

Setelah mengetahui atau menerima lzporan tentang terjadinga
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera melakukan
penyelidikan (Pasal 192).

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat
bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

km.tm.im.wmummmnmdumwm.wmmmimmmm AL LALLM
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(Pasal 17). Dalam memberikan pelayanan keschatan kepada korban
tenaga kesehatan harus memeriksa korban sesuai dengan standar
profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap
korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian
atau sural keterangan medis yang memilki kekuatan hukum yangs sama
sebagai alat bukti.

Selain itu Pasal 25 ditegaskan tentang pemberian perlindungan dan

pelayanan advokat wajib:

1. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi
mengenal hak-hak korban dan proses peradilan ;

2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban
untuk secaa lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah
tangea vang dialaminya; atau

3. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebapaimana mestinya.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat
diajukan oleh:
korban atau keluarga korban;
teman korban;
kepolisian;
relawan pendamping; atau
pembimbing rohani.

PoR.a

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1
{satu] tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan. Permohonan perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum
berakhir masa berlakunya (Pasal 32).

Untuk efektifnya perlindungan dalam Pasal 36 disebutkan:

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian
dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup
karena telah melanggar perintah perlindungan.

Z. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat
dilanjutkan dengan penahan yang disertai surat perintah
penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Demikianlah proses pelaporan dan perlindungan terhadap korban

kekersan dalam rumah tangga yang lerdapat dalam Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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E. Penvelesaian Kasus-kasus KDRT di Kota Banda Aceh

Kuasus I: A dengan B Prafil Korban:

Seprang korban KDRT berinisial A kelahiran tahun 1974,
Pendidikan terakhir: Diploma, Pekerjaan: tidak tetap, pernah
bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat Dibesarkan di
sebuah keluarga di Kota Banda Aceh, ibu seorang guru dan ayah
di tentara. la merupakan anak pertama, dari 3 orang hersaudara,
adiknya perempuaan dan satu lagi laki-laki.

Mamun ia dibesarkan oleh kakak ibunya, yang mengadopsinya
karena tidak mempunyai anak, berhubung sang bunda tidak pernah
menikah. Sosok bunda merupakan orang tua tunggal ini mempunyai
penzaruh penting dalam kehidupannya. Orang tua tunggal yang
bekerja sebagai salah seorang tenaga pengajar di perguraun tinggi,
sangat memanjakan keponakan yang sudah dianggapnya sebagai
anaksendiri. Dapat dikatakan tidak ada kewajiban yang dibebankan
kepada si B. Pekerjaan rumah dikerjakan oleh pembantu arau
dikerjakan oleh bundanya. Hal ini berlangsung sampai ia dewasa.
Di tingkat pendidikan ia menyelesaikan kuliah diplomanya. Lalu
menikah dengan suami pertaamanya dan pernikahan tersebut
berjalan selama 4 tahun dan berakhir karena tidak adanya
keharmonisan.

Beberapa tahun setelzh itu A menikah densan B enam
tahun yang laly, ia adalah seorang janda seorang janda mempnyai
anak satu. Demikian juga suaminya scorang duda cerai dengan
istrinya. la sudah membawa kasusnya ke geuchik (Armaya). Hal
ini terjadi karena terjadi pengancaman pembunuhan, lalu korban
diamankan oleh perangkat gampeng. Pelaku lalu dipanggil untuk
didudukkan bersama untuk didamaikan, diberi waktu tiza hari
untuk berpikir. Bukan balik hahkan ia mengancam balik sang istri.
Akhirnya geuchik memanggil polisi dan korban dibawa ke rumah
sakit bayangkara. Pengamanan dilakukan karena korban sudah
mengalami kekeraasan psikis. Namun karena tidak ada penanganan
sama sekali, setelah tiga hari disana korban minta pulang. Tempat
perlindungan sementara tidak memberikan apa-apa kecuali makan.
Tidak ada bimbingan atau konsultan seperti psikiater.

Akhirnva korban pulang kembali kepada suami, karena tidak
ada pilihan lain, ia kembali dengan suami dan kelihatan suami
sudah berbaik dengan menjemput dirinya. Selain itu sebenarnyaia
balik bukan karena ia mau kembali tapi karena ia merasa takut
pada suami. Lalu berusaha untuk baik dengan suami agar suami
tidak menyakitinya,
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Rumah sakit tidak menangani dengan baik karena alasan tidak
ada dana. Untuk apa tingkat emergency? darurat kalau tidak siap
tampung kata korban. Demikian juga LSM yang pernah diminta
bantu {pen: LSM tidak dapat disebutkan secara eksplisit), mercka
tidak menangani kasusnya dengan alasan tidak ada dana. LSM
itu menyuruh ke pengacara, pengacara pun akan demikian juga
tidak akan menangani karena tidak ada dana. Tapi kalau mereka
ada dana, menurut korban baru dipanggil masyarakat. Artinya
sema ini nisbi. Perlindungan perempuan sesungguhnya dimana
titik nadirnya. Bagaiman sifat perlindungannya. Kasus KDRT tidak
ditangani dengan serius, tidak ditangani sampai selesai. Jika kalau
korban orang mampu, mungkin korban bisa lari. Namun bila
korban seperti si A, tidak mampu bagaiman bisa melarikan diri
dari suaminya. Apalagi jika ia hanya ibu rumah tanga. Demikian
ungkapan korban.

Padahal menurut pengakuan A perlindungan perempuan sudah
memilki kekuatan hukum, “hukumnya kuat', tapi mengapa ngambang,
seperti LSM ., dan LSM lain, dilimpahkan ke pengacara. Pengacara titiak
ada uang. Akhirnya korban herjuang sendiri. Lari dan lari dari suami.

Polisi baru mengangani kasus KDRT kalau sudah ada ancaman
pembunuhan. Penangganan KDRT seadanya saja. Pihak yang berwenang
tidak langsung ke masyarakat. Bila ada kasus KDRT hanya diberikan
pengamanan dan itupun ditangani setelah korban KDRT babak belur atau
setelah ada tindakan kekerasan fisik berut, atau setelah korban cacat.
Tidak ada upaya pencegahan sebagaimana yang dikehendaki undang-
undang. Padahal kekerasan itu berawal dari kekerasan Kecil sepert
makian dan hinaan.

Kejadian di Punge sudah terjadi, pelaku akhirnya sudah sampai dia
diusir oleh keputusan adat. Korban dan pelaku pindah ke Aceh Besar,
1.am Rukam. Kekerasanpun Kerap terjadi sampai-sampai korban tidak
dibolehkan keluar rumah dan hanya diberikan makan seadanya. Namun
A tetap herusaha mencari pekerjaan dengan menghubungi teman-
Temannyd. '

Akhirnya karena sudah ada pekerjaan, A lari ke suatu kota kecil di
kabupaten lain. Namun si B mengetahui keberadaansi A, danme naikutinya
kesana dan kembali hidup seruman. B tetap melakukan kebiasaannya,
suka melakukan kekerasan mulai dari psikis sampai kepada kekerasan
fisik. Penganiayaan yang dilakukan si B akhirnya dilaporkan ke polisi.
Dari hasil visum telah terbukti terjadi KDRT. Dari kepolisian, perkara ini
dibawa ke Mahkamah Syar'iyah berdasarkan. Berdasarakan visum A lalu
membuat cerai sugat dengan memfasakh suaminya.
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Dalam proses inipun masih terjadi kekerasan dimana si B masih
tetap mengancam meskipun dari jarak jauh, dan menantang bahawa ia
tidak takut dengan Mahkamah, apalagi selam ini ia masih bisa bebas.

Kusus 11 Profil Pelaku

Pelaku adalsh kelahiran 1972, berinisial B adalah senrang
anak tentera yang dibesarkan dengan cara-cara yang cukup keras,
hal ini karena pelaku adalah anak tidak patuh. Ayah dan abangnya
sering memukulinya. Sehingga mungkin ia berkesan segala maslah
bisa diselesaikan denvan cara hekerasan.

Lahirtahun 1972, anak terakhir dari delapan bersaudara. Ayah
hekerja sebagai tentara. Tamat SD meskipun di ijazah tamat SMA.
Tabiat dari kecil tidak baik, dan hanya tamat 5D, yang lain sekolah
hanya mengambil ijazah. ljazah aspal. Jadi kurang pendidikan.
Mengaji jupa tidak

Lingkungan keluarga suka memukul Orang tua yang laki-
laki suku memukul, demikian juga dengan saudara laki-lakinys,
penyelesaian masalah  dilakukan dengan memukul. Tabiat:
temperamen, selalu berpikiran negatif, emosi dengan orang.

Kasus HI: X dengan Y, Profil Kurban

Seorang korban KDRT berinisial X kelahiran tahun 1982
Pendidikan terakhir: sarjana, pekerjaan: pegawai negeri sipil yaitu
pendidik di tingkat sckolah dasar. Dibesarkan di sebuah keluarga di
Kota Banda Aceh, ibu seorang ibu rumah tangga dan ayah scorang
polisi. Iz merupakan anak delapan, dari 8 oraang  bersaudars,
hidup dalam keluarga yang sederhana. Dalam kehidupan masa
kecil karena anak bungsu dapat dikatakan tidak ada kewajiban
yang dibebankan kepadanva. Semua pekerjaan rumah ditangani
kakak-kakaknya.

Pengajian yang dilakukan di waktu kecil adalah pengajian
di rumah yang digjarkan oleh kedua orang tuanya. Kehidupan
yang diberikan oleh orangtuanya adalah kehidupan yang cukup
disiplin, dan untuk menegakkan kedisiplinan tidak jarang orang
tua melakukan kekerasan. Seperti siapa yang tidak patuh akan
dikenakan pukulan dengan tali pinggang.

Di tingkat pendidikan ia menyelesaikan kuliah sarjananya.
Lalu menikah dengan suami dan pernikahan tersebut telah
berjalan selama 6 tahun. Tahun-tahun awal pernikahan, hubungan
mereka tidak berjalan cukup baik, meskipun mereka sudah
saling mengenal/pacaran di bangku perkuliahan. Menurut X
schenarnya di awal pernikahan Y sudah berani melirik perempuan
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lain dan mencoba membanzsun hubungan dengan yang lain,
meskipun hubungan belum begitu serius. Beberapa perempuan
vane didekati suaminya, lebih awal dietahui oleh X Dalam hal ini
biasanya terjadi pertengkaran diantara mercka, dan tidak jarang ¥
melakukan kekerasan fisik dengan menampar X. Terus menerus X
minta penjelasan pada Y dan akhirnya dengan buklti di tangan X,
Y mengakui perselingkuhannya dan mau memutuskan hubungan
denzan orang ketiza tersebut,

Kekerasan psikis ini kerap kali dialami X |, dalam enam tahun
pernikahannya, bukan hanya sekali dilakukan cleh Y menjalin
hubungan dengan perempuan lain. Bentuk perselingkuhan itu ada
vang dilaporkan ke Geuchik Gampong, karena ia sudah melakukan
perselingkuhan dengan wanita salon. Pihak Geuchik berusaha
mendamaikan persecalan ini dengan melibatkan keluarga kedua
belah pihak. X pun akhirnya menerima kembali suaminys,

Xjugamelaporkan halini ke KUA, KUA memanggil Xdan Y, maka
diberi nasehat kepada kedua belah pihak. Naschat ini menurut X
intinya menyalahkan si X yang dianggap kurang becus mengurusi
hal rumah tangga. Dan anehnya lagi dibuat sualu perjanjian yang
janupal dimana disebutkan bila Y melakukan perselingkuhan maka
mereka berceral,

Kejadian perselingkuhan pada puncaknya terjadi pada
tahun ke enam pernikahan mereka. Y terlibat perkenalan di
facehook dengan scorang mahasiswi Hubungan ini berlanjut
sampai ke daratan. Pada akhirnya hubungan ini diketahui oleh si
X dan X mohon pengakuan dai Y. Y mengakui perbuatannya, dan
X menjumpai perempuan selingkuhan suaminya N. X memohon
untuk memutuskan hubungan, N pun berjanji tidak berhubungan
lagi dengan X.

Namun seiiring dengan itu X melakukan aksi diam-diam
meningalkan rumah dan mengambil barang-barang yang ada di
rumah mereka, X mulai curiga ada apalagi dengan suaminya.

Di luar dugaan X menjumpai suaminya satu ranjang dengan
perempuan N, di suatu rumah di kampung suaminya. X melaporkan
kejadian ini kepada kepala kantor suaminya bekerja, namun
tidak mendapat tanggapan yang positif, malah X diminta untuk
dipoligami.

Y kemudian mengajukan cerai thalak kepada Mahkamah
Syar'iyah dengan tuduhan X tidak dapat memiliki anak, X tidak
cakap dalam mengurusi rumah tangga, dan tuduhan bahwa
keluarga X berusaha menghalangi hubungannya dengan X

X lalu mengadukan kasusnya ke kepolisian dengan tuduhan
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telah melakukan kekerasan psikis dan fisik, namun polisi tidak
bisa menerima laporan tersebut, karena X tidak mempunyai bukti
dan saksi yang cukup. Pihak kepolisian menyarankan agar laporan
dibuat telah terjadi pernikahan terhalang. Pembuktian ini cukup
dengan memberikan surat nikah liar X dan N, serta ditambah
denpan saksi.

Menurut X tidak ada kesadaran dari polisi untuk mengarahkan
kasusinidiangkat karena kekerasandalam rumahtangga. Kebetulan
semua polisi yang ditemui di kantor polisi berjenis kelamin laki-
laki. Karena polisi berkeinginan mengangkat kasus bukan karena
KDRT, meskipun X ada pengacara, akhirnya pengacara menyetujui
hal ini. Kebetulan pengacara juga seorang laki-laki,

Kasus IV: Profil Pelaku

Pelaku adalah kelahiran 1981, berinisial Y. Seorang anak ketiga
dari terakhir dari empat bersaudara dari istri pertama pernikahan
ayahnya. Ayah bekerja sebagai nelayan. Jenjang pendidikan adalah
sarjana. Kehidupannya yvang miskin tidak memungkinkan ia untuk
melakukan pengajian intensif. Pengajian yang diikuti terbatas
hanya pada pengajian di surau kampungnya.

Karena poligami, si lbu akhimya bekerja sendiri dengan
menjadi petani garam. Menghidupi anak-analnya dengan
keprihatinan. Hal ini karena adanya keluarga kedua yang harus
dibiayai dan diperhatikan oleh ayah Y. Dengan  demikian Y
dibesarkan dalam keluarga yang berpoligami, seorang aysh yang
terbiasa melakukan kekerasan psikis.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab KDRT antara
lain karena tabiat seseorang yang datang dari dalam dirinya sendiri.
Kurangnya keimanan dan pengetahuan membuat mudahnya pelaku
melakukan KDRT.

Hal ini dihenarkan oleh seorang Jaksa di Pengadilan Negeri, yang
mengatakan bahwa keimanan merupakan salah satu indikator yang
menyebabkan pelaku melakukan KDRT. Ketika jaksa menanyakan tentang
tindak kekerasan yvang dilakukan si pelaku sering berkilah dan malah
menyalahkan si korban. Kebohongan dan kemunafikan sering terlihat
ketika jaksa mengintrogasi pelaku kekerasan. 2

Pengaruh lingkungan terutama pola asuh vang diterapkan dalam
keluarga, menjadi referensi bagi pelaku dalam melakukan kekerasan.

13 Wawanrara dengan Yodi, Jaksa Pengadifan Negerd Janthn, yang merangani peckara X dan 7
wang berdomisii di Kot Snada Aceh, tetzpi parnikshannya terfadl di Acel Besar, pada tanggel 7
Okohar 2013.
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Bukan berusaha untuk tidak mencontoh !ne;eleiran mm Bamun
malah mewarnai dan mempengaruhi prilakunya kfhhﬂm.—‘——:

Budaya patriarkhi, dimana laki-laki dianggap sangat |
dominan dalam kehidupan merupakan salah satu faktnrterpdmyam
Budaya ini mengesankan hahwa salah satu pihak khusunya laki-laki atau
suami mempunyai kekuatan lebih dibanding jenis kelamin lainnya.

Terkait dengan kekuasaan (power), Talcott Parsons,™ menyebutkan
ada tiga pandangan. Pertama yang menyebutkan bahwa kekuasaan untuk
menjaga hubungan sosial di dalam membuat suatu keputusan. Disini
kekuatan dalam arti kekuatan fisik dan kemampuan mencari uang sangat
memainkan peran yang cukup signifikan di dalam suatu kekuasaan.
Kedua, hubungan antara aspek koersifdan konsensus. Maksudnya adalah,
kekuasaan datang dari sescorang kepada orang lain yang berdasarkan
pada perintah vang ada sanksi, kesepakatan, dan keinginan untuk kerja
sama. Ketiga, kekuasaan merupakan "teori permainan” (theory of game).
Jadi, dapat dipahami bahwa kekuasaan di dalam ranah ilmu-ilmu sosial,
cenderung melihat tiga hal yaitu untuk menjaga hubungan supaya
membangun suatu pengaruh, lalu mampu menjalankan perintah atau
pembagian kekuasaan, lalu dianggap sebagai suatu permainan helaka.

Demikianlah betapa berperan kekuasaan di segala bidang termasuk
juga dalam rumah tangga. Di sini kekuasan dipandang sebagai hal yang
dapat menekan korban dan membuat korban tidak berdaya dengan
kekrasan yang dilakukan terhadapnya. Orang yang memiliki "kekuatan
haik fisik maupun ekonomi” di dalam rumah tangga telah menciptakan
pemimpin otoriter. Dalam hal ini sang emimpin dapat “mengatur
orang yang berada di bawahnya secera sewenang-wenang melalui
kekuasaannya

F. Dampak Prosedur Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Prosedur penyelesaian KDRT yang sangat formal, membuat kesulitan
suatu kasus KDRT masuk ke dalam institusi resmi lembaga tempat dimana
seharusnyaa KDRT diselesaikan. Tidak efektifnya UU PKDRT karena
memang terlihat sangat positivistik artinya UU itu dibuat olch legestatif
bukan eksekutif. Latar belakang ini mempengaruhi aplikasi penyelesaian
kasusKDRTdilapangan,Pihakeksekutifkurangdapatmemahamidanbelum
mampu melaksanakan UU ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

14Parsons, Talcott. “On the Concept of Political Power™ In Cluss, Sratus, and

Peower: Sveiol Siratification in Comparative Perspective, edited by Beadix Reinhard ang
Seymour Martin Lipset, (New York: The Free Press, 1988), b 240
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Dalam kasus-kasus di atas, tidakada upayaaparatuntukmenghukum
pelaku sesuai dengan hukum pidana dalam UU PKDRT. Selanjutnya aparat
mengalihkan ke lembaga lain seperti ke Mahkamah Syariivah untuk
bercerai atau menerima laporan kerban. Namun bukan karena KDRT,
tetapi dengan alasan lain seperti nikah terhalanz. Lemahnya kesadaran
hukum dari pihak yang berwenang menegakkan UU PKDRT baik dari
pemerintah, kepolisaian dan 1.SM, Dimana seharusnya ketika telah terjadi
kekerasan psikisaparat harus bersikap aktif. Keaktifan aparat pemerintah
belum didapatkan dalam hal ini.

Dalam hal kekerasan vang dilakukan eleh pelaku, namun tidak
ditempuh proses penyelesaian dengan jalur UU PXDRT, jaksa tidak berhak
untuk menyarankan karena jaksa bekerja berdasarkan BAP (Berita Acara)
vang disampaikan oleh kepolisian.™

Keterlibatan keluarga juga sangat kurang dilakukan, hal ini karena
UU tidak memberikan porsi yang memadai dalam memberikan peran
kepada keluarga. Berbeda dengan konsep hakamain dalam Islam yang
memberikan kesempatan pertama untuk penyelesaian permasalahan
dalam rumah tangea.

Respon masvarakat gampong cukup bagus, namun kekuasaan dan
kewenangan tidak cukup kuat untuk membuat pelajaran atau untuk
mencegah pelaku KDRT melakukan perbuatannya. Institusi adat kurang
mempunyai kebuatan, karena pada dasarnya hontrol sosial masyarakat
pun sudah berkurang, Padahal UU PKDRT telah memberikan kewenangan
untuk itu.

Luthfi dari MAA kota Banda Acch mengatakan bahwa seharusnya
masyarakat tidak perlu takut melaporkan kasus kekerasan dalam rumah
tangpa ke aparat pampong, karena aparat gampong akan berusaha
menvelesaiakn kasus tersebut, dan berupaya memberi efek jera dengan
menanamkan rasa malu kepada pelaku, sehingza pelaku tidak berani
lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal kekerasan
vang dilakukan oleh pelaku, namun tidak ditempuh proses penyelesaian
dengan jalur UU PKDRT, jaksa tidak berhak untuk menyarankan karena
jaksa bekerja berdasarkan BAP ({Berita Acara) yang disampaikan oleh
kepolisian. '

L5M pun belum mampu melaksanakan perannya dengan baik,
karena [SM belum selesai dengan dirinya sendiri. Kelemahan dana
dan pengetahuan menjadi kendala dalam menyelesaikan kasus KDRT.
Ilarusnya LSM sudah dapat menekan lembaga yang berwenang untuk
dapat melaksankaan tugas untuk peroses penyelesaian KDRT. LSM

15Wawancara dengsn Tedi. [sksa Pengadilsn Neger: Janths, yang menzngant perbara X dan ¥
yang berdemisth di Hota Braada Aceh, tetapt pernikahannya terjadi di Aceh Heear, pada tanpgal 7
(ktober 20413,

16%erambi News...
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eksplisit, namun sangat terasa bahwa pembaharuan tersebut merespon
tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan.

Sebagaimana kritikan awal dan darihasil penelitian tergambar bahwa
proses penyelesaian KDRT bukan hanya lidak efektif tetapi menambah
masalah bukan hanya terjadi perceraian, tetapi memotivasi pelaku untuk
melakukan KDRT kepada paasangannya. Lemahnya penanganan kasus
KDRT dan kurangnya rvespon dan kesadaran aparat yang berwenang
untuk menegakkan Ul PKDRT, seperti sekarang ini akan memunculkan
dilema yang berkepanjanpan bagi korban.

Untuk itu dalam penyelesaian kasus KDRT perlu dimasukkan konsep
hakamain yang ada dalam konsep islam ke dalam praktek penyelesaian
KDRT. Pola hakamain vang lebih cocok digunakan adalah hakam yang
dapat diartikan sebagai mediator. Mediasi sudah menjadi satu pola vang
dapat menangani perkara dengan cara meyelesaikan perkara bukan
nanya memutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan
tuntas dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan antara dua
pihak yang bertikai.

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara
umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses Alternatf
Dispute Resolution [ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa
Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan mediasi
merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa disamping
pengadilan yang hersifat fidak memutus, cepat, murah dan memberikan
akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau
penyelesaian yang memuaskan. Mediasi adalah suatu proses para pihak
yang bersengketa menunjuk pihak ketiga vang netral untuk membantu
mercka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah
para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dalam sengheta
itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelasaikan
suatu persengketaan. Mediasi yang dilakukan bersifat pribadi, dan
kooperatif yaitu pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak
yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau
mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang
praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang
berlaku dalam proses pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah
lebih murah daripada melalui proses pengadilan.

Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang
netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak. Perlu diingat, pihak ketiga
ity tidaklah memutuskan kalah atau menangnya para pihak. Dia (biasa
disebut mediator) hanyalah berusaha mengadakan pendekatan kepada
para pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus
vang dihadapi untuk mencapai suatu kesepakatan di antara mereka
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menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (win-win solution).
Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak
untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak, mediator
tidak akan membuat keputusan tentang mana yang salah atau yang benar,
menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau
memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.'’

Demikianlah kritisi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004. Kritisi ini tidak hanya sebagaai dokumen tetapi sebaiknya
dibicarakan di tingkat legeslatif, sehingga UU PKDRT dapat direvisi
dan dengan demikian secara efektif dapat menyelesaikan kasus KDRT.
Upaya awa!l paling tidak implementasi UU PKDRT harus memasukkan
upaya mediasi dalam hal KDRT, bila upaya ini tidak berhasil maka baru
diupayakan ke lembaga yang berwenang.

Perbaikan dalam sistem, baik sistem kenegaraan maupun sistem
sosial, oleh semua pihak dalam penyelesaian KDRT perlu dilakukan.
Hal ini penting agar perjuangan penghapusan tindak kekerasan dan
pencegahannya dapat menjadi komitmen sosial yang melibatkan
semua komponen masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, yang
kesemuanya mempunayai tanggung jawah sosial secara bersama-sama.

Peningkatan kesadaran keberagamaan dan kesadaran hukun hukum
tentang adanya kesetaran dan keadilan gender bagi masyarakat. Aspek
kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama bagi keberhasilan
program anti Kekerasan. Masyarakat selalu membutubkan keadilan dalam
dimensi kehidupannya di dunia, yang merupakan salah satu kebutuhan
yang harus dipenuhi dan dijaga kemapanan dan stabilitasnya, agar dapat
mewujudkan kedamaian yang ideal yang juga selalu dibutuhkan insan
dalam kehidupannya. Untuk melanggengkan keadilan maka dibutuhkan
sebuah tatanan dan regulasi untuk dapat memastikan keadilan tersebut
dapat didistribusikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setiap
crang akan mampu merasakan bahwa keadilan dalam kehidupannya
tercukupi, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan dan dizalimi aleh satu
pihak kepada pihak lain.

H. Penutup

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui
prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga pada prakteknya belum dapat menyelesaikan kasus
rexerasan dalam rumah tangga seseaui dengan tujuan undang-undang
vaitu menghapusakan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan

17 M, Yahya Harahap, Arbitrose dittnpon dar Reglememen {RY), Perzturan BANL Internasionat
Center For the Setlemennt of Investment Dispute (ICSD), Uncitral Arbitration Rules, 1997 ko150,
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keluarga vang harmonis. Jika prosedur yang diatur dalam undang-undang
ini tidak dijalankan secara tuntas, maka akan menambah persoalan
kekerasan, dimana korban akan mengalami kekerasan yang lebih berat
dibanding sebelumnya, dikarenakan pelaku merasa tidak perlu takut
terhadap hukum yang akan dilaksanakn menurut UU PKDRT.

Pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur
dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
perlu diperbaharui. Prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut
terlihat sangat formalisiik sehingga sulit untuk diterapkan. Penerapan
sulit dilakukan baik oleh aparat maupun para pihak yang bertikai.
Prinsip hakamaian sebagaimana konsep Islam dapat dilakukan dalam
penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangea, Apabila hal ini tidak
dapat menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga, barulah
ditempu prosedural sesuai dengan Ul PKDRT

Dari wuraian di atas direkomendasikan kepada pemerintah
khususnya legeslatif untuk meninjau ulang tentang Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangpa khususnya mengenai
prosedur penyelesaian kasus KDRT melalui undang-undang ini, dengan
memasukkan prinsip hakomain. Bagi pihak yang berwenang diharapkan
dapat memberi perlindungan dengan sungguh-sungguh kepada korban
kekerasan dalam rumah tangga dan segera menuntaskan kasus kekerasan
dalam rumah dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan
korban. Selain itu diharapkan peran keluarga secara aktif dalam hal
terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyelesaian
kasusnya dapat ditangani secara lebih arif dan menguntungkan kedua
belah pthak. Diharapkan juga peran masyarakat dan khususnya ulama
supaya mengadvokasi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga
vanp berlandaskan prinsip Islam.
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